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Subjek hukum yang terkait dalam hubungan mdustrial dapat dilihat pada
Gambar 4.1 berikut.

Pemerintah

Pengusaha 4 Pekerja

Y

Masyarakat

Gambar 4.1 Skema hubungan antarpelaku di dalam hubungan industrial

B. FUNGSI DAN SISTEM HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Fungsi Hubungan Industrial

Di dalam pelaksanaan hubungan ggdustrial, masing-masing pthak mempunyai

fungsi vang berbeda. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003, fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industnal

g ah

a. menetapkan kebijakan,

b. memberikan pelayanan,

¢. melaksanakan pengawasan. dan

d. melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan.

Keempat fungsi pemerintah di atas apabila dikaitkan dengan peranan
pemerintah berkaitan dengan menjalankan fungsi negara terdir dar1 tiga bentuk,
vaitu gegruur; politie, dan rechtspraak. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a
dan b Undang-Undang NE3 Tahun 2003 adalah termasuk bestuur: Ketentuan
Pasal 102 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah termasuk
politie. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun

Bab 4 Hubungan Industrial 59




2003 adalah termasuk rechispraak.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara di bidang ketenagakerjaan
harus dapat me lmanakan ketiga fungsi itu dengan baik. Apabila mendasarkan
pada ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka
pemerintah harus dapat melaksanakan keempat fungsi 1tu dengan baik. Fungsi
pemerintah itu bersifat kumulatif bukan alternatif. Harus dilaksanakan secara

keseluruhan, .
48

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) . Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 fungsi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya dalam
laksanakan hubungan industrial adalah
a. menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,

b. menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi,

c. menyalurkan aspirasi secara demokratis,

d. mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan
perusahaan, dan

e. memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Keenam fungs: di atas berbeda perumusannya dari ketentuan Pasal 4 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 131, Tambahan Lembaran Negara
No. 3989), vaitu
a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penvelesaian

perselisihan industrial;

b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang
ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya,

¢. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis,
dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d.  sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepen-
tingan anggotanva;,

e. sebagal perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/
buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku:

f.  sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham
d1 perusahaan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (3), Undang-Undang
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No. 13 Tahun 2003 fungsi pengusaha dalam melaksanakan hubungan industrial
(37 &y

. menciptakan kemitraan,
mengembangkan usaha,
memperluas lapangan kerja, dan
memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan
berkeadilan.
Apabila ketiga pelaku tersebut melaksanakan fungsi hubungan industrial
itudengan maksimal, dapat diprediksikan bahwa permasalahan dalam hubungan
mdustrial di Indonesia tidak akan terjadi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cosmas Batubara® dalam sidang

terbuka pada tanggal 22 Agustus 2002, ditemukan bahwa terdapat keterlibatan
jawara dalam proses hubungan industrial jika terjadi perselisihan.

Sebagai contoh, konflik industrial di Tangerang, menurut Batubara,
kadang melibatkan jawara jika polisi tidak bisa membubarkan pemogokan.
Jawara mampu mengenali buruh dan nonburuh, kemudian memisahkannya.
Kepentingan jawara adalah agar buruh tidak dipecat karena buruh 1tu adalah
penvewa bedeng-bedeng milik tokoh jawara dan buruh juga menjadi konsumen
warung milik jawara.

Dari penelitian Batubara di Tangerang. didapat data bahwa pada tahun
2000 terdaftar 1.721 perusahaan. Yang sudah mempunyai Peraturan Perusahaan
(PP) baru 271 perusahaan dan vang mempunyai Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) 160 perusahaan. Akibatnya, masih ada 1.290 buruh belum mendapatkan
perlindungan melalui peraturan di tempat kerja.

Sejak Presiden BJ Habibie mengeluarkan keputusan presiden (Keppres)
untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Buruh
Berorganisasi, dan di masa Abdurrahman Wahid diterbitkan Undang-Undang
(Undang-Undang) Nomor 21 Tahun 2000, tercatat 14 serikat pekerja di Dinas
Tenaga Kerja. Jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menangani
masalah buruh juga tercatat sebanyak 14 buah.

Posis1 LSM juga bergerak. Dari upaya memperjuangkan kebebasan

Tempat Kerja Dekade Sembilan Puluhan dan Awal Dua Ribuan, Disertasi, dalam Kompas, 23 Agustus
2002,

5 Sentanoe Kertonegoro, op. cif., hlm. 187-221.
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berorganisasi, menjadi perjuangan untuk menuntut kenaikan upah dan fasilitas.
Cara LLSM menuntut kadang menimbulkan ketegangan, khususnya bagi
perusahaan yang belum mempunyai PP atau KKB.

Apabila dikaji lebih jauh sebenarnya fungsi pemerintah. pengusaha, dan
pekerja dalam melaksanakan hubungan industrial meliputi:

. menjaga kelancaran/peningkatan produksi;

2. memelihara/menciptakan ketenangan kerja (industrial peace);,
3.  mencegah/menghindar pemogokan:

4. 1kut menciptakan serta memelihara stabilitas sosial,

Terhadap hubungan industrial im pada masa pemerintahan Soeharto pernah
diterapkan hubungan industrial Pancasila, yaitu hubungan industrial vang
mendasarkan pada sila-sila Pancasila. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P4) menjadi salah satu pilar dari hubungan industrial Pancasila.
Sayangnya Ketetapan MPR RI yang mengatur tentang P4 telah dicabut, karena
keberadaan P4 banyak vang disalahgunakan vang mengakibatkan P4 dijadikan
sebagai kedok bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan,
pemerasan, dan berbagal penyimpangan Pancasila.

Pada dasarnya di dalam hubungan industrial terdapat dua kepentingan yang
berbeda. Hal in1 dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Antara pengusaha dengan pekerja mempunyai dua kepentingan vang

Pemerintah
Pengusaha " — Pekerja
Kepentingan Kepentingan
Keuntungan banyak, biaya kesejahteraan meningkat
sedikit
Masyarakat

Gambar 4.2 Skema dua kepentingan pelaku hubungan industrial yang berlawanan
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berbanding terbalik. D1 satu sis1, pengusaha berkemnginan untuk terus
memperoleh keuntungan yang meningkat. Keuntungan itu diperoleh di

antaranya dengan menekan biaya produksi. Termasuk di dalamnya upah pekerja.

Di sisi lain. pekerja selalu mempunyai keinginan untuk selalu meningkatkan

kesejahteraan dir1 dan keluarganya. Hubungan industrial dikatakan berhasil

apabila ada keseimbangan antara penyelarasan kepentingan pengusaha dengan
kepentingan pekerja. Dengan kata lain, hubungan industrial berhasil jika
pengu-saha mendapat peningkatan keuntungan dan akibat adanya keuntungan itu
pekerja mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Lebih lanjut mengenai fungsi
masing-masing pelaku dalam hubungan industrial dapat dilihat dalam Gambar

43.

2. Sistem Hubungan Industrial

Fungsi Pemerintah

menetapkan kebijakan,

memberikan pelayanan,

melaksanakan pengawasan, dan

melakukan penindakan terhadap pelanggaran
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

.

Fungsi Pengusaha Fungsi Pekerja
menciptakan kemitraan menjalankan pekerjaan sesuai dengan
mengembangkan usah:; kewajibannya, menjaga ketertiban demi

memperluas lapangan kerja kelangsungan produksi, menyalurkan
memberikan kesejahteraan aspirasi secara demokratis, mengembangkan

pekerja/buruh secara terbuka keterampilan keahliannya, ikut memajukan

demokratis, dan berkeadilan perusahaan, dan memperjuangkan
kesejahteraan anggota beserta keluarganya

—_ -

Fungsi pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam hubungan industrial

|

menjaga kelancaran/peningkatan produksi;
memelihara/menciptakan ketenangan kerja (industrial peace)
mencegah/menghindari pemogokan;
ikut menciptakan serta memelihara stabilitas sosial

By =

Gambar 4.3 Skema fungsi antarpelaku hubungan industrial
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Secara umum terdapat lima sistem hubungan industrial* yaitu sebagai berikut.

I. Sistem hubungan industrial atas dasar kegunaan (utility system). Pada
sistem ini hubungan perburuhan diatur sedemikian rupa, sehingga utility
buruh dapat digunakan sepenuhnya. Ada kebijaksanaan fill employment
of man power. Buruh diberi upah dan jaminan vang tinggi apabila ia dapat
memberikan tenaganya dengan maksimal. Tenaga mereka diperas untuk
mencapai produksi yang sebesar-besarnya.

2. Sistem hubungan industrial atas dasar demokrasi (democratic systenr). Yang
mengutamakan konsultasi atau musyawarah antara buruh dan majikan.

3. Sistem hubungan industrial atas dasar kemanusiaan (human system) di
mana tidak begitu diperhitungkan peningkatan produktivitas dan efisiensi.

4. Sistem hubungan industral atas dasar komitmen seumur hidup (/ife long
commitment/life time employment). Sistem 11 terdapat di Jepang. Buruh
cenderung setia kepada majikan, baik perusahaan dalam keadaan untung
atau rugi. Buruh mempunyai disiplin yang tinggi, bekerja keras dengan
penuh dedikasi. Di pihak lain majikan memperlakukan buruhnya sebagai
anak dan dianggap keluarga, dengan memberikan fasilitas-fasilitas.

5. Sistem hubungan industrial atas dasar perjuangan kelas. Muncul atas
ide dari Karl Marx di mana terdapat pertentangan kelas pemilik modal
(kapitalis) dengan kelas buruh (proletar). Semakin tajam pertentangan
maka semakin cepat diselesatkan dengan membinasakan kapitalis oleh
kelas proletar vang lapar vang menuntut keadilan.

Hubungan industrial pada dasarnya dilaksanakan oleh majikan/pemberi
kerja dengan buruh/penerima kerja. Majikan dalam melaksanakan hubungan
industrial dapat meliputi majikan perorargyn. perkumpulan orang, badan hukum
atau gabungan atau asosiasi pengusaha. Buruh dalam melaksanakan hubungan
industrial juga dapat diartikan serikat pekerja/serikat buruh dan gabungan
serikat pekerja. Pelaksanaan hubungan industrial yang baik selalu diawasi oleh
pemerintah. Objek dari hubungan industrial tertuang di dalam perjanjian kerja,
perjanjian perburuhan/kesepakatan kerja bersama/perjanjian kerja bersama.
Secara 1deal adalah yang tertuang di dalam KKB atau PKB. PKB pada intinya
memuat syarat-syarat kerja vang meliputi dua tujuan pokok, vaitu terjadinya
peningkatan produktivitas dan terjaminnya kesejahteraan buruh.

Untuk meningkatkan produktivitas, dapat dilakukan melalur upaya
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peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi, diberikannya perangsang
prestasi bagi buruh yang berprestasi, terdapatnya analisis pasar yang benar dan
diadakannya managemen terbuka.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dapat dilakukan melalui upaya adanya
peningkatan peran bagi buruh, adanya co-defermination. dibuatnya kotak
saran, adanya imbal hasil ke buruh dan adanya keikutsertaan buruh di dalam
perusahaan melalu pemilikan saham.

Hubungan mdustrial akan dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan
produktivitas dan kesejahteraan. Hubungan industrial dikatakan tidak berhasil
apabila timbul perselisithan perburuhan, terjadi pemutusan hubungan kerja,
terjadi pemogokan atau pengrusakan barang dan tindak pidana lainnya.

Berhasil tidaknya hubungan industrial di tingkat perusahaan, dapat dilihat
pada Gambar 4.4 di bawah ini.

C. SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pemerintah

.

Pengusaha _ Pekerja
| | 'm
Tujuan - meningkatkan  Tyjuan: meningkatkan
produktivitas kesejahteraan
Cara : peningkatan kualitas hasil produksi Cara : peningkatan peran serta buruh
peningkatan kuantitas hasil produksi co-determination
perangsang prestasi bagi buruh kotak saran,
analisis pasar yang benar koperasi pekerja

: ,

Dilaksanakan
Hubungan industrial di tingkat perusahaan berhasil

.

Tidak Dilaksanakan
Hubungan industrial di tingkat perusahaan tidak berhasil

.

Akibatnya: Perselisihan hubungan industrial

Gambar 4.4 Skema kriteria keberhasilan hubungan industrial di tingkat perusahaan
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Supaya hubungan industrial dapat berlangsung dengan baik maka berdaa{an
ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ditentukan sarana
hubungan industrial, vaitu

serikat pekerja/serikat buruh;

organisasi pengusaha;

lembaga kerja sama bipartit;

lembaga kerja sama tripartit;

peraturan perusahaan:

perjanjian kerja bersama;

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

lembaga penyelesaian perselisthan hubungan industrial.

= O SN -

mana hubungan industrial diatur di dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal
149 Undang-Uggpng No. 13 Tahun 2003. Sarana hubungan industrial yang
pertama adalah serikat pekerja/buruh. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk
dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Dalam melaksanakan
fungs1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat pekerja/serikat buruh
berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan
keuangan organisasi termasuk dana mogok. Besarnya dan tata cara pemungutan
dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam anggaran
dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh vang
bersangkutan.

Sarana hubungan industrial yang kedua adalah organisasi pengusaha. Setiap
pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.
Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sarana hubungan industrial yang ketiga adalah Lembaga Kerja Sama
Bipartit. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/
buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerja
sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum
komunikasi, dan konsultasi mengenal hal ketenagakerjaan di perusahaan.
Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) terdir1 atas unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk
oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/
buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan
lembaga kerja sama Bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3)
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diatur dengan Keputusan Menter1. Sarana yang keempat di atas ditindaklanjuta
dengan Kepmenaker No: KEP. 255/MEN/2003 tentang Tata Cara Pembentukan
dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartid. Berdasarkan
ketentuan Pasal 1 angka 1 KEP. 255/MEN/2003, disebutkan bahwa lembaga
kerja sama bipartit vang selanjutnya disebut LKS Bipartit adalah forum
komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan
industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdir1 atas pengusaha dan serikat
pekerja/serikat buruh vang sudah tercatat di instansi yvang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

Adapun fungs1 LKS Bipartid disebutkan dalam Pasal 2 KEP. 255/MEN/2003,
adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah antara pengusaha dan
wakil serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh pada tingkat perusahaan:
dan sebagai forum untuk membahas masalah hubungan industrial di perusahaan
guna meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh yang
menjamin kelangsungan usaha dan menciptakan ketenangan kerja.

Sarana hubungan industrial yang keempat adalah .embaga Kerja Sama
Tripartit. Lembaga Kerja Sama Tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan
pendapat kepada pemermtah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan
dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Lembaga Kerja Sama Tripartit
sebagaimana dimaksud dalam avat (1), terdiri atas Lembaga Kerja Sama Tripartit
Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan Lembaga Kerja sama Tripartit
Sektoral Nasional, Im-'insi. dan Kabupaten/Kota. Keanggotaan Lembaga
Kerja Sama Tripartit terdiri atas unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan
serikat pekerjagggikat buruh. Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja
Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Sarana hubungan industrial yang kelima adalah Peraturan Perusahaan.
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku
setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban membuat
peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) tidak berlaku
bagi perusahaan yang telah memuliki perjanjian kerja bersama. Peraturan
perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang
bersangkutan. Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran
dan pertimbangan dar1 wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
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Dalam hal di perusahaan vang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/
serikat buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh. Dalam hal di perusahaan yang
bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, wakil pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud dalam avat (1) adalah pekerja/buruh vang dipilih secara
demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan.

Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:

hak dan kewajiban pengusaha;

hak dan kewajiban pekerja/buruh;

syarat kerja:

tata tertib perusahaan;

e e op

jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa berlaku peraturan
perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbarui setelah habis masa
berlakunya. Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat
pekerja/serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan
perjanjian kerja bersama, pengusaha wajib melayani. Dalam hal perundingan
pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai
habis jangka waktu berlakunya.

Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menter1 atau pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan
diterima. Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2). maka dalam waktu 30 (tiga puluh) har
kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1) sudah terlampaui dan peraturan
perusahaan belum disahkan oleh Menter: atau pejabat yang ditunjuk, maka
peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan.

Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), menter1 atau pejabat yang
ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai
perbaikan peraturan perusahaan. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana
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dimaksud dalam ayat (3), pengusaha wajib menyampaikan kembali peraturan
perusahaan yang telah diperbaiki kepada menter atau pejabat yang ditunjuk.
Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya
hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil
pekerja/buruh. Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud
dalam avat (1) harus mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat vang
ditunjuk. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan 1s1 serta
memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/
buruh.

Sarana hubungan industrial yang ketujuh adalah perjanjian kerja bersama
dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat
buruh vang telah tercatat pada mstansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Penyusunan
perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
secara musyawarah.

Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat
secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam
hal terdapat perjanjian kerja bersama vang dibuat tidak menggunakan bahasa
Indonesia, maka perjanjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap
sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam avat (3). Dalam hal
musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai
kesepakatan. maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat
| (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di
perusahaan.

Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat
buruh, serikat pekerja/serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh
dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha
apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari
jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal di
satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50%
(lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan maka
serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan
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dengan pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah
mendapat dukungan lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh
pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara. Dalam hal dukungan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka serikat pekerja/
serikat buruh vang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk
merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah melampaui
jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara
dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam avat (2).

Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dar1 1 (satu) serikat pekerja/
serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan
dengan pengusaha vang jumlah keanggotaannya lebih dar1 30% (lima puluh
perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Dalam
hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi maka
serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi, sehingga tercapai jumlah
lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di
perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) atau ayat (2) tidak
terpenuhi, para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang
keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota
masing-masing serikat pekerja/serikat buruh.

Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Pemungutan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diselenggarakan oleh
panitia vang terdiri atas wakil-wakil pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/
serikat buruh yang disaksikan oleh pihak pejabat yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan dan pengusaha.

Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.
Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dapat
diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan
kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh.
Perundingan pembuatan perjanjian Kerja bersama berikutnva dapat dimulai
paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang
sedang berlaku. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang
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berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

menyebutkan bahwa perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban pengusaha;

b.  hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh:
c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama;
d. tanda tangan para pthak pembuat perjanjian kerja bersama.

Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku. Dalam hal 1s1 perjanjian Kerja
bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan
tersebut batal demi hukum dan vang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan. Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan
perubahan perjanjian kerja bersama, maka perubahan tersebut merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja bersama vang sedang berlaku.

Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib
melaksanakan ketentuan vang ada dalam perjanjian kerja bersama. Pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan 1s1 perjanjian kerja
bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh. Pengusaha harus
mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap
pekerja/buruh atas biaya perusahaan.

Perjanjian kerja vang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. Dalam hal ketentuan dalam
perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan
perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut
batal demi1 hukum dan vang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja
bersama. Dalam hal perjanpian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur
dalam perjanjian kerja bersama maka vang berlaku adalah aturan-aturan dalam
perjanjian kerja bersama.

Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan
perusahaan, selama di perusahaan vang bersangkutan masih ada serikat pekerja/
serikat buruh. Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat
buruh dan perjanjian kerja bersama diganti dengan peraturan perusahaan,
ketentuan vang ada dalam peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari
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ketentuan yvang ada dalam perjanjian kerja bersama.

Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya
akan diperpanjang atau diperbarui dan di perusahaan tersebut hanva terdapat
1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembuatan
pembaruan perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasal
119. Dalam hal perjanjian kerja bersama vang sudah berakhir masa berlakunya
akan diperpanjang atau diperbarui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih
dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh
vang dulu berunding tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka
perpanjangan atau pembuatan pembaruan perjanjian kerja bersama dilakukan
oleh serikat pekerja/serikat buruh yvang anggotanya lebih 50% (lima puluh
perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan bersama-sama
dengan serikat pekerja/serikat buruh yang membuat perjanjian kerja bersama
terdahulu dengan membentuk tim perunding secara proporsional.

Dalam hal perjanjian kerja bersama vang sudah berakhir masa berlakunya
akan diperpanjang atau diperbarui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari
I (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan tidak satu pun serikat pekerja/serikat
buruh yang ada memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau
pembuatan pembaruan perjanjian kerja bersama dilakukan menurut ketentuan
Pasal 120 avat (2) dan ayat (3). Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/
serikat buruh atau pengalihan kepemilikan perusahaan maka perjanjian kerja
bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
bersama.

Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing
perusahaan mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama
vang berlaku adalah perjanjian kerja bersama vang lebih menguntungkan
pekerja/buruh. Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara
perusahaan yang mempunyai perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang
belum mempunyar perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama
tersebut berlaku bagi perusahaan vang bergabung (merger) sampai dengan
berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.

Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali
ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut. Perjanjian kerja
bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama
selan-jutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan. Ketentuan mengenal persyaratan serta tata cara
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pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran perjanjian kerja bersama
diatur dengan Keputusan Menteri.

Saranmlbungan industrial vang kedelapan adalah peraturan perundang-
undangan. Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh
dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pelaksanaan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial
merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Sarana hubungan industrial vang kcscmbilalmllah Lembaga Penyelesaian
Perselisthan Hubungan Indusln'a@crdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa penyelesaian perselisthan hubungan industrial
wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/
serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian
secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh
menyelesaikan perselisthan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian
perselisthan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

KESIMPULAN

Hubungan industrial dalam perwujudan pengaturannya masih terbatas pada
pekerja di sektor formal. Masih belum menyentuh sektor informal. Selain itu
regulasi vang mendukung managemen terbuka sangat dibutuhkan oleh pekerja.
Keadaan in1 harus secepatnya diadakan perubahan. Secepatnya pasca reformasi
i pemerintah harus segera memikirkan dan menerapkannya dalam bentuk
terciptanya regulasi bagi pekerja informal dan managemen terbuka.

LATIHAN

1. Carilah 3 kata kunci dari bab ini dan diskusikanlah dengan teman dalam
satu kelompok!

2. Carilah artikel di internet atau di media massa tentang sistem hubungan
industrial yang terjadi di luar negeri! Diskusikanlah dengan teman satu
kelompok! Selanjutnya buatlah skema perbandingan dengan hubungan
industrial yang terjadi di Indonesial
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3.

74

Jelaskan apakah sembilan sarana hubungan industnal 1tu! Selanjuinya
diskusikanlah dengan teman dalam kelompok saudara apakah sarana itu
telah digunakan dalam pelaksanaan hubungan industrial di Indonesia!
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: SERIKAT PEKERJA

A. LATARBELAKANG DAN SEJARAH PERKEMBANGAN SERIKAT
PEKERJA/BURUH

1. Latar Belakang Perkembangan Serikat Pekerja/Buruh

Jumlah tenaga kerja yang tersedia di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah
lapangan kerja vang tersedia. Terlebih lagi dari sebagian besar tenaga kerja
vang tersedia adalah yvang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan
sama sekali. Mereka kebanyakan adalah unskilllabour, sehingga posisi tawar
mereka menjadi rendah.

Lapangan pekerjaan di Indonesia mengalami pergeseran dari sektor
agraris menuju sektor industr1 dan jasa. Pada tahun 1971, ada 73.04% tenaga
kerja vang bekerja di sektor pertanian, 11,19% bekerja di sektor industri dan
15.76% bekerja di sektor jasa. Pada tahun 1990, terjadi perubahan yang cukup
drastis di sektor pertanian menurun menjadi 49,9%, sisanya 50,1% di sektor
industri dan jasa '. Adanya perubahan jenis pekerjaan mengakibatkan adanya
perubahan paradigma yang semula bersifat material (physical asset) bergeser
menuju persaingan pengembangan pengetahuan (knowledge based competition).
Perubahan tersebut menuntut adanya efisiens: dan efektivitas penggunaan
sumber daya manusia sebagai landasan bagi setiap organisasi/institusi agar
mampu bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif 2.

I Prjono Thptoherjanto, 1999, Keseimbangan Penduduk, Managemen Sumber Dava Manusia dan
Pembangunan Daerah, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 57.

2 Lancourt & Ulrich dalam Wahibur Rokhman, 2002, Pemberdavaan dan Konitmen: Upava Mencapai
Kesuksesan Organisasi dalam Menghadapi Persaingan Global, Amara Books, Jogjakarta, him. 122.

3 Nur Hidayat, Perhatian Pada Pengangguran, Hanva di Atas Kertas, Kompas, 11 Februari 2006, hlm.
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Kenyataannva, lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan
jumlah tenaga kerja yang tersedia. Di Indonesia terdapat 11,6 juta penduduk
vang menganggur (pengangguran terbuka). 30 juta orang tergolong setengah
menganggur dan 36 juta penduduk berpenghasilan di bawah Rp150.000,00
perbulan dari total angkatan kerja sebesar 106,9 juta. Separuh angkatan kerja
vang ada berpendidikan sekolah dasar, atau bahkan tidak lulus SD. Penduduk
vang tergolong bekerja ada 70% bekerja di sektor informal dengan tingkat
produktivitas rendah. sedangkan 30% di sektor formal. *

Keadaan mi menmimbulkan adanya kecenderungan majikan untuk berbuat
sewenang-wenang kepada pekerja/buruhnya. Buruh dipandang sebagai objek.
Buruh dianggap sebagai faktor ektern yang berkedudukan sama dengan
pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang
kelangsungan perusahaan dan bukan faktor intern sebagai bagian yang tidak
terpisahkan atau sebagai unsur konstitutif yang menjadikan perusahaan.*

Majikan dapat dengan leluasa untuk menekan pekerja/buruhnya untuk
bekerja secara maksimal, terkadang melebihi kemampuan kerjanya. Misalnya,
majikan dapat menetapkan upah hanya maksimal sebanyak upah minimum
provinsi yang ada, tanpa melihat masa kerja dan pekerja itu. Seringkali pekerja
dengan masa kerja yang lama upahnya hanya selisih sedikit lebih besar daripada
upah pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Majikan enggan untuk
meningkatkan atau menaikkan upah pekerja meskipun terjadi peningkatan hasil
produksi dengan dalih bahwa takut diprotes oleh perusahaan lain yang sejenis.

Konsep upah minimum yang selama in1 diterapkan belum berhasil mencip-
takan hubungan industrial seperti vang diharapkan. Dilibatkannya pekerja
vang dapat diwakili serikat pekerja. Keterbukaan perusahaan menjadi kunci
utama, karena pekerja tahu betul situasi dan kondisi perusahaannya. Perusahaan
dapat menunjukkan laporan keuangannya yang telah diaudit kepada serikat
pekerja, dan serikat pekerja harus mampu membaca dan menganalisis laporan
keuangan dar perusahaan. Konsep yang ideal dalam penetapan upah, yakni
keterlibatan pekerja/serikat pekerja. Karena justru para pekerja yang tahu

50,

4 HP Rajagukguk, 2000, Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-determination),
makalah, hlm. 3.

5 Furqon Karim, Mencari Konsep Upah Minimum bagi Pekerja, Suara Merdeka 22 Desember 2001.
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persis kondisi perusahaannya, kemudian dari sisi manajemen ditunjuk pihak-
pihak berkompeten dalam hal penetapan upah. Kemudian kedua belah pihak

melakukan perundingan atau negosiasi.’

Posisi pekerja yang lemah dapat diantisipasi dengan dibentuknya serikat
pekerja/serikat buruh yang ada di perusahaan. Ada anggapan selama im bahwa
serikat buruh belum menjadi suara pekerja, baik di tingkat kerja ataupun dalam
tingkat pengambilan keputusan secara nasional. Serikat pekerja/buruh saat im
menﬁdapi tantangan yang berat.

Tetap mempertahankan kondisi tradisional vang mereka miliki atau berubah
menjadi dinamis. Tantangan globalisasi berdampak pada pengurangan jumlah
anggota karena sistem kerja yang berubapgdiantangan kemandirian terletak pada
kemandirian dana. Dari ketergantungan pada bantuan/dana dari organisasi lain
untuk pelamaan kegiatan. menuju kepada kemandirian sumber dana. Adanya
kebutuhan kepemimpinan serikat pekerja yang kuat dan benar-benar mewakil
kepentingan anggotanva (strong leadership and wellrecognized).®

Kedudukan buruh vang lemah in1 membutuhkan suatu wadah supaya
menjadi kuat. Wadah 1tu adalah adanya pelaksanaan hak berserikat di dalam
suatu Serikat Pekerja/Buruh. Tujuan dibentuknya Serikat Pekerja/Buruh adalah
menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan. Melalui keterwakilan buruh di
dalam Serikat Pekerja/Buruh, diharapkan aspirasi buruh dapat sampai kepada
majikan. Selain itu, melalui wadah Serikat Pekerja/Buruh ini diharapkan akan
terwujud peran serta buruh dalam proses produksi. Hal ini merupakan salah
satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan industrial di
tingkat perusahaan.

Keberadaan Serikat Pekerja/Buruh saat ini1 lebih terjamin dengan
diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/
Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 131, Tambahan Lembaran Negara
No. 3898). Selanjutnya disebut Undang-Undang No. 21 Tahun 2000.

6 Wwwworld-psi.org. Mendefinisikan Kembali Serikat Pekerja, Project Newsletterpsi SASK/KTV/ENS
Trade Union ])gn-‘c!ﬂp}m.‘m Project for Indonesia No. 2/Februari’ 2006, hlm. 2.

7 “Orde Baru Runtuh, Serikat Buruh Tumbuh”, Kompas, Selasa, 12 September 2000.

8  Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Modern, 1999, Gramedia, Pustaka
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Sebelum adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, kedudukan Serikat

Pekerja/Buruh secara umum hanyalah dianggap sebagai kepanjangan tangan
atau boneka dari majikan, vang kurang meneruskan aspirasi anggotanya. Hal
in1 karena pada masa Orde Baru Serikat Pekerja/Buruh hanya diperbolehkan
satu, vaitu serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI). Pada masa Orde Baru
itu pulalah muncul suatu serikat buruh tandingan SPSI, vaitu serikat buruh
seluruh Indonesia (SBSI) di bawah pimpinan Mochtar Pakpahan. Karena tidak
dikehendaki oleh pemerintahan Soeharto, akhirnya ia ditahan dan bebas setelah
era reformasi.

Pada masa reformasi setelah adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000
dimungkinkan dibentuk Serikat Pekerja/Buruh lebih dari satu dalam satu
perusahaan, Hal im1 menyebabkan keberadaan Serikat Pekerja/Buruh banyak
didirikan di satu perusahaan. Sayangnya karena ketidaksiapan buruh melaksa-
nakan hak berserikat, dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk
keuntungan bagi kepentingannya sendiri dengan menjual bangsa. Dikatakan
demikian karena berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Serikat
Pekerja/Buruh diperholehkalmenerima sumbangan dana dari negara lain.

Bantuan itu digunakan untuk pelatihan, program, maupun dana rutin.
Misalnya mllllﬂll dan American Center for International Labor So!icm'ey
(ACILS). Union Network International (UNI) yang berbasis di Geneva. SPSI
Reformasi memperoleh bantuan dana dari International Confederation of
Trade UnioﬁCFTU). AJl memperoleh dana dan International Federation of
Journalists. SBSI menerima dana dani serikat buruh Kristen Belanda (CNV) dan
World Confederation of Labor (WCL), selain iuran dari 70 persen anggotanya
yang kini, menurut Sekjen SBSI Raswan Suryana, telah mencapai 1.693.275
orang. SBJ memperoleh dana dari organisasi buruh di Denmark.”

Sering pula keberadaan Serikat Pekerja/Buruh yang lebih dari satu
Jumlahnya di satu perusahaan justru memicu terjadinya perselisthan perburuhan
vang dapat berakibat mogok kerja yang seharusnya justru bertentangan dengan
tujuan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tersebut.

Alinea ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara
melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia. Ketentuan ini dijabarkan lebih

Utama, Jakarta, hlm. 73,
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lanjut dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara

bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara
berhak atas penghasilan dan penghidupan vang layak bagi kemanusiaan. Buruh
adalah bagian dari bangsa Indonesia, sehingga berhak pula untuk dilindungi
dan mendapatkan penghidupan yang layak.

Salah satu bentuk perlindungan hukum vang diberikan oleh pemerintah
bagi buruh adalah adanya jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul
dalam suatu wadah Serikat Pekerja/Buruh. Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul serta menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang dimiliki
oleh warga negara dar1 suatu negara hukum demokratis yang berkedaulatan
rakyat. Hak-hak vang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai
manusia dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara disebut hak asasi
manusia.” Hak asasi manusia dalam negara hukum tidak dapat dipisahkan dari
ketertiban dan keadilan. Pengakuan atas negara hukum salah satu tujuannya
melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kemerdekaan atau
kebebasan perorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi.” Pengakuan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat
dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum.'

Kebebasan berserikat dan berkumpul termuat dalam konvensi [LO tentang
Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87)
telah diratifikasi dan dituangkan dalam Keputusan Presiden RI No. 83 Tahun
1998, dan Konvensi ILO tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama,
1949 (No. 98) telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1956.
Konvensi No. 87 dimaksudkan secara keseluruhan untuk melindungi kebebasan
berserikat terhadap kemungkinan campur tangan pemerintah. Konvensi No. 98
ditujukan untuk mendorong pengembangan penuh mekanisme perundingan
kolektif sukarela.

9 A Masvhur Effendi, Hak Asasi Manusia, Dimensi Dinamika dalam Hukum Nasional dan Internasional,
1994, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

10 Philipus M. Hadjon, Perlindwigan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, 1987, Bina [lmu, Surabaya, him.
71,

11 Sentanoe Kertonegoro, Gerakan Serikat Pekerja (Trade Unionism) Studi Kasus Indonesia dan Negara-
Negara Industri, 1999, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, him. 8.

12 _http:/Yrumahkirinet di-up date tanggal 14 Oktober, 2007,
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Sejarah Perkembangan Serikat Pekerja/Buruh

Perjuangan untuk mendirikan Serikat Pekerja/Buruh yang mandiri untuk

memperjuangkan hak buruh sebenarnya telah ada sejak pemerintahan Hindia

Belanda, vaitu sejak abad ke-19 dan berlangsung hingga sekarang. "

Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia diawali pada tahun 1878. Muncul

serikat buruh guru Bahasa Belanda yang dipengaruhi oleh pergerakan sosial
demokrat di Belanda. Pada masa 1tu serikat buruh tampil sebagai organisasi
golongan yang hanya menampung kulit putih. Gerakan buruh i1 menjadi dasar
dar1 gerakan selanjutnya. yaitu

Tahun 1879, lahir Nederland Indische Onderwys Genootschap (NIOG),
Serikat Pekerja Guru Belanda.

Tahun 1905 lahir Serikat Pekerja Pos (Pos Bond).

Tahun 1906 lahir Serikat Pekerja Perkebunan (Cultuur Bond) dan Serikat
Pekerja Gula (Zuiker Bond)).

Tahun 1907 lahir Serikat Pegawai Pemerintah.

Tahun 1908 lahir Tereniging Spoor-Traam Personeel (VSTP) dipimpin
oleh Semaoen.

Pada tanggal 26 September 1909 di kalangan Tionghoa di Jakarta dibentuk
Tiong Hoa Sim (Gie dipimpin oleh Lie Yan Hoer. Empat bulan kemudian
kelompok 1n1 mengubah nama menjadi Tiong Hoa Keng Kie Hwee yang
kemudian menjadi int1 dari Federasi Kaoem Boeroeh Tionghoa.

Tahun 1911 lahir Perkumpulan Bunmu Putra Pabean (PBPP).

Tahun 1912 lahir Sarekat Dagang Islam (SDI) vang bergerak di bidang
perekonomian dan perdagangan, Serikat Islam sebagai serikat buruh kaum
pribumi dan Persatuan Guru Bantu (PGB).

Tahun lahir Serikat Pekerja Kereta Api (Spoor Bond).

Tahun 1914 lahir Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB).
Tahun 1915 lahir Serikat Pekerja Perusahaan Swasta (Partikulir)/(SPPP).
Tahun 1916 lahir Serikat Pekerja Opium Regie Bond (ORB).

Tahun 1917 lahir Serikat Pekerja Pabrik Gula.

Tahun 1918 pada bulan Agustus lahir PFB (Personeel Fabriek Bond)
vang beranggotakan buruh tetap, Perkumpulan Tani dan koperasi yang
kemudian lazim disebut sebagar Sarekat Tan1 dengan anggota kuli kenceng

13 International Union of Food and Allied Worker s Associations, Buku pegangan wntuk serikal burnh,
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atau pemilik tanah yvang disewa pabrik, serta Perserikatan Kaum Buruh
Umum (PKBO) yang beranggotakan buruh musiman. Ketiga perhimpunan
itu diketuai Suryopranoto vang juga menyebut dirinya sebagai komandan
Tentara Buruh Adidarmo.

Tahun 1919 lahir Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) dipimpin
oleh Semaoen.

Tahun 1920 Pemogokan buruh terjadi pada 72 pabrik gula di seluruh Jawa.
Dari jumlah 1tu 28 pemogokan terjadi pada masa sebelum dan sesudah
giling yang meliputi 4.700 pekerja; sedangkan pemogokan yang lain terjadi
dalam masa giling (dar1 bulan Me1 sampai1 Oktober) dengan pemogokan
terdin atas 20.716 orang. Pemogokan yang terjadi di luar musim giling
biasanya terpaksa dilakukan sebagai reaksi tindakan pengusaha yang
dianggap tidak adil dan sewenang-wenang. Dar1 jumlah 4.700 pemogok
sebagian besar terdiri dari tukang vang berperan penting dalam memnjalankan
proses produksi di pabrik gula. Pemogokan dalam musim giling biasanya
dilakukan atas inisiatif buruh karena motif-motif ekonomis. Gerakan telah
dipersiapkan sehingga meskipun pemogok vang terdiri atas buruh tetap
hanya mencapai 1.997 orang, tetapi mereka mampu memimpin sejumlah
besar buruh musiman (7.584 orang) dan buruh tidak tetap sekitar pabrik
(11.135 orang).

Tahun 1920, Para pekerja anggota Personeel Fabrik Bond (PFB) mogok
kerja, menuntut majikan supaya mau mengakui keberadaan Serikat Pekerja
rcka.

Tahun 1921 harga gula, komoditas andalan Belanda di tanah jajahannya
jatuh di pasaran dunma. Pemodal Belanda yang mengalami kerugian cukup
besar terpaksa harus menekan ongkos produksi secara besar-besaran, di
antaranva adalah dengan memangkas upah buruh. Buruknya kondisi kerja
waktu itu memicu pergolakan aksi buruh. Pemerintah mengaktifkan kantor
Pengawasan Perburuhan yang berada di bawah Departemen Kehakiman. Ia
punya bagian yang secara terpusat mengawasi pergerakan serikat buruh dan
mengamati kebutuhan dikeluarkannya peraturan hukum baru menyangkut
perburuhan.

Tahun 1922 para pekerja pelabuhan Surabaya melancarkan aksi mogok
kerja, menuntut perbaikan nasib. PPKB dan Revolutionaire lakcentrale
berhasil membangun alians1 yang bernama PI'H (Persatuan l'akbond
Hindia).
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Tahun 1923 Pegawai Kereta Api mogok kerja. Tuntutan mereka kala itu
kurang berhasil. Pemerintah kolonial melarang adanya aksi mogok kerja,
vang dilakukan kaum pekerja dan segera dikeluarkan undang-undang
tentang larangan mogok kerja (artikel 161 bis Buku Hukum Pidana) tanggal
10 Mei 1923 Serikat Pekerja Kereta Api dan Trem-lereniging van Spoor
en Trem Personeel (I'STP) menjadi anggota Gabungan Serikat Pekerja
International, yaitu /nternational Federation of Trade Union ﬁT U) yang
bermarkas besar di Moskow Rusia. Revolutionaire 1 akcentrale membangun
hubungan dengan Profintern (Red International Labour Union) dan menjadi
anggotanya.

Tahun 1924 pada bulan Jumi Serikat Pekerja Indonesia bersama-sama
Serikat Pekerja Filipina, India, Jepang, dan Tiongkok diundang untuk
menghadiri Konferensi Serikat Pekerja Angkutan Laut di Kanton.
Dengan demikian, keberadaan dan kehidupan Serikat Pekerja di samping
lebih erat menjalin hubungan kerja sama dengan Serikat-Serikat Pekerja
Internasional, juga lebih memperkuat posisi.

Tahun 1926 PVH (Persatuan Takbond Hindia) berakhir akibat dari
kegagalan aksi politik PKI yang disusul penangkapan besar-besaran
terhadap aktivis RV.

Tahun 1930 Serikat Kaum Buruh Indonesia (SKBI) dibubarkan oleh
pemeritah kolomal, dicurigar turut aktif dalam kegiatan perjuangan
kebangsaan.

Tahun 1932 lahir dua organisasi Serikat Pekerja, vaitu Persatuan Takbonden
Pegawai Negeri (PI’PN) dan Persatuan Serikat Pekerja Indonesia (PSPI),
vang didirikan oleh dr. Soetomo.

Tahun 1937 Direktur Internasional Labour Organization (ILO), Harold
B. Butle berkunjung ke Indonesia pada bulan Oktober untuk memperoleh
informasi tentang perkembangan kehidupan perburuhan di Indonesia yang
akan dijadikan bahan laporan dalam Konferensi ILO.

Tahun 1938 lahir gerakan politik yang bekerja sama dengan gerakan
serikat pekerja untuk bersama-sama melindungi dan membebaskan hak-
hak dan kepentingan pekerja, memberantas pengangguran, mengantisipasi
tantangan mdustrialisasi yang menggusur lapangan usaha kerajinan rakyat.
Tahun 1940 Pemerintah kolonial mengeluarkan Ordonansi Regeling
Arberdsverhouding (ORA), suatu peraturan yang mengatur tentang
jaminan dan perlindungan kaum pekerja di perusahaan-perusahaan swasta
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(partikelir).

Tahun 1945 Pada 15 September lahir sebuah organisasi massa buruh yang
bernama BBI (Barisan Buruh Indonesia). BBI mengutamakan barisan
buruh untuk memudahkan mobilisasi oleh serikat sekerja dan Partai Buruh.
Dalam kongresnya pada bulan September 1945 yvang dihadiri oleh kaum
buruh dan tani, tercetuslah Partai Buruh Indonesia. BBI juga sepakat
untuk menuntaskan revolusi nasional. Untuk mempertahankan tanah air
dari serangan musuh, BBI membentuk Laskar Buruh bersenjata di pabrik-
pabrik. Untuk kaum perempuan dibentuk Barisan Buruh Wanita (BBW).
Tahun 1946 BBI dilebur menjadi GASBI (Gabungan Serikat Buruh
Indonesia). Serikat buruh yang tidak sepakat dengan struktur GASBI keluar
dan membentuk GASBV (Gabungan Senikat Buruh Vertikal). Tetap1 pada
bulan November, tahun yang sama, atas usaha Alimin dan Harjono, GASBI
dan GASBYV berhasil dilebur menjadi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh
Seluruh Indonesia).

Tahun 1948 SOBSI sempat mengalami perpecahan akibat perbedaan
sikap dalam menanggapi perjanjian Renville, tetapi tidak lama kemudian
SOBSI berhasil kembali mengkonsolidasikan pecahan-pecahannya. Bahkan
dalam pernyataan politiknya tahun 1948, SOBSI kemudian menegaskan
menolak perjanjian Renville. SOBSI kemudian menyatakan keluar dari
HISSBI (Himpunan Serikat-Serikat Buruh Indonesia) karena perbedaan
is politik.

Tahun 1957 Soekarno mengeluarkan dua konsepsi mengenai kabinet karya
dan dewan nasional. Kabinet karya 11 adalah kabinet eksekutif yang
menampung orang-orang di parlemen dan partar politik. Buruh sebagai
golongan fungsional mendapatkan tempat di Dewan Perancang Nasional.
Anggota Dewan 1 77 orang dan dari 77 itu ada lima wakil angkatan
buruh/pegawai, yaitu dari SOBSI, SOBRI, RKS dan dua orang dari KBKI.
Sementara di Dewan Pertimbangan Agung, duduk dua orang wakil dari
buruh, yaitu dari SOBSI dan KBKI.

Tahun 1973 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) didirikan sebagai
satu-satunya serikat buruh vang diaku pemerintah.

Tahun 1990 Pada bulan November serikat buruh independen pertama
dibentuk dengan nama Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan (SBM-SK) di
bawah kepemimpinan HJIC. Princen. Karena adanya konflik internal dan
tekanan pemerintah, serikat in1 berhent: beraktivitas.
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Tahun 1992 Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) didirikan pada 25
April oleh sekelompok aktivis prodemokrasi yang mengadakan & ldquo:
pertemuan buruh nasional & rdquo; di Cipayung, Jawa Barat. Hadir sekitar
100 buruh dari 18 provinsi. SBSI mendapat dukungan dari Abdurrahman
Wahid (NU), Sabam Sirait (PDI), dan Asmara Nababan. Mochtar Pakpahan,
seorang /awyer buruh dari Medan menjadi Sekjen SBSI.

Tahun 1993 pada 14 Juni, 7 buruh pabrik udang, PT Tambaksari Jalmorejo
di Medan di-PHK karena menjadi anggota SBSI. Kongres SBSI vang
sedianya diselenggarakan pada 29 Juli tidak mendapat 1zin pemerintah.
Tahun 1994 Konfederasi Serikat Pekerja Bebas Internasional mengajukan
pengaduan resmi terhadap Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional,
[LO. Mereka menuduh pemerintah menolak hak pekerja untuk membentuk
serikat pekerja atas pilihan mereka sendiri, mengganggu organisasi pekerja
independen, dan melakukan tindakan yvang bertentangan dengan standar
[L.O mengenai kebebasan berserikat dan hak untuk tawar-menawar kolektif.
Serikat buruh independen ketiga. Pusat Perjuangan Buruh Indonesia
(PPBI), lahir pada bulan Oktober. Permohonan Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (SBSI) untuk didaftar sebagai serikat pekerja kembali ditolak
pada bulan November. Departemen Tenaga Kerja juga menghalangi niat
SBSI untuk mendaftar pada Departemen Dalam Negeri sebagai organisasi
sosial di bawah Undang-Undang. Keormasan. Pemerintah menganggap
SBSI tidak sah.

Tahun 1995 Struktur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dengan 13
federasi serikat pekerja sektoralnya berubah dan kesatuan (sentralisasi)
menjadi federasi (desentralisasi) dengan nama Federasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSPSI). Ke-13 sektor industrinya didaftar sebagai
serikat pekerja nasional yang terpisah; SPSI merupakan satu-satunya
federasi serikat pekerja vang diakui oleh Departemen Tenaga Kerja.
Menteri Tenaga Kerja menyatakan bahwa serikat pekerja yang dibentuk
harus berafiliasi dengan SPSI, dan bahwa pemerintah tidak akan mengakui
setiap serikat pekerja di luar federasi.

Tahun 1996 PPBI membantu mengorganisasi demo buruh pada bulan Juli
di Surabaya. Dengan partisipasi sekitar 15.000 buruh dan 10 pabrik, demo
ini barangkali merupakan demonstrasi terbesar di masa Orde Baru.
Tahun 1998 Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) diakui oleh
pemerintah. Ketuanya, Mochtar Pakpahan, dibebaskan pada bulan Mei
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setelah beberapa tahun mendekam di penjara.

— Tahun 2000 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh disahkan di Jakarta pada 4 Agustus oleh Presiden
Abdurrahman Wahid.

—  Tahun 2003 Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) vang merupakan
gabungan dari 12 organisasi serikat pekerja melaksanakan kongres
pendirian pada bulan Januar: di Jakarta.

—  Tahun 2004 Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang bertujuan untuk
memperjuangkan aspirasi Buruh Migran Indonesia di tingkat nasional
maupun Internasional dideklarasikan di Semarang pada tanggal 10 Juli.
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumatera Utara
mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kongres World Federation of
Clerical Workers (WFCW) pada 1-4 November. WFCW beranggotakan 70
negara Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, merupakan federasi dari World
Confederation of Labour (WCL), organisasi buruh dunia yang terkuat.
(DY, RF, SN)."

Keberadaan Serikat Pekerja/Buruh pada masa Orde Baru belum memenuhi
prinsip dasar serikat buruh. Prinsip dasar serikat buruh ada tiga, yaitu kesatuan,
mandir1, dan demokratis.

“"Prinsip kesatuan, yaitu adanya solidaritas di kalangan buruh bahwa
mereka merupakan satu bagian tak terpisahkan dalam organisasi. Prinsip
kemandirian maksudnya organisasit buruh harus bebas dar1 dominasi
kekuatan dari luar buruh, baik itu pemerintah, majikan, partai politik,
organisasi agama atau tokoh-tokoh individual. Prinsip demokratis, artinya
mendapat dukungan dan partisipasi penuh para anggotanya.

Tiga prinsip dasar Serikat Pekerja/Buruh itu belum dapat dilaksanakan
dengan penuh pada masa Orde Baru karena serikat buruh yang diakui saat itu
hanya ada satu, yaitu serikat buruh seluruh Indonesia (SPSI).

Upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kebebasan berserikat dan
berkumpul bagi buruh selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang No. 21

14 Sentanoe Kertonegoro, Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartid) dan
Pemerintal (Tripartid), 1999, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, hlm. 2.
15 Ihid
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Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. Hak berserikat dan berkumpul
mendapat perhatian yang besar dar1 pemerintah. Terdapat norma perlindungan
hak berserikmang dituangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000.
Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 disebutkan
bahwa:

Siapa pun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh

untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak

menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau

menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Buruh

denggpy cara:

a. melakukan pemutusan hubungan kerja. memberhentikan sementara,

menurunkan jabatan, atau melakukan mutast;

b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;

¢. melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun;

d.  melakukan kampanye anti pembentukan Seﬁt Pekerja/Buruh.

Selanjutnya ketentuan itu dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 29 Undang-
Undang No. 21 Tahun 2000, yaitu
1. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan/atau
anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat
pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah
pihak dan/atau vang diatur dalam perjanjian kerja bersama.
2. Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama
dalam ayat (1) harus diatur mengenai:
a. jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;
b. tata cara pemberian kesempatan;
¢. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan vang tidak mendapat
upah.

B. PENGERTIAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN SERIKAT
PEKERJA/BURUH

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun
2000, Serikat Pekerja/Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan
untuk pekerja/buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, vang
bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna
memperjuang-kan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja
dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
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Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 membagi Serikat Pekerja/Buruh itu
menjadi Serikat Pekerja/Buruh di perusahaan dan Serikat Pekerja/Buruh di luar
perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 21
Tahun 2000, Serikat Pekerja/Buruh di perusahaan adalah Serikat Pekerja/Buruh
vang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa
perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 21
Tahun 2000, Serikat Pekerja/Buruh di luar perusahaan adalah Serikat Pekerja/
Buruh yang didirikan oleh pekerja/buruh vang bekerja di luar perusahaan.

Selanjutnya Serikat Pekerja/Buruh 1tu dapat membentuk Federasi Serikat
Pekerja/Buruh maupun Konferensi serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan
ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, Federasi
Serikat Pekerja/Buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh. Adapun
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000,
Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh adalah gabungan federasi Serikat Pekerja/
Buruh.

Antara Serikat Pekerja/Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Buruh maupun
konfederas1 Serikat Pekerja/Buruh dimungkinkan terjadi perselisihan,
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000,

“Perselisthan antar-Serikat Pekerja/Buruh, federasi dan konferensi Serikat

Pekerja/Buruh adalah perselisihan antara Serikat Pekerja/Buruh, federas:

dan konfederasi Serikat Pekerja/Buruh. Serikat Pekerja/Buruh federasi dan

konfederasi Serikat Pekerja/Buruh lain, karena tidak adanya persesuaian
paham mengenai keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban
keserikat pekerja.”

Pekerja yang ada di suatu perusahaan dapat bergabung untuk membentuk
Serikat Pekerja/Buruh (SP/B). Antara Serikat Pekerja/Buruh vang ada di
beberapa perusahaan dapat bergabung untuk membentuk federasi Serikat
Pekerja/Buruh (IFSP/B). Beberapa federasi Serikat Pekerja/Buruh selanjutnya
dapat bergabung untuk membentuk koni‘ederasieerikat Pekerja/Buruh.
Gambaran hubungan antara Serikat Pekerja/Buruh, Federasi Serikat Pekerja/
Buruh maupun konfederasi Serikat Pekerja/Buruh dapat digambarkan sebagai
berikut.

C. FUNGSI SERIKAT PEKERJA/BURUH BESERTA HAK DAN
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Serikat Pekerja/Buruh

Gambar 5.1 Keanggotaan serikat pekerja/buruh

KEWAJIBANNYA

Fungsi Serikat Pekerja/Buruh selalu dikaitkan dengan keadaan hubungan
industrial. Hubungan industrial diartikan sebagai suatu sistem hubungan yang
terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa vang

meliputi pengusaha, pekerja, dan pemerintah.' Pengertian itu memuat semua

aspek hubungan kerja yang terdin atas:

1.
2.
3.

para pelaku: pekerja, pengusaha, pemerintah;

kerja sama: manajemen-karyawan;.

perundingan bersama: perjanjian kerja, kesepakatan kerja bersama,
peraturan perusahaan;

kesejahteraan: upah, jaminan sosial, pensiun, keselamatan dan kesehatan
kerja, koperasi, pelatihan kerja;

perselisihan industrial: arbitrase, mediasi, mogok kerja, penutupan
perusahaan, pemutusan hubungan kerja."

Hubungan mdustrial di Indonesia dikenal dengan nama hubungan imdustrial

Pancasila, vaitu suatu hubungan industrial yang mendasarkan pada nilai-nilai

kelima sila dar1 Pancasila. Sejak masa reformasi 1stilah 1tu tampaknya kurang

16

17
18
19
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Philip Babeoks, A Merriam Webster s Third New International Dictionary of the English Language un
a Bridged, 1993, Merriam Webster inc, publishers, Springfield, Massa Chusetts, U.8.A., him. 921,
Departemen P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 245,

HP. Rajagukguk, loc. eif.. hlm. 9.

Sentanoe Kertonegoro, 1999, Hubungan Indusivial, Hubungan aniara Pengusakia dan Pelerja (Bipariid)
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dipakai di masyarakat, mengingat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P4) yang menjadi salah satu pilar dari HIP telah dicabut. Dengan
dicabutnya salah satu pilar HIP, maka HIP kemudian disebut sebagai hubungan
industrial saja tanpa disertai Pancasila.

Fungsi Serikat Pekerja/Buruh dituangkan dalam Undang-Undang No. 21
Tahun 2000. Fungsi berasal dari kata finction, artinva something that performs
a function: or operation." Fungsi dapat pula diartikan jabatan (pekerjaan) yang
dilakukan: jika ketua tidak ada maka wakil ketua melakukan fungsi ketua; fungsi
adalah kegunaan suatu hm:»erfungsi artinya berkedudukan, bertugas sebagar;
menjalankan tugasnya.'” Fungsi Serikat Pekerja/Buruh dengan demikian dapat
diartikan sebagai jabatan, kegunaan, kedudukan dan Serikat Pekenja/Buruh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000:

(1) Serikat Pekerja/Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Buruh
bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan,
serta meningkatkan kesejahteraan yvang layak bagi pekerja/buruh dan
keluar-ganya.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Serkat
Pekerja/Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Buruh mempunyai
fungsi:

a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan
penyelesaian perselisihan industrial,

b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang
ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya,

c. sebagal sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis,
dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

d. sebagal sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan
kepentingan anggotanya;,

e. sebagal perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan
pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku;

f.  sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan

dan Pemerintah (Tripartid), YTKI, Jakarta, hlm. 106,
20 Sentanoe Kertonegoro, Kebebasan Berserikat (Freedom of Association), 1999, YTKI, Jakarta, hlm. 48.
21 Sentanoe Kertonegoro, ap. cif.. hlm. 157.
22 Nasib Buruh di Zaman Reformasi, http://www.elsam orad/txt/asasi 2000 07/01 html

Bab 5 Serikat Pekerja 89




saham di perusahaan.

Subjek hukum dalam hubungan industrial pada dasarnya yang terpenting
adalah buruh dan majikan. Di samping itu, mengingat hubungan industrial
itu terjadi di dalam masyarakat maka subjek hukum hubungan industrial
mendapat perluasan meliputi juga masyarakat dan pemerintah. Serikat Pekerja/
Buruh adalah wakil buruh dalam perusahaan. Sebagai wakil buruh vang sah,
1a mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum dalam hubungan industrial
yvang mandirt. Pemerintah mempunyai andil pula sebagai subjek hukum
dalam hubungan industrial dalam arti perwujudannya dalam tiga fungsi pokok
pemerintah, yaitu mengatur, membina, dan mengawasi. Masyarakat menjadi
subjek hukum hubungan industrial karena bagaimanapun juga hubungan
industrial 1tu akan berdampak bagi masyarakat sekitar lokasi hubungan
industrial berlangsung atau masyarakat dalam arti skala nasional. Dampak
itu dapat positif atau negatif. Berdampak positif apabila hubungan industrial
itu berjalan dengan baik dan tercapai tujuannya. Sebaliknya akan berdampak
negatif apabila hubungan industrial itu gagal mencapai tujuannya.

Tujuan dar1 hubungan industrial pada dasarnya terkait dengan subjek hukum
dalam hubungan industnal, vaitu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan,
dan stabilitas nasional yang mantap. Meningkatkan produktivitas adalah
tujuan utama dari majikan dalam mendirikan suatu usaha. Produktivitas yang
meningkatkan akan menghasilkan keuntungan. Adanya keuntungan dari
hasil proses produksi diharapkan dapat dikembalikan kepada buruh guna
meningkatkan kesejahte-raannya. Peningkatan kesejahteraan merupakan tujuan
utama semua buruh guna pemenuhan kebutuhan hidupnya. Apabila terjadi
peningkatan kesejahteraan, secara otomatis penghasilan buruh pun mengalami
peningkatan, sehingga akan tercipta ketenangan bekerja. Suasana yang
tenang dalam proses produksi karena telah terjadi peningkatan produktivitas
dan peningkatan kesejahteraan akan berdampak positif bagi masyarakat
sekitarnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Adanya ketenangan usaha
memperkecil terjadinya perselisthan perburuhan. Di sisi lain, akan menimbulkan
stabilitas nasional yang baik, yang selalu diharapkan oleh pemerintah bagi
suksesnya pembangunan ekonomi.

Kenyataan yang ada dalam proses berlangsungnya suatu hubungan
industrial tidak seperti yang diharapkan. Majikan sering menempatkan buruh
pada posisi vang rendah, sebagai faktor ekstern vang kurang diperhatikan. Untuk
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itulah diperlukan adanya suatu wadah bagi buruh sebagai upaya mensejajarkan
posisi buruh dan majikan dalam proses hubungan industrial dalam suatu Serikat
Pekerja/Buruh.

Dalam praktik, masih adanya keengganan menerima keberadaan Serikat
Pekerja/Buruh di lingkungan perusahaan sebagai mitra sejajar dan masih
banyaknva pengusaha yang berpendirian: “Sava yang berkuasa di rumah
saya’ (herrim haus) seperti sikap raja-raja perusahaan baja pada awal lahirnya
perjanjian perburuhan (KKB) di Jerman walaupun didesak dengan ketentuan-
ketentuan vang dwldl sanksi pidana.'®

Keberadaan Serikat Pekerja/Buruh dengan adanya Undang-Undang No.
21 Tahun 2000 ternyata masih banyak menimbulkan masalah. Di masa Orde
Baru masalah yang timbul pada Serikat Pekerja/Buruh pada umumnya pada
ketidakmandirian Serikat Pekerja/Buruh. Serikat buruh pada masa itu hanya
ada satu, yaitu SPSI, yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai corong atau
boneka majikan. Seringkali SPSI tidak menyuarakan aspirasi atau kehendak
buruh dan ironisnya hanya menyuarakan aspirasi majikan. Pengurus SPSI
kebanyakan telah ditentukan oleh majikan, yakni orang-orang yang dekat
dengan mereka (mereka yang pro-majikan). Pemilihan pengurus SPSI seringkali
direkayasa untuk menempatkan orang-orang yang lebih berpihak kepada
majikan.

Keberadaan Serikat Pekerja/Buruh setelah masa reformasi dengan
telah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 ternvata juga masih
menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan bukan terletak pada wadah
tunggal serikat buruh/pekerja dalam SPSI, tetapi pada kemajemukan Serikat
Pekerja/Buruh yang telah ada. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 membuka
peluang untuk didirikannya Serikat Pekerja/Buruh lebih dari satu dalam satu
perusahaan. Adanya Serikat Pekerja/Buruh yang lebih dari satu dalam satu
perusahaan merupakan perwujudan dari sikap demokratis buruh. Sayangnya
pada umumnya buruh masih belum mempunyai kematangan demokrasi.
Demokrasi sering disalahartikan dengan pemogokan, penganiayaan, dan
pengrusakan. Adanya ketentuan bahwa Serikat Pekerja/Buruh dapat menerima
dana dar1 luar negeri ternyata disalahgunakan oleh orang-orang tertentu
untuk mengambil keuntungan sepihak. Dengan dalih upaya memperjuangkan

23 HP Rajagugguk, op. cit., hlm. 13.
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kesejahteraan buruh, buruh dihasut untuk melakukan pemogokan. Selama
berjalannya masa pemogokan ternyata situasi itu diabadikan oleh orang tertentu
vang menjadi pengurus Serikat Pekerja/Buruh untuk mencari dana dari luar
negerl. Hal ini sangat disayangkan karena tindakan 1tu dapat dikatakan telah
menjual negara untuk kepentingan pribadi.

Banyaknya Serikat Pekerja/Buruh dalam satu perusahaan juga menimbulkan
masalah dalam rangka pembuatan perjanjian kerja bersama karena belum ada
peraturan pelaksanaannya. Hal im1 memicu serikat buruh yang mempunyai
anggota minoritas untuk menghasut atau bahkan mengancam buruh vang bukan
anggotanya untuk melakukan tindakan-tindakan vang dapat mengarah pada
perselisthan perburuhan. Hal im1 memerlukan suatu interpretasi bagi upaya
kekosongan hukum sebelum adanya peraturan pelaksanaan dari Undang-
Undang No. 21 Tahun 2000.

Belum adanya ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 21 Tahun
2000 tentang Fungsi Serikat Pekerja/Buruh mengakibatkan diperlukan adanya
interpretasi dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000.

1. Sebagai Pihak dalam Pembuatan PKB dan Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan

Fungsi pertama dari Serikat Pekerja/Buruh sebagai pihak dalam pembuatan
perjanjian kerja bersama atau PKB. Istilah perjanjian kerja bersama (PKB) ada
setelah diundangkannyva Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, dimaksudkan
untuk menggantikan kedudukan kesepakatan kerja bersama (KKB). Pembuat
undang-undang menganggap pengertian dart PKB sama dengan KKB. PKB
merupakan terjemahan dar1 Collective Labour Agreement (CLA). Sentanoe

Kertonegoro, menganggap KKB tidak sama dengan PKB, vaitu
Perjanjan Kerja Bersama adalah:

1. Dasar dari individualisme dan liberalisme (free fight liberalisme) berpan-
dangan bahwa antara pekerja dan pengusaha adalah dua pihak yang
mempunyai kepentingan yang berbeda dalam perusahaan.

2. Mereka bebas melakukan perundingan dan membuat perjanjian tanpa
campur tangan pihak lain.

3. Dibuat melalu perundingan yvang bersifat tawar-menawar (bargaining)
masing-masing pthak akan berusaha memperkuat kekuatan tawar-menawar,
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bahkan dengan menggunakan senjata mogok dan penutupan perusahaan.
4. Hasilnya adalah perjanjian yang merupakan keseimbangan dari kekuatan

tawar-menawar.

Adapun Kesepakatan Kerja Bersama, yakni
1. Dasar adalah hubungan industrial Pancasila berpandangan bahwa antara

pekerja dan pengusaha terdapat hubungan vang bersifat kekeluargaan dan

gotong-rovong.

2. Mereka bebas melakukan perundingan dan memuat perjanjian asal saja,
tetapt memperhatikan kepentingan vang lebih luas, yaitu masyarakat,
bangsa, dan negara.

3. Dibuat melalui musyawarah untuk mufakat, tidak melalu kekuatan tawar-
menawar, tetapi yang diperlukan sifat yang keterbukaan, kejujuran, dan
pemahaman terhadap kepentingan semua pihak. Kehadiran serikat pekerja
dalam rangka meningkatkan kerja sama dan tanggung jawab bersama.

4. Hasilnya adalah suatu kesepakatan vang merupakan titik optimal yang bisa
dicapar menurut kondisi yang ada, dengan memperhatikan kepentingan
semua pihak."

Apabila dicermati pendapat Sentanoe mengenai perbedaan antara PKB
dengan KKB, tampak ada peluang yang dapat dipergunakan oleh majikan dalam
memanfaatkan suatu keadaan dar1 pengertian KKB untuk menekan buruh dalam
memperjuangkan haknya. Pada pengertian KKB, lebih ditekankan semua pihak
tidak hanya mengutamakan kepentingannya, tetap: harus memperhatikan juga
kepentingan bangsa dan negara. Sebagai contoh pemerintah telah menetapkan
upah minimum provinsi/kota.

Ketentuan UMP itu seolah-olah dijadikan dasar bagi majikan untuk
memberikan upah kepada buruhnya selama-lamanya tanpa melihat lama
kerja buruh, prestasi. atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Memang
ada peningkatan upah berdasarkan lamanya masa kerja atau prestasi, tetapi
apabila dibandingkan dengan perolehan keuntungan majikan sangat jauh. Ada
dalih dari majikan untuk tidak memberikan kenaikan upah bagi buruhnya di
atas ketentuan UMP, vaitu perusahaan bisa saja memberikan kenaikan upah
berdasarkan presentasi keuntungan yang diperoleh perusahaan, tetapr hal

24 “Mendefinisikan kembali senikat pekerja™, Project Newsletter No. 2/Februan/2006.
25 Baharudin Lopa, A Onr 'an dan Hak Asasi Manusia, 1996, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, hlm.
81.
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i1 tidak dilakukan karena nanti akan diprotes oleh perusahaan yang sejenis
yang dapat mengakibat-kan mogok kerja pada perusahaan lainnya, sehingga
mengganggu stabilitas nasional. [ronis memang antara besarnya upah buruh
pabrik rokok dengan kekayaan yang dimiliki oleh majikan pemilik pabrik rokok
itu. Pemilik dapat keliling dunia, memiliki koleksi mobil mewah sementara
buruh pabrik rokok hanya dapat bersyukur apabila dapat mengangsur rumah
sangat sederhana melalu1 KPR-BTN.

Dari uraian 1tu, sepatutnyalah kita beralih paradigma dari KKB ke PKB
vang lebth memberikan posisi madiri bagi serikat buruh untuk berperan aktif
dalam pembuatan PKB.

Sebagai pihak yang terlibat dalam pembuatan PKB saat ini ternyata
menimbulkan problema. Setelah adanva Undang-Undang No. 21 Tahun
2000, dimungkinkan terbentuk lebih dari satu Serikat Pekerja/Buruh di satu
perusahaan. Hal im1 belum pernah terjadi sebelumnya. Pada masa itu karena
serikat pekerja/buruh hanya diakui satu di seluruh Indonesia, yaitu serikat
pekerja seluruh Indonesia (SPSI) maka hanya SPSI unit kerja PT X saja yang
berhak sebagar pithak dalam pembuatan KKB apabila memenuhi ketentuan
jumlah anggotanya adalah minimal 50% dan jumlah pekerja vang ada di
perusahaan 1tu. Hal 11 diatur dalam Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang No.
13 Tahun 2003.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Konvensi [LLO No. 87 tentang Kebebasan
Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, yaitu pengusaha dan pekerja
mempunyai hak untuk membentuk dan tunduk hanya pada peraturan organisasi
vang bersangkutan, serta bergabung dengan organisasi pilihannya sendiri.
Adanya monopoli serikat pekerja pada saat itu dalam wadah SPSI menurut
Sentanoe.

"Hanya dapat dibuat dalam hubungannya dengan perwakilan (repre-

sentative) untuk maksud perundingan kolektif, konsultasi oleh pemerintah,

atau penunjukan wakil-wakil pada organisasi internasional. Tetap: tidak
boleh digunakan untuk mencegah berfungsinya organisasi minoritas.

Organisasi-organisasi minoritas setidak-tidaknya harus memiliki hak untuk

melakukan perwakilan atas nama para anggotanya dan mewakili anggota

dalam hal keluhan-keluhan individual . %
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Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 maka
ketentuan yang menyatakan bahwa hanya serikat pekerja yang didukung oleh
50% dari jumlah pekerja vang ada memerlukan penafsiran hukum karena
apabila ketentuan itu dipaksakan maka serikat pekerja vang tidak didukung
oleh 50% jumlah buruh yang ada tidak akan dapat berkedudukan sebagai pihak
dalam pembuatan PKB. Serikat Buruh tersebut harus berupaya untuk mencari
dukungan untuk memperbanyak jumlah anggota, supaya dapat mencapai angka
50%. Kesulitan lain akan timbul apabila ternyata di suatu perusahaan terdapat
lebih dar1 satu serikat buruh sementara dan serikat buruh yang telah ada itu
belum mencapar dukungan oleh 50% jumlah buruh yang ada.

Penafsiran hukum itu di antaranya adalah meniadakan ketentuan banyaknya
presentasi dukungan terhadap serikat buruh 1tu dar jumlah buruh vang ada.
Semua serikat pekerja/buruh yang telah ada di perusahaan itu mempunyai
kedudukan yang sama dan berhak sebagai pihak dalam pembuatan PKB tanpa
memperhatikan presentasi dukungan dari jumlah buruh vang ada. Adapun
jumlah anggota dari satu serikat buruh yang akan ikut berunding dalam
pembentukan PKB ditentukan berdasarkan presentasi. Misalnya, di suatu
perusahaan terdapat lima serikat buruh, yaitu
1. Sernkat Buruh A didukung oleh 30% dar1 jumlah buruh yang ada,

2. Serikat Buruh B didukung oleh 20% dari jumlah buruh yvang ada,
3. Serikat Buruh C didukung oleh 10% dari jumlah buruh yang ada,
4. Serikat Buruh D didukung oleh 30% dari jumlah buruh yang ada, dan
5. Serikat Buruh E didukung oleh 10% dari jumlah buruh vang ada.

Semua serikat buruh yaitu ABCD dan E mempunyai kedudukan yang sama
sebagai pihak dalam pembuatan PKB. Hanya saja wakil serikat buruh yang
telah ada itu untuk dapat menjadi pihak yang akan melakukan perundingan
ditentukan berdasarkan presentasi perolehan dukungan. Hal ini disebut dalam
Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan menugaskan
seluruh serikat pekerja/buruh yang ada di perusahaan itu untuk membentuk tim
perunding secara proporsional.

Misalnya untuk 5% dukungan dar1 buruh vang ada maka dapat diwakil
oleh satu orang. Maka serikat Buruh A berhak menempatkan 4 orang wakilnya,
Serikat Buruh B berhak menempatkan 4 orang wakilnya, Serikat Buruh C berhak
menempatkan 2 orang wakilnya, Serikat buruh D berhak menempatkan 6 orang
wakilnya, dan Serikat Buruh E berhak menempatkan 2 orang wakilnya. Dengan
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demikian, Serikat Pekerja/Buruh yang mayoritas maupun yang minoritas sama-
sama dapat menyalurkan aspirasinya dan dapat turut berperan aktif dalam
pembuatan PKB.

Selanjutnya fungsi Serikat Pekerja/Buruh yang lainnya adalah sebagai pihak
dalam penyelesaian perselisthan industrial. Perselisihan hubungan industrial
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003,
vaitu perbedaan pendapat vang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha
atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh
karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisithan kepentingan, dan
perselisthan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antarserikat pekerja/
buruh hanya dalam satu perusahaan.

Dari ketentuan itu dapat diketahui bahwa perselisihan industrial dapat
terjadi antara pengusaha dan pekerja; pengusaha atau gabungan pengusaha dan
serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja.

Selain 1tu, perselisihan perburuhan itu objeknya dapat meliputi:
pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan;

pelaksanaan norma kerja di perusahaan;

hubungan Kerja antara pengusaha dan pekernja:

pe gw

kondisi kerja di perusahaan.”'

2. Sebagai Walkil dalam Lembaga Kerja Sama

Fungsi Serikat Pekerja/Buruh yang kedua sebagai wakil dalam lcmb;w\'crja
sama. Hal mi diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b,
vang dimaksud dengan lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan, misalnya
lembaga kerja sama bipartid, lembaga kerja sama tripartid dan lembaga-lembaga
lain yang bersifat tripartid seperti Dewan Pelatihan Kerja Nasional, Dewan
Keselamatan Kerja, atau Dewan Penelitian pengupahan.

Keberadaan lembaga kerja sama ini masih dianggap sebelah mata oleh
Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada umumnya. Hanya SPSI yang masih eksis
di lembaga kerja sama itu. Serikat Pekerja/Buruh selain SPSI mempunyai
anggapan yang negatif tentang lembaga kerja sama in1. Mereka lebih senang
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memilih jalan demo atau mogok. Hal im1 menunjukkan kurang siapnya
masyarakat Indonesia dalam menjalankan hak berserikat dan mengeluarkan
pendapat.

3. Sebagai Sarana Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis,
Dinamis, dan Berkeadilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ bahwa serikat pekerja/serikat

buruh merupakan sarana dalam menciptakan hubungan industrial yang

harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan vang berlaku.

Pada fungsi vang kedua ini, Serikat Pekerja/Buruh diharapkan dapat
menempatkan dir1 sebagai mitra usaha yang baik yang memperhatikan dua
kepentingan yang berbeda untuk disatukan. Tetap memperjuangkan aspirasi
pekerja dengan tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha. Serikat Pekerja/
Buruh harus bijaksana dan adil dalam melakukan pilihan kepentingan pekerja
vang akan diperjuangkan dengan memperhatikan kondisi pengusaha.

4. Sebagai Sarana Penyalur Aspirasi

Fungsi keempat sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan
hak dan kepentingan anggotanya. Fungsi i1 di dalam penjelasan pasal demu
pasalnya dikatakan cukup jelas. Padahal ketentuan in1 masth membutuhkan
penafsiran. Perlu adanya batasan mengenail hak dan kepentingan yang
bagaimana yang perlu diperjuangkan, jangan sampai hak pekerja yang kurang
penting sangat diperjuangkan dengan mengabaikan kepentingan bersama vang
jauh lebih besar. Kenyataan yang ada banyaknya Serikat Pekerja/Buruh yang
ada di perusahaan memicu terjadinya pertentangan antar-Serikat Pekerja/
Buruh dengan dalih memperjuangkan hak anggota yang kurang prinsip untuk
menarik simpati pekerja menjadi anggotanya. Misal di perusahaan X di wilayah
Sidoarjo yang memiliki empat Serikat Pekerja/Buruh, satu mayoritas tiga
lainnya adalah tidak lebih dari 20% jumlah pekerja yang ada, saling berlomba
memperjuangkan kenaikan tunjangan transpor dengan selisth hanya ratusan
rupiah. SP-A memperjuangkan kenaikan transpor Rp50: SP-B memperjuangkan
kenaikan Rp75 dan SP-C memperjuangkan kenaikan transpor Rp100. Mereka
bertiga mampu mengancam anggota dar1 SP-D yang mayoritas untuk wajib
berpartisipasi negatif dalam turut mogok kerja.
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5. Sebagai Perencana, Pelaksana, dan Penanggung Jawab Pemogokan
Buruh

FFungsi kelima sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan
pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
Fungsi i1 saling berkaitan satu sama lain. Pemogokan sangat merugikan pihak-
pihak dalam hubungan industrial. Pemogokan total atau sebagian berakibat
penurunan atau bahkan penghentian produktivitas. Serikat Pekerja/Buruh yang
bijaksana akan berpikir jauh tentang rencana dilaksanakannya pemogokan.
Hasil dari pemogokan selalu dapat dihitung dengan mudah oleh pengusaha.
Misalnya dalam satu hari kerja yang terdapat 8 jam kerja akan mengalami
kerugian sebesar X rupiah. Kerugian 1tu dihitung dari perkiraan rata-rata hasil
produksi apabila dilakukan oleh sekian jumlah pekerja dalam waktu sekian jam.
Sebaiknya pengurus Serikat Pekerja/Buruh juga dibekali pengetahuan tentang
managemen produksi, supaya tidak dengan mudah mengajak serta memutuskan
“ayo kita mogok kerja™.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, negara masth membiarkan
buruh diperlakukan sewenang-wenang, bahkan ada yang diadili justru ketika
sedang memperjuangkan nasibnya.

-

: is {“c: ‘.
ADALAH BANGSA
"G MENGHiReA! BURUH

b -BUREK DAYOR A

Direpro dari: AP

Gambar 5.2 Pemogokan buruh Mayora
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Pemogokan buruh melonjak hingga bulan Oktober 2000, angka pemogokan

buruh mencapai 324 kasus. Peningkatan im menunjukkan bahwa buruh tidak
memiliki alternatif lain, baik mengenai cara memperjuangkan tuntutan maupun
pemecahan pragmatis pemenuhan kebutuhan hidup mereka.*

3

6. gehagai Wakil dalam Memperjuangkan Kepemilikan Saham

FFungsi terakhir dari Serikat Pekerja/Buruh sebagai wakil pekerja/buruh dalam
memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Fungsi im merupakan
upaya serikat pekerja dalam menyatukan dua kutub kepentingan pengusaha
dan pekerja yang berbeda. Kepentingan utama pengusaha adalah meningkatkan
produktivitas dengan menghasilkan keuntungan yang besar. Di lain pihak
kepentingan utama pekerja adalah mendapatkan penghasilan yang meningkat
dalam bentuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan.

Pekerja adalah mitra usaha pengusaha. Keduanya saling membutuhkan
tanpa salah satu pthak tidak tercipta hubungan idustrial. Tidak dapat dipungkir
dar hasil keringat pekerja banyak pengusaha mencapai sukses bahkan tidak
jarang yang berhasil memperluas usahanya. Alangkah baiknya apabila hasil
keringat pekerja mendapat perhatian vang besar dari pengusaha dengan
ditkutkannya pekerja dalam pengelolaan perusahaan.

Peran serta pekerja dalam pengelolaan perusahaan (co-determination)
adalah cara mewujudkan demokrasi di perusahaan melalui struktur perusahaan
vang bersifat monistis, yaitu di mana perencanaan dan pelaksanaan dilakukan
dalam satu organisasi atau melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terpisah
organisasinya.” Upaya ikut memiliki saham dapat dilakukan dengan co-
determination in1. Sebagai ilustrasi pekerja yang berprestasi akan memperoleh
imbalan penghargaan vang berupa bonus atau msentif. Bonus atau insentif
itu dapat dikumpulkan dengan tidak diambil oleh pekerja yang selanjutnya
digunakan untuk pembelian saham perusahaan yang dijual terbuka. Dengan
1kut memiliki saham, pekerja akan lebih merasa menjadi bagian dari usaha itu.

Tentunya akan berdampak positif bagi peningkatan kinerjanya. Selain itu
untuk upaya meningkatkan kesejahteraan dapat pula dilakukan sistem kotak
saran seperti vang dilakukan di Jepang. Setiap pekerja diberi kesempatan untuk
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mengajukan usul perbaikan sistem kerja vang bertujuan pada efisiensi dan
peningkatan produktivitas kepada tim khusus yang dibentuk pengusaha. Apabila
usul itu setelah diteliti, diuji coba ternyata terbukti menghasilkan efisiensi atau
peningkatan produktivitas maka pekerja pengusul akan memperoleh imbalan
vang relatif besar.

Dari fungsi Serikat Pekerja/Buruh di atas memunculkan pertanvaan vang
mengevaluasi dan meninjau situasi serikat pekerja Anda saat 1. Apakah
organisasi yang Anda miliki in1 benar-benar organisasi vang menyuarakan
hak pekerja, baik di tingkat kerja ataupun dalam tingkat pengambilan keputusan
secara nasional. Apakah struktur organisasit yang Anda maliki sudah demokratis
vang memiliki /eadership yang kuat dan bertanggung jawab. Apakah organisasi
Andaitu organjsaﬁ)agi pekerja atau sekadar kendaraan bagi orang-perorang.**

Kedua sistem in1 hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang menerapkan
asas keterbukaan. Rasanya untuk kondisi Indonesia masih jauh dari harapan,
meskipun Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Tidak ada salahnya
apabila kita sitir ajaran Islam tentang hak pekerja atas sebagian keuntungan
pengusaha. [slam memandang bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah hak setiap
manusia dewasa sebagai upaya menjaga derajat kemanusiaan dan memenuhi
kebutuhan hidup. Negara dan masyarakat harus menjamin hak setiap manusia
untuk bekerja dan tidak membedakan hak tersebut antara satu dengan yang

lain.?*

KESIMPULAN

Pasca reformasi i telah terjadi perubahan mendasar pengaturan Serikat
Pekerja/Buruh. Sebelumnya serikat pekerja hanya satu, yaitu SPSI, sekarang
bebas di satu perusahaan dapat membentuk Serikat Pekerja/Buruh lebih dari
satu. Sayangnya kita belum siap untuk melakukan peningkatan kualitas, hanya
mengejar kuantitas saja.

Supaya terjadi peningkatan kualitas Serikat Pekerja/Buruh pasca reformasi
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11 harus tercipta iklim demokratis yang terbuka di setiap perusahaan. Terlebih
adanya regulasi yang mendukung terealisasinya fungsi Serikat Pekerja/Buruh
dan managemen terbuka sangat dinantikan oleh pekerja.

LATIHAN
1. Jelaskan tujuan dan fungsi Serikat Pekerja/Buruh!
2.

Berkunjunglah ke salah satu pengurus Sertkat Pekerja/Buruh di perusahaan.
Diskusikan dengan teman dalam kelompok beserta pengurus Serikat

Pekerja/Buruh tentang fungsi Serikat Pekerja/Buruh. apakah sudah
dilaksanakan?
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e §as BaB6
UPAH

A. PERMASALAHAN UPAH DI INDONESIA

Manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya.
Kebutuhan hidup sangatlah bervariasi. sedikit atau banyaknya adalah relatif
tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang
tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan vang 1a peroleh dalam kurun
wakh tertentu setelah 1a bekerja.

Bagi pekerja khususnya yang bekerja di perusahaan swasta terdapat
ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) vang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Besarnya tidak sama setiap kabupaten/kota teyggntung pada
kondisi daerah masing-masing. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah UMK
1tu sudah sesuai dennn kebutuhan hidup pekenja? Apakah besarnya UMK 1tu
sudah lavak? Yang menjadi pemikiran selanjutnya adalah apakah besarnya
upah yang diterima pekerja itu sudah adil sesuai dengan beban kerjanya? Hal
1 merupakan sesuatu yang perlu dikaji.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan
atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telamau akan dilakukan
(Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). Setiap pekerja berhak
memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)).
Ukuran layak adalah relatif.

UMK Surabaya tahun 2003 berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No.
188/294/KPTS/013 2002 adalah sebesar Rp516.750.- perbulan. Ketentuan upah
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itu diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Apabila dibuat rata-rata dalam sehari pekerja akan memperoleh upah sebesar
Rp17.225.- (dengan asumsi satu bulan adalah 30 hari).

Besarnya UMK Surabaya setiap tahun mengalami peningkatan. Apabila
disejajarkan dengan turunnya nilai rupiah serta selalu meningkatnya harga
kebutuhan pokok maka kenaikan UMK itu masih dirasa kurang adil. Pada
tahun 2005, berdasarkan SK GUB. No.188/263/KPTS/013/2004, tanggal 12
November 2004, sebesar Rp578.500.-. Pada tahun 2006, berdasarkan SK GUB,
No.188/286/ KPTS/013/2005, sebesar Rp655.500,-. Kenaikan UMK dari tahun
2005 ke 2006 sebesar 13,31%."

Selanjutnya UMK Surabaya tahun 2007 berdasarkan SK No. 188/318/
KPTS/13/2006 tertanggal 8 Desember 2006 tentang UMK 2007, sebesar
Rp746.000,-. UMK tahun 2007 ini menimbulkan protes vang keras di kalangan
pekerja karena nilainya lebih rendah daripada kota lainnya dan jauh dari survei
KHIL. Berdasarkan hasil survei independen vang dilakukan Aliansi Buruh
Menggugat (ABM) pada Desember 2006, angka KHI. Kota Surabaya mencapai
Rp975 rbu dan Kabupaten Sidoarjo Rp952 ribu, nilainya lebih rendah dan
KHI. daerah lamn seperti Kabupaten Gresik sebesar Rp769.015.-, Pasuruan
Rp753.035.- dan Kabupaten Malang Rp769.145,-2

Bagaimana dengan UMK Surabaya tahun 2008 nanti? Upah Minimum
Kota (UMK) Surabaya tahun 2008 versi buruh di Surabaya mencapai angka
Rp1.000.000,-, tepatnya Rp1.063.925. Perhitungan itu sudah termasuk inflasi
10%.

Angka tersebut adalah nilai rata-rata dar1 hasil survei vang dilakukan di tiga
tempat. Berdasarkan hasil survei di Pasar Rungkut, besarnya UMK mencapai
Rp977.728,- Untuk surver harga di Darmo Trade Center (DTC), nilainya
lebih tinggi, mencapai Rp1.033.218.-. Adapun menurut hasil surver di Pasar
Balongsari, nilainya Rp890.671.-. Dar1 ketiga survei itu, buruh melakukan
perhitungan rata-rata, ditambah mlai inflas1 10%, hingga ketemu angka tersebut.
UMK versi buruh i1 jauh di atas perhitungan Dewan Pengupahan. Menurut
perhitungan sementara Dewan Pengupahan, UMK 2008 hanya Rp813.650.-.

1 htp://rachdian.com di update tanggal 15 Oktober 2007.
2 Hari Ini, Buruh Kembali Unjuk Rasa Tolak UMK 2007. Kamis, 28 Desember 2006 15:55:55 hutp:
www.d-infokom-jatim.go.id/ news.php?id=9487
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Namun, perhitungan tersebut belum termasuk perhitungan biaya histrik dan air
PDAM, yang hingga kini masih alot diperdebatkan.®

Menjadi pertanyaan apakah upah sebesar itu cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup secara layak? Penghasilan dikatakan dapat memenuhi
penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/
buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup
pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan
minuman, sandang, mumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan
hari tua (Penjelasan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).

Dar1 kriteria vang diberikan oleh penjelasan Undang-Undang No. 13
Tahun 2003, besarnya UMK amatlah jauh dar1 biaya penghidupan \f 1 layak.
Mengapa demikian? Untuk menjawab hal ini perlulah kita tengok ketentuan
SK Menaker No. Kep-8 1/M/BW/1995 tentang penetapan komponen kebutuhan
hidup manusia. Berdasarkan ketentuan itu upah didasarkan pada komponen
hidup minimum pekerja (KHMP) dan bukan berdasarkan kebutuhan fisik
minimum lagi. Bem)ya KHMP lajang dalam sebulan adalah 3000 kalorn
perhari. KHMP 1tu terdir1 atas makanan dan minuman, perumahan fasilitas,
sandang, dan aneka kebutuhan.

Salah satu komponen makanan dan minuman adalah buah-buahan
disebutkan pisang/pepaya. Menjadi pertanyaan adalah mengapa buah hanya
dicontohkan pisang/pepaya saja bukan apel atau anggur? Jawaban pastinya
adalah karena hanya buah itulah vang relatif harganya murah, jika dibandingkan
dengan penghasilan rata-rata perhari Rp17.225.- saja. Bagaimana seandainya
pekerja menginginkan jenis buah vang lainnya? Konsekuensinva adalah ia
harugedengan rela mengurangi anggaran komponen KHMP yang lainnya.

Sebagar bahan perbandingan, adalah besarnya upah minimum tenaga
kerja Indonesia yang bekerja di luar neger1. Berdasarkan ketentln SK Dirjen
P2TKLN No. Kep-314/D.P2TKLN/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 tentang
pedoman pelaksanaan penempatan TKI dalam kendali lokasi, mimimal gaj
netto yang akan diterima TKI adalah $ 160.00 (US Dollar) setiap bulan,
tidak termasuk bentuk penerimaan atau fasilitas lainnya yang menjadi hak

3 “UMK Surabaya Rpl Juta =, http:/www.seputar-indonesia.com/edisicetak/ jawa-timur/umk-surabaya-
rpl-juta.html.
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TKI. Misalkan saminllar = Rp8000,00, maka besarnya mimimal gaj1 adalah
Rp1.260.000,00. Wajar saja apabila berkaitan dengan penetapan besarnya
UMK rata-rata di Indonesia di bawah standar upah internasional. Akibatnya
Indonesia dituding sebagai suatu negara yang melakukan dumping berkaitan
dengan rendahnya upah pekerja dalam percaturan perdagangan bebas.*

UMP hanya untuk pekerja lajang dan kurang satu tahun konsekuensimya
pekerja vang baru diterima apabila ada yang sudah menikah majikan harus
memberikan lebih dari 1tu. Praktiknya, hanya sedikit majikan vang menerapkan
1tu. Banyak pekerja vang masa kerjanya kurang dari satu tahun, sedangkan dia
sudah berkeluarga dibert upah sama dengan UMK. Dengan asumsi pada saat
selekst penerimaan pekerja mereka dianggap sebagar pekenja lajang. Tanpa
memperhatikan kondisi individual sudah kawin atau belum. Selain itu, belum
ada jaminan majikan akan melakukan evaluasi upah berdasarkan masa kerja.
Praktiknya antara pekerja yang masa kerja lama dengan pekerja yang baru
memulai bekerja selisih besarnya upah relatif sedikit, apabila mereka bekerja
di tempat yang sama. Majikan enggan untuk menaikkan upah pekerja dengan
alasan biaya produksi sudah terlalu tinggi. Sebenarnya apabila ditelaah lebih
jauh lagi, besarnya total upah pekerja adalah sedikit jika dibandingkan dengan
biaya tidak terduga perusahaan, yang lebih dikenal dengan biaya siluman.
Besarnya biaya siluman yang meliputi uang pelicin berbagai pengajuan 1zin
ke instansi pemerintah, uang ucapan terima kasih kepada pejabat negara yang
sedang bertugas mendorong majikan enggan untuk menengok struktur kenaikan
upah. Memang Indonesia dikenal sebagai negara korup. Hampir di semua sektor
kehidupan, apabila berurusan dengan instansi pemerintahan selalu tidak dapat
terlepas dar1 biaya siluman. Untuk hal in1 sangat diperlukan gerakan perbaikan
moral secara nasional.

Untuk mengatasi hal ini, perlu dikaji lagi makna hubungan industrial yang
terjadi antara pekerja dan majikan. Pekerja adalah mitra usaha dari majikan
sehingga harus diperlakukan secara manusiawi. Batasan perlakuan manusiawi
adalah relatif. Inti dari hubungan industrial pada prinsipnya adalah mencapai
suatu tujuan. Tujuan pekerja untuk bekerja adalah dalam rangka mencapai
peningkatan taraf kesejahteraan. Tujuan majikan dalam proses produksi

4 Wijayanti, “Kendali Alokasi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia™,
Yustika, Vol. 7 No. 1 Juli 2004, hlm. 70.
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adalah mencapai suatu produktivitas yang tinggi dengan harapan akan diperoleh
keuntungan yang tinggi. Antara pekerja dan majikan bagaikan dua poros yang
saling bertolak belakang, sulit untuk disatukan. Oleh karena itu, sangatlah
dibutuhkan peran aktif lembaga Bipartid dalam mencapai win-win solution
bagi pemenuhan kepentingan kedua belah pihak.

Perlu pemikiran pemberian kembali hasil usaha untuk pekerja misalnya
berupa bonus atau adanya hak pekerja untuk menentukan kebijakan
perusahaan. Hal i1 sangat memerlukan peran aktif dar pemerintah dalam suatu
kebijaksanaan yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 scbcnanmcmbuka jalan untuk
mengatasi hal ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (2), yaitu pengusaha
melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan
musahaan dan produktivitas. Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasannya
peninjauan upah dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi
kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan. Ketentuan ini perlu
ditindaklanjuti dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan pekerja.

Tidaklah adil apabila majikan/s1 pemilik perusahaan hidup dengan
bermewah-mewah. Termasuk lima besar orang terkava di duma. sementara
pekerja bagian operator dengan masa kerja lebih dart sepuluh tahun di
perusahaan 1tu hanya menikmati sebagian kecil keuntungan perusahaan dengan
mendapat upah tidak sampai dua kali besarnya UMK perbulannya.

Adil merupakan suatu kata abstrak. Orang vang belajar hukum pun sulit
mencari batasan tentang apa itu keadilan. Keadilan menuntut adanya tanggung
jawab secara penuh atas perbuatan yvang kita lakukan. Dalam hal in1, majikan
hendaknya dapat bertindak adil terhadap pemberian upah pekerjanya. Jangan
hanya memberikan upah hanya terbatas pada UMK saja, tetapr ingat itu
hanyalah batasan minimal upah yang ditetapkan pemerintah. Dapat ditafsirkan
menjadi kewajiban majikan untuk memberikan lebih banyak dar1 UMK apabila
diperoleh hasil yang lebih atau dicapai keuntungan yang diperoleh dar1 hasil
kerja pekerjanya dan protes dan perusahaan tetangga tidaklah perlu didengarkan.

Untuk hal ini, kita dapat mencontoh suatu sistem yang ada di Jepang
yang dikenal dengan bagi laba (profit sharing), kemitraan (co-partnership),
kepemilikan saham (shareholding) untuk mendorong pekerja lebih giat bekerja
karena merasa dihargai martabatnya dengan diikutsertakan dalam penentuan
pengambilan kebijakan perusahaan. Berkaitan dengan hal i perlu direnungkan
makna dar1 hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Al-Baihaq, yaitu

106 Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi




berikanlah upah seorang buruh sebelum kering keringatnya dan beritahukanlah
upahnya sewaktu dia bekerja.

Kenaikan bahan bakar minvak (BBM), menuntut efisiensi biaya hidup
dan upah yang tinggi. Untuk itu pemerintah bisa menciptakan regulasi yang
menimbulkan dampak positif dan kondusif bagi iklim investasi sehingga pekerja
tidak melakukan mogok kerja. Bagi para penyulut provokasi mogok kerja
harus memikirkan bahwa mogok kerja hanya akan merugikan semua pihak.
Yang bertanggung jawab untuk sosialisasi adalah pemerintah, pengusaha, dan
pekerja.’

Drjelaskan oleh Furgon Karim®, bahwa dampak upah mimimum terasa
sangat signifikan bagi pengeluaran perusahaan, terutama yang padat karya.
Karena selain menjadi fived cost, juga berpengaruh pada pengeluaran lain
seperti lembur, Jamsostek, dan asuransi.

B. PERLINDUNGAN UPAH

Mendapatkan upah merupakan tujuan dari pekerja dalam melakukan pekerjaan.
Setiap pekerja selalu mengharapkan adanya upah vang lebih banyak dan selalu
mengalami peningkatan.

1. Pengertian Upah

@dasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003,
upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagal imbalan dan pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa vang telah atau akan dilakukan.

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk
mening-katkan kesejahteraannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/
buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat
jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. yang

5 __http://www, portalhr.com/majalah/edisi sebelumnyahubungan/11d268 him| Sosialisasikan UU Hingga
Level Bawah No. 21 - Desember 2005
6 Swara Merdeka, 22 Des 2001, Furgon Karim “Mencar Konsep Upah Minimum bagi Pekerja™,
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secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja
dalam lingkungan kerja yang aman dawhat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk
mewujudkan penghasilan vang memenuhi penghidupan vang lavak bagi
kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam avat (1), pemerintah menetapkan
kebid(an pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Dasar dari pemberian upah adalah waktu kerja. ﬂ:rdasarkan ketentuan
Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa setiap
pengusaha wajib rnﬁsanakan ketentuan waktu kerja. Adapun ketentuan waktu
kerja diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003,
vaitu
a. 7 (tuuh)jam | (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk

6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) idak berlaku
bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ketentuan mengenai waktu kerja
pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) diatur dengan Keputusan Menteri.

2. Perlindungan Upah

erintah memben perhatian yang penuh pada upah. Berdasarkan ketentuan
Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu setiap pekerja/buruh
berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan
vang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah
menﬁqpkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Adapun bentuk kebijakan pengupahan vang melindungi pekerja/buruh
diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun
200 rdin atas:

a. ﬁh minimum;
b. upah kerja lembur;
¢. upah tidak masuk kerja karena berhalangan:
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upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

bentuk dan cara pembayaran upah;

denda dan potongan upah;

SR oo A

hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

[

struktur dan skala pengupahan yang proporsional:
upah untuk pembayaran pesangon:
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan,

L.

Bentuk perlindungan upah yang pertama adalah upah minimum Pemerintah
menetapkan upah mimmum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a
berdasarkan kebutuhan hidup layvak dan dengan memperhatikan produktivitas
dan pertumbuhan ekonomi.

Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam Pasal 88-92 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. upah mimnmmum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/
kota.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam avat (1) diarahkan kepada
pencapalan kebutuhan hidup layak. Upah mimimum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup
layak sebagaimana dimaksud dalam avat (2) diatur dengan Keputusan
Menter1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Bagi pengusaha vang tidak mampu
membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat
dilakukan penangguhan.

Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menter1. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan
antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak
boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku. Dalam hal kesepakatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha
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wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan
golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pengusaha
melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivitas. Ketentuan mengenai “uktur dan skala upah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pemerintah menetapkan ketentuan upah minimum. Dijelaskan oleh Furqon
Karim” bahwa upah minimum yang diatur pemerintah yang i1de awalnya
merupalggn jaring pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah
dengan harapan kebutuhan dasar bagi kehidupan pekerja relatif mendekati
terjangkau. Namun, kenvataannyva upah minimum masth jauh dari kebutuhan
dasar pekerja, sehingga belum berhasil menciptakan hubungan industrial seperti
vang diharapkan.

Konsep Upah Minimum bagi pekerja vang tepat, vakm dilibatkannya
pekerja vang dapat diwakili serikat pekerja. Transparansi perusahaan menjadi
kune1 utama, karena pekerja tahu betul situasi dan kondisi perusahaannya.
Perusahaan dapat menunjukkan laporan keuangannya yang telah diaudit kepada
serikat pekerja, dan serikat pekerja harus mampu membaca serta menganalisis
laporan kevangan dari perusahaan.

Terdapat alternatif sistem pemberian upah pekerja yang ditawarkan oleh
Furgon Karim. Konsep vang ideal dalam penetapan upah, vakni keterlibatan
pekerja/serikat pekerja. Karena justru para pekerja yang tahu persis kondisi
perusahaannya, kemudian dari sisi manajemen ditunjuk pihak-pihak
berkompeten dalam hal penetapan upah.

Langkah yang dapat dilakukan untuk menuju sistem itu adalah dengan cara
kedua belah pihak melakukan perundingan atau negosiasi. Keuntungan dari
alternatif sistem i adalah pertama, upah lebih mencerminkan kemampuan
perusahaan dan kemauan pekerja, yaitu perusahaan yang mempunyai kinerja
yang baik akan memberikan kesejahteraan yang lebih baik pula bagi pekerja.
Kedua, fungsi upah sebagai stimulans motivator lebih tercermin, karena pekerja
akan memaksimalkan produktivitasnya agar perusahaan dapat menghasilkan
kinerja lebih baik. Karena dengan kinerja lebih baik akan diperoleh pendapatan
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yang lebih baik pula.

Terdapat hambatan apabila sistem 1 dilakukan oleh pengurus serikat
pekerja dipandang belum menguasai aspek-aspek manajerial, maka menjadi
kewajiban manajemen untuk membantu meningkatkan skill managerial-nya dan
menyusun program kerja melalui berbagai pelatihan kepada pengurus serikat
pekerja. Oleh karena itu, transparansi sangat dibutuhkan.

Dengan adanya keterbukaan pihak pekerja akan mengerti persis biaya
apa saja yang dikeluarkan perusahaan. Berapa komponen production cost,
administration cost, personel expenses, dan biaya-biaya lain yvang diperlukan
perusahaan untuk mencapai titik 1impas atau titk break even point, konsep 1
akan mendukung terciptanya sense of belonging para pekerja.

Bentuk perlindungan upah yang kedua adalah waktu kerja. Berdasarkan
ketentuan Pasal 78 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan
bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan:

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam
dalam 1 (satu) hart dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
Pengusaha vang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja

m:agaimana dimaksud dalam avat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ketentuan mengenai

waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Keputusan Menten1 yang dimaksud adalah Kepmenakertrans No. KEP.
102/MEN/VI/2004 lengrge Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Kepmenakertrans No. KEP. 102/MEN/
V12004, waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam
sehar1 dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) harigja
dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1
(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja
pada hart 1stirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan
Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kepmenakertrans No. KEP. 102/MEN/
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V12004, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam
dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan
waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kerja
lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kepmenakertrans No. KEP. 102/MEN/

V12004, Pengusaha vang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu
kerja, wajib membayar upah lembur. Bagi pekerja/buruh yang termasuk dalam
golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lembur sebagaimana
dimaksud dalam avat (1), dengan ketentuan mendapat upah vang lebih tinggi.
Yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) adalah mereka vang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir,
perencana, pelaksana, dan pengendali jalannya perusahaan vang waktu k(-ml}-'a
tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja vang ditetapkan perusahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, terdapat persvaratan vang wajib dipenuhi pengusaha jika akan
mewajibkan pekerja untuk bekerja lembur. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan
Pasal 7 Kepmenakertrans No. KEP. 102/MEN/V1/2004, untuk melakukan kerja
lembur harus ada perintah tertulis dar1 pengusaha dan persetujuan tertulis dan
pekerja/buruh yang bersangkutan. Perintah dan persetujuan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam avat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh
vang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang
bersangkutan dan pengusaha. Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur vang memuat nama pekerja/
buruh vang bekerja lembur dan lamanva waktu kerja lembur.

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur
berkewajiban:
a. membayar upah kerja lembur;
b. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya;
¢. memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalor
apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih.
Pemberian makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam avat (1) huruf
¢ tidak boleh diganti dengan uang. Dalam praktiknya Ketentuan ini belum
diterapkan. Tujuan pemberian makanan dan minuman sekurang-kurangnya
1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih
adalah untuk menjaga kesehatan pekerja. Untuk menentukan jemis makanan
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dan minuman yang diberikan kepada pekerja saat lembur sekurang-kurangnya
1.40ﬁ{alori haruslah dengan berkonsultasi pada ahli gizi.

Adapun cara perhitungan upah lembur diatur dalam Pasal 8 sampai dengan
11 Kepmenakertrans No. KEP. 102/MEN/V1/2004. Perhitungan upah lembur
didasarkan pada upah bulanan. Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kal
upah sebulan.

Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar secara harian, penghitungan
besarmnya upah sebulan adalah upah sehan dikalikan 25 (dua puluh lima) bagi
pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) har kerja dalam 1 (satu) minggu atau
dikalikan 21 (dua puluh satu) bagi pekerja/buruh vang bekerja 5 (lima) han
kerja dalam 1 (satu) minggu. Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar berdasarkan
satuan hasil, upah sebulan adalah upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
Dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata
selama bekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum
setempat.

Dalam hal upah terdin atas upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar
perhitungan upah lembur adalah 100% (seratus perseratus) dari upah. Dalam
hal upah terdir1 atas upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap,
apabila upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dar1 75% (tujuh puluh
lima perseratus) keseluruhan upah. maka dasar perhitungan upah lembur 75%
(tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan upah. Cara perhitungan upah
kerja lembur sebagai berikut.

a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:

a.l. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1.5 (satu
setengah) kali upah sejam;

a.2. untuk setiap jam kerja lembur bertkutnya harus dibayar upah sebesar
2 (dua) kali upah sejam.

b.  Apabila kerja lembur dilakukan pada hari 1stirahat mmgguan dan/atau har
libur resm untuk waktu kerja 6 (enam) hart kerja 40 (empat puluh) jam
seminggu maka:

b.1. perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar
2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah
sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat)
kali upah sejam.
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b.2. apabila har1 libur resmu jatuh pada har1 kerja terpendek perhitungan
upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam,
jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan
kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari 1stirahat mingguan dan/atau
hari libur resmi, untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (mpat puluh)
jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam
pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali
upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.

Bentuk pcrlindun upah yvang ketiga adalah waktu 1stirahat dan cuti.
Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pengusaha
wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Waktu istirahat
dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

a. 1stirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja
selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak
termasuk jam kernja,

b. 1stirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) har kerja dalam 1 (satu)
minggu atau 2 (dua) har1 untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

¢. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) har kerja setelah pekerja/
buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-
menerus;

d. 1stirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada
tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/
buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus
pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak
berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan
selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) hurut ¢ diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian

kerja bersama. Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.

Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan

Keputusan Menteri.

Bentuk perlindungan upah yang lainnya meliputi perlindungan saat
menjalankan 1badah, saat menstruasi, mahirkan, gugur kandungan, dan saat
menyusui bagi pekerja perempuan. Hal ini diatur dalam Pasal 80 sampai dengan
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Pasal 83 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pengusaha wajib memberikan
kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah
vang diwajibkan oleh agamanya. Pekerja/buruh perempuan vang dalam masa
haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib
bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam avat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh 1stirahat selama 1.5 (satu
setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan
sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pekerja/
buruh perempuan yvang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh
istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter
kandungan atau bidan.

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diben
kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan
selama waktu kerja. Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat
@agaiman& dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf’ b, ¢, dan d, Pasal 80,
dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

Perlindungan upah saat hari libur resmi diatur dalam Pasal 85 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh
pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus
dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain
berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Pengusaha
vang mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur. Ketqgygan
mengenal jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dengan Keputusan Menteri.

Upah pada prinsipnya hanya diberikan apabila pekerja masuk kerja. Prinsip
i1 dikenal dengan no work no pay. Terdapat perkecualian prinsip no work
no pay yvang diatur dalam Pasal 93-Pasal 94 Undang-Undang No. 13 Tahun
2003. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha
wajib membayar upah apabila:

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa
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C.

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah,
menikahkan, mengkhitankan. membaptiskan anaknva, istri melahirkan
atau keguguran kandungan, suami atau 1stri atau anak atau menantu atau
orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal
dunia;

pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang
menjalankan kewajiban terhadap negara:;

pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan
ibadah yang diperintahkan agamanya,

pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi
pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendirt maupun
halangan yang seharusnya dapat dihindar1 pengusaha;

pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas
persetujuan pengusaha:

pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut:

d.

untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari
upah;

untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus)
dari upah;

untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) darn
upah;

untuk bulan selanjutnva dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah
sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢ sebagai berikut:

a.
b.
C.
d.

c.
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pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari:

menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari:
membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) har1:

1stri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua)
hari;

suami/istri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia,
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dibayar untuk selama 2 (dua) har;

g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama

1 (satu) hari.

Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan dalam anj 1an kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama. Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan
tetap, besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus)
dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

ntuk perlindungan upah yang lainnya adalah denda. diatur dalam Pasal
95-Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pelanggaran yang dilakukan
oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan
denda. Pengusaha yvang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan
keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase
tertentu dar1 upah pekerja/buruh. Pemerintah mengatur pengenaan denda
kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembavaran upah. Dalam
hal peru-sahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, upah dan hak-hak lainnya dan pekerja/buruh
merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Tuntutan pembayaran
upah pekerja/buruh dan segala pembayaran vang timbul dar hubungan kerja
menjadi kadaluwarsa setelah melampaun jangka waktu 2 (dua) tahun sejak
timbulnya hak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 PP No. 8 Tahun 1981, yaitu ketentuan
mengenai penghasilan yang layak, kebiyjakan pengupahan, kebutuhan hidup
layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan
pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), avyat (2),
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan denda secara lengkap memang belum diatur dalam Undang-
Undang No. 13 Tahun Z’m?. Sebelum 1tu pernah ada ketentuan yang mengatur
tentang denda, yaitu Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah. Selanjutnya disebut dengan PPNo. 8 Tahun 1981. Terdapat
asas hukum perundangan, yaitu apabila belum ada ketentuan hukum yang
mengatur maka berlakulah ketentuan hukum vang lama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 8 Tahun 1981, vaitu hak untuk
menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada
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saat hubungan kerja putus. Ketentuan 1tu dapat dunterpretasikan bahwa akan
ada akibat hukum apabila hak 1tu tidak diberikan tepat pada waktunya. Bentuk
dari akibat hukum itu adalah pemberian ganti rugi kepada pekerja yang berupa
bunga keterlambatan pembayaran upah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP No. 8 Tahun 1981. yaitu apabila upah
terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung
dari hari di mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5%
(lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan
itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan
bahwa tambahan 1tu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh
persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan.

Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar maka di samping
berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
pengusaha diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkan oleh bank
untuk kredit perusahaan yang bersangkutan. Penyimpangan yang mengurangi
ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum.

Adapun ketentuan mengenal denda, pemotongan dan ganti rugi vang
dibebankan kepada pekerja diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 PP
No. 8 Tahun 1981. Denda atas pelanggaran sesuatu hanva dapat dilakukan
bila hal 1tu diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan
perusahaan. Besarmya denda untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam avat (1) harus ditentukan dan dinyatakan dalam mata uang Republik
Indonesia.

Apabila untuk satu perbuatan sudah dikenakan denda, pengusaha dilarang
untuk menuntut ganti rugi terhadap buruh yang bersangkutan. Setiap ketentuan
vang bertentangan dengan pasal 11 adalah batal menurut hukum. Denda yvang
dikenakan oleh pengusaha kepada buruh, baik langsung maupun tidak langsung
tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pengusaha atau orang vang diberi
wewenang untuk menjatuhkan denda tersebut.

Setiap ketentuan yang bertentangan dengan pasal in1 adalah batal menurut
hukum. Pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat
dilakukan bilamana ada surat kuasa dari buruh. Dikecualikan dari ketentuan
ayat (1) adalah semua kewajiban pembayaran oleh buruh terhadap negara atau
iuran sebagai peserta pada suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial
yvang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Setiap surat kuasa
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditarik kembali pada setiap saat.
Setiap ketentuan yvang bertentangan dengan pasal i adalah batal menurut
hukum.

Ganti rugi dapat dimintakan oleh pengusaha dari buruh, bila terjadi
kerusakan barang atau kerugian lainnya, baik milik pengusaha maupun milik
pihak ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaian. Ganti rugi demikian
harus diatur terlebih dahulu dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan
perusahaan dan setiap bulannya tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen)
dari ﬁ;ah.

Selanjutnya, sebagai upaya untuk memberikan peningkatan perlindungan
hukum di bidang upah, berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 diatur mengenai Dewan Pengupahan. Untuk memberikan saran,
pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan
oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional
dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdir atas unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat
buruh, perguruan tinggi, dan pakar. Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat
Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan
Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan
oleh Gubenur/Bupati/Walikota. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan,
komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan,
serfa tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.

&SIMPULAN

Upah memang menjadi tujuan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Pengaturan
tentang upah minimum ditujukan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk
perlindungan bagi pekerja. Kenyataannya upah minimum sampai saat in1 tidak
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menunjukkan kenyataan regulasi yang dunginkan pekerja dan pengusaha.
kembali tentang upah minimum sebagai salah satu bentuk perlindungan
upah. Penentuan upah dan jenjang kenaikan berkala upah sangat memerlukan
perubahan. Konsep baru sebagai alternatif pengaturan upah minimum sangat
diperlukan dalam masa pasca reformasi ini.

Keterlibatan pekerja dalam serikat pekerja vang mempunyai suara
untuk 1kut menentukan besarnya upah dan jenjang upah adalah realisas1 dan
fungsi serikat pekerja. Untuk itulah sangat dibutuhkan reformasi di bidang
perlindungan upah 1ni.

LATIHAN

Tamara bekerja di PT Empat Mata sebagai quality control sejak tanggal 2 Maret
1995. Sejak mulai masuk kerja hingga sekarang 1a belum pernah mengambil
cuti tahunannya. Hal i karena PT Empat Mata tidak pernah memberikan cuti
tahunan kepada para pekerjanya. Permintaan Tamara disampaikannya kepada
Direktur PT Empat Mata, vaitu Tukul Zerwana pada tanggal 10 Maret 2007,
Permintaan itu ditolak.

Jam kerja yang berlaku di PT Empat Mata adalah 6 hari, mulai Senin
sampai dengan Sabtu. Dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Karena
alasan penjualan hasil produksi mengalami kelesuan, sering upah pekerja tidak
dibayarkan tepat pada waktunya. Hal in1 terjadi pula pada Tamara. Pembayaran
upah bulan Maret 2007 seharusnya diterima tanggal 1 Maret 2007 1a menerima
pada tanggal 28 Maret 2007.

Tamara pernah tidak masuk kerja selama lima bulan, yaitu tanggal 12
Agustus 2006 hingga tanggal 10 Desember 2007. Selama ia sakit ia tidak
mendapatkan upah dari Tukul Zerwana. Pada tanggal 17 Maret 2007 Tamara
1zin tidak masuk kerja karena haid. Tanggal 20 Maret 1a mangkir. (Tanggal 19
Maret hari libur resmi nasional). Karena ketidakhadiran itu Tamara mendapat
sanksi dar1 Tukul berupa pemotongan denda sebesar 3 harix 1/5 x Rp800.000,-,
Alasan pemotongan denda karena pada tanggal 18 dan 19 Maret 2007 semua
pekerja wajib lembur sesuai jam kerja. Atas ketidakhadiran itu pula pada saat
tanggal 20 Maret 2007 Tamara mendapat Surat Peringatan II dan pemotongan
denda langsung dikenakan pada tanggal 28 Maret 2007.
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Analisislah kasus 1tu dengan mendasarkan ketentuan tentang perlindungan
upah!
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Bas 7
il ¥ o JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA

A. HAKIKAT DAN LANDASAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA

Jaminan sosial tenaga kerja belum diatur secara jelas oleh Undang-Undang No.
13 Tahun 2003, sehingga dasar hukumnya untuk saat ini masih menggunakan
Undang-Undang No. 13 Tahun 1992.

1. Hakikat Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk

memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga

sebagail pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Di

samping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek

antara lain:

a. memberkan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal
bagi tenaga kerja beserta keluarganya;

b. merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan
anaga dan pikirannva kepada perusahaan tempatnya beker)a.
Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung

jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi

kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial
berdasarkan finded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh
peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.!

I __www jamsostek.go.ad
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Sejarah tcrbcnll,m-'a PT Jamsostek (Persero) mengalam proses yang
panjang, dimulai dari Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 jo. Undang-Undang
No. 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan
(PMP) No. 48 Tahun 1952 jo. PMP No. 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan
Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP No. 15 Tahun
1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No. 5 Tahun 1964
tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDIS), diberlakukannya
Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja, secara
kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut
landasan hukum. bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan. pada
mun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program
Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/
pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula
PP No. 34 Tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK,

vaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang No. 3
Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Melalu PP
No. 36 Tahun1995 ditetapkannya PT Jamslck sebagai badan penyelenggara
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan
dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya,
dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan
keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang,
akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. yang
berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada Pasal 34
ayat (2), di mana Majelis Pcrm}-'awaratan Rakyat (MPR) telah mengesah-kan
Amandemen tersebut, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem
Jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masvarakat yang lemah
dan tidak mampu sesuar dengan martabat kemanusiaan™. Manfaat perlindungan
tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih
berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992,
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yvang
hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan
vang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin,
hari ﬂ, dan meninggal dunia.

Dengan demikian jaminan sosial tenaga kerja mendidik kemandirian
pekerja, sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasithan orang lain jika
dalam hubungan kerja terjadi risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, sakit, han
tua, dan lamnnya.

30

2. Landasan Hukumgminan Sosial Tenaga Kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, setiap
pekerja berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pelaksanaannya
diatur sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan
vang dimaksud adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Jaminan sosial tenaga kerja vang diatur dalam
Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 merupakan hak setiap tenaga kerja vang
sekaligus merupakan kewajiban dari majikan.

Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upava pembangunan sumber daya
manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pem-
bangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945,
Di samping itu, ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan harkat, martabat,
dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada dir1 sendin dalam rangka
mewujudkan masyarakat sejahtera. adil. dan makmur, baik materil maupun
spiritual.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003,
vaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya,
pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Penyediaan fasilitas
kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan
memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.
Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan
kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003,

124 Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi




yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi
pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan. Pemerintah, pengusaha,
dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya menumbuh-
kembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pembentukan koperasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi
pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Perhindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan yvang berbentuk
Program Jaminan Tenaga Kerja vang dicanangkan oleh pemerintah dan wajib
dilaksanakan oleh pengusaha, apabila di dalam pelaksanaannya telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan, yaitu mempunyai pekerja sebanyak 10 (sepuluh)
orang atau lebih dan juga mengeluarkan vang untuk menggaj pekerjaannya
sebesar 1 (satu) juta rupiah untuk setiap bulannya.

Adapun pada dasarnya Program Jaminan Tenaga Kerja im1 menekankan
pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang
lebih lemah. Oleh karena itu, pengusaha memikul tanggung jawab utama dan
secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlin-
dungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Berdasarkan hal di atas, program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)
mempunyai landasan yang berisikan dasar pertimbangan sebagai berikut: bahwa
pada tanggal 17 Februar1 1992, telah dikeluarkan Undamlndang No. 3 Tahun
1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kemudian Undang-Undang No. 3
Tahun 1992 tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
14 dan penjelasannya diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor
3468.

Adapun pertimbangan dar1 dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun
1992 tersebut antara lain dengan adanya pembangunan nasional dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil,
makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual guna memberikan bagi
pekerja yang melaksanakan pekerjaannya, baik dalam hubungan kerja maupun
di luar hubungan kerja. Untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan
undang-undang yang mengatur pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.
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Dasar-dasar hukum program jaminan sosial tenaga kerja berlandaskan
pada:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya
Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari
Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (L.embaran Negara Tahun
1951 Nomor 4).

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok mengenal Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2918).

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga-
kerjaan di Perusahaan (LLembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 32 01).

B. RUANG LINGKUP JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
(JAMSOSTEK)

Berdasarkan kggntuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992,
ruang lingkup program Jamsostek meliputi:

a. Jaminan kecelakaan kerja;

b. Jaminan kematian;

¢. Jaminan hari tua;

d. Jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja di atas diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur
jaminan sosial tenaga kerja dalam rangka meningkatkan perlindungan dan
kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri, beserta keluarganya.

Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diper-
untukkan bagi tenaga kerja. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, setiap
saat menghadapi risiko sosial berupa peristiwa vang dapat mengakibatkan
berkurangnya atau hilangnya penghasilan. Oleh karena itu, perlu adanya
peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga
kerja yang bertuyjuan untuk memberikan ketenangan bekerja dan menjamin
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kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya,

1. Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK)

Kecelakaan kerja termasuk penvakit akibat kerja merupakan risiko yang
harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk
menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan
oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan
kerja, baik fisik maupun mental, diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja.
Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha,
sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membavar iuran jaminan
kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% s.d. 1,74% sesuai kelompok jenis
usaha.

Jaminan kecelakaan kerja diatur di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11
Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. Tenaga kerja vang tertimpa kecelakaan
kerja berhak menerima jaminan Kecelakaan Kerja. Termasuk tenaga kerja
dalam Jaminan Kecelakan Kerja 1alah:

a. magang dan murid vang bekerja pada perusahaan, baik yvang menerima
upah maupun tidak;

b. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah
perusahaan;,

¢. narapidana yang dipekerjakan di pemsﬁm.

Pengertian kecelakaan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992, yaitu kecelakaan yang terjadi berhu-bungan
dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja,
demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah
menuju ke tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan vang biasa atau
wajar dilalui.

Dari ketentuan 1tu dapat dijabarkan bahwa ruang lingkup JKK meliputi
kecelakaan dan sakit akibat kerja. Kecelakaan kerja apabila mengalami
kecelakaan pada saat perjalanan menuju tempat kerja, di tempat kerja, atau
perjalanan dari tempat kerja. Sakit akibat kerja apabila timbulnya penyakit
setelah pekerja menjalankan pekerjaan relatif dalam jangka waktu yang lama.
Saat terjadinya dapat dilihat pada Gambar 7.1 sebagai berikut.

a. Kecelakaan yang Terjadi Saat Hubungan Kerja
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Perjalanan menuju ke tempat kerja

 J

-l

Perjalanan pulang dari tempat kerja

Saat di tempat kerja

Gambar 7.1 Ruang lingkup kecelakaan kerja

Jaminan kecelakaan kerja memberikan jamiman perawatan medis, tunjangan
cacat, dan tunjangan kematian dalam hal peserta mengalami kecelakaan atau
sakit akibat kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi saat hubungan kerja meliputi
kecelakaan di tempat kerja dan kecelakaan di jalan pada waktu pekerja berangkat
ke tempat kerja dan pulang dari tempat kerja. Ruang lingkup kecelakaan kerja
meliputi:

1. Pada waktu kerja

a.  Yang termasuk dalam kecelakaan pada waktu kerja 1alah kecelakaan
vang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau
pulang dar tempat kerja ke rumah melalui jalan yang biasa ditempuh
dan wajar.

b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan pekerjaan sesuai
dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari yang
diberikan oleh perusahaan di tempat kerja maupun di luar tempat kerja
selama waktu kenja.

2

Kecelakaan yang terjadi di luar jam kerja tetapi masih dalam waktu
kerja seperti jam 1stirahat sebagaimana diatur dalam undang-undang.
d. Kecelakaan yang terjadi dalam tugas di luar kota/negeri, yaitu selama
perjalanan dari rumah/tempat kerja menuju ke tempat dan perjalanan
pulang kembali sesuai dengan surat tugas vang diberikan dan selama
menjalankan tugas/pekerjaan di tempat tujuan. Semua kecelakaan
kerja vang terjadi di tempat penugasan/pendidikan merupakan
kecelakaan kerja. di luar 1tu yang termasuk Kecelakaan kerja hanya
terbatas selama yang bersangkutan berangkat dari tempat penginapan/
pemondokan menuju ke tempat kerja sampai pulang kembali, kecuali
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f.

dapat dibuktikan bahwa kecelakaan yang terjadi di luar pengertian
tersebut ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab yang
bersangkutan.

Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja lembur yang
harus dibuktikan dengan surat perintah lembur.

Perkelahian di tempat kerja dapat dianggap kecelakaan kerja.

2. Di luar waktu kerja

a.

b

Kecelakaan vang terjadi pada waktu melaksanakan kegiatan olahraga
vang harus dibuktikan dengan surat tugas dar1 perusahaan.
Kecelakaan vang terjadi pada waktu mengikuti pendidikan yvang
merupakan tugas dar1 perusahaan dan harus dibuktikan dengan surat
tugas.

Kecelakaan yang terjadi di sebuah perkemahan yang berada di lokas:
kerja (hase camp/jurnal di luar jam kerja dan di luar waktu kerja (tidur,
istirahat) serta yang bersangkutan bebas dari setiap urusan pekerjaan.
Jika kecelakaan terjadi di luar radius HPH/areal/lokasi harus ada surat
tugas.

3. Meninggal mendadak

Suatu kasus meninggal mendadak dapat dikategorikan akibat kecelakaan dalam

hubungan kerja akibat tenaga kerja karena suatu alasan, baik di lokas1 kerja

maupun dalam perjalanan ke dan dari lokasi kerja, tanpa sempat mengalami

rawat inap atau mengalami rawat inap, tetapi tidak melebihi 24 jam terhitung

sejak pada jam ditangami dokter/para medis, langsung meninggal duma.?

b.  Penyakit Akibat Hubungan Kerja

Penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja dianggap sebagai kecelakaan

kerja dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses dalam jangka waktu

tertentu. Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja merupakan kecelakaan
kerja Pasal 1 Keppres Nomor 22 Tahun 1993 menyebutkan:

“Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang
disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja”. Penyakit yang

2 Jamsostek, Brosur, 2001, hlm. 12-13.
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ditimbulkan akibat kerja yang terjadi pada tenaga menjadi tanggung jawab
majikan. Dalam hal in1 yang bertanggung jawab adalah majikan dengan
membawa pekerjanya ke rumah sakit, dokter memeriksa akan memberikan
keterangan tentang keadaan pasien tersebut™.

Pasal 2 Keppres No. 2 Tahun 1993 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja
vang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapat
jaminan kecelakaan kerja, baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun
setelah hubungan Kerja berakhir. Pasal 3 Keppres Nomor 22 Tahun 1993
menyebutkan:

(1) Hak atas jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang hubungan
kerjanva telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diberikan, apabila menurut hasil diagnosis dokter yang merawat
penyakit tersebut diakibatkan oleh pekerjaan selama tenaga kerja yang
bersangkutan masih dalam hubungan kerja.

(2) Hak jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
diberikan, apabila penyakit tersebut timbul dalam waktu paling lama
3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja tersebut berakhir.

Untuk mengetahui penyakit yang timbul akibat hubungan kerja diatur
dalam Pasal 4 Keppres Nomor 22 Tahun 1993 menyebutkan bahwa penvakit
vang timbul karena hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
@agaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden in1. Berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993, tentang
penyakit yang diakibatkan as:h hubungan kerja meliputi:

I. Pneumokoniosis vang disebabkan oleh debu mineral pembentuk jaringan
paru (silikosis, antrakolosis, asbestosis) dan silikotuberkulosis yang
silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian.

2. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan
oleh debu logam keras.

3. Penyakat paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan
oleh debu kapas atau vlas, henep, dan sisal (bissinosis).

4. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyakit sensisitisast dan zat
perangsang vang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan.

5. Alveolotis allergika vang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat
penghirupan debu organik.

6. Penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaannya yvang
beracun.
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23.

24.

23,

26.
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28.
29.

Penyakit yang disebabkan oleh kadmimum atau persenvawaannya yang
beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaannya yang beracun.
Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun.
Penyakit vang disebabkan oleh mangan atau persenyawaannya yang
beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaannya yang beracun.
Penyakit yang disebabkan oleh raksa atau persenyawaannya yang beracun.
Penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaannya yang beracun.
Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaannya yang beracun.
Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida.

Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dan persenyawaan hidro
karbon alifatik atau aromatik yang beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh benzena atau homolognya yang beracun.
Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzena atau
homolognya yang beracun.

Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya.
Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol, atau keton.

Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau
keracunan, seperti karbon monoksida, hidrogensianida, hidrogen sulfida
atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso, dan nikel.

Penyakit yang disebabkan oleh kebisingan.

Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan-kelainan otot,
urat, tulang persendian, pembuluh darah tep, atau saral tep1.

Penyakit vang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan
lebih tinggi daripada tekanan udara normal.

Penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektromagnetik dan radhas1 yang
mengion.

Penyakit kulit (dermatosis) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi,
atau biologi.

Kanker kulit epitelioma primer yvang disebabkan oleh ter, pic. bitumen,
minyak mineral, antrasena atau persenyawaan, produk atau residu dari zat
tersebut.

Kanker paru atau mesotelioma vang disebabkan oleh asbes.

Penyakit infeksi vang disebabkan oleh virus, bakter: atau parasit yang
didapat dalam suatu pekerjaan yang memuliki risiko kontaminasi khusus.
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30. Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi
atau kelembapan darah tinggi.
31. Penyakit vang disebabkan oleh bahan kimia lainnva termasuk bahan obat.

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang
dihadapi oleh tenaga kerja vang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi
hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian
atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental maka perluadanya
jaminan kecelakaan kerja. Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan
kerja sifatnya sangat relatif, sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya, maka
Jjamman atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacat mental tetap
vang mengakibatkan pekerja vang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.

¢. Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, jaminan kecelakaan
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
a. DBiava mlgangkulan.
b. Biava pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan.
¢. Biaya rehabilitasi.
d.  Santunan berupa vang yang meliputi:
1. Santunan sementara tidak mampu bekerja.
2. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
3. Santunan cacat total untuk selama-lamanya, baik fisik maupun mental.
4. Santunan kematian.

Santunan kecelakaan kerja adalah santunan vang diberikan kepada tenaga
kerja yang mengalam kecelakaan kerja. Santunan berupa vang akan diberikan
kepada tenaga kerja atau keluarganya. Pembayaran santunan ini prinsipnya
diberikan secara berkala dengan maksud agar tenaga kerja atau keluarganya
dapat memenuhi sebagian dar1 kebutuhan hidupnya secara terus-menerus. Selain
1tu pembayaran santunan secara berkala dapat juga diberikan secara sekaligus.
Hal m1 dimaksudkan untuk mendorong ke arah kegiatan vang bersifat produktif
dalam meningkatkan kesejahtfwnn}fa.

Berdasarkan lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005
tentang Perubahan Keempat atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
ﬁgram Jamsostek, LN Tahun 2005 No. 147, santunan JKK meliputi:

1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100%
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x upah sebulan, 4 bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya
50% x upah sebulan.

Santunan cacat:

a. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara
sekaligus (/umpsun) dengan besarnya % sesuai tabel x 70 bulan upah:,

b. santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus
mnp.mm) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
b.1. santunan sekaligus sebesar 70% x 70 bulan upah:
b.2. santunan berkala sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

selama 24 (dua puluh empat) bulan;

¢. santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus
(fumpsum) dengan besarnya santunan adalah % berkurangnya fungsi
X % sesuai tabel x 70 bulan upah.

Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (fumpsuni) dan secara

berkala dengan besarnya santunan adalah:

a. santunan sekaligus sebesar 60% x 70 bulan upah, sekurang-kurangnya
sebesar santunan kematian;

b. santunan berkala sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama
24 (dua puluh empat) bulan;

¢. bilaya pemakaman sebesar Rpl.500.000.- (satu juta lima ratus ribu
rupiah).

Berdasﬂ:an pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2005, biaya pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya dikeluarkan. vaitu

201 [H] [&N [n] [ [ s —

dokter:

obat;

operasi,

rontgen, laboratorium;

perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Kelas I:

gigt;

mata;

Jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapatkan 171n resmi dar1 instansi
yang berwenang.

Seluruh biaya vang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut

pada Bl sampai dengan B8 dibayarkan maksimum Rp8.000.000,- (delapan
juta rupiah). Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembehan alat bantu
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(orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap

kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Profesor

Dokter Suharso Surakarta dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga

tersebut. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Besarnya santunan dan

biava pengobatan/perawatan sama dengan A dan B. Ongkos pengangkutan

tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke rumah sakit diberikan

penggantian biaya sebagai berikut.

1. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai maksimum
sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimal sebesar
Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimal sebesar
Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Santunan cacat pada tenaga kerja akibat kecelakaan kerja dalam hubungan
kerja diberikan sesuai dengan tabel persentase santunan tunjangan cacat, pada
santunan cacat meliputi:

Tabel 7.1 Persentase Santunan Tunjangan Cacat Tetap Sebagian dan Cacat-Cacat

Lainnya
Macam Cacat Tetap Sebagian % X Upah
- Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40
- Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35
- Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah 35
- Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah 30
- Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah 32
- Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 28
- Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70
- Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 5]
- Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah o0
- Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25
- Kedua belah mata 70
- Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat B5
- Pendengaran pada kedua belah telinga 40
- Pendengaran pada sebelah telinga 20
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Macam Cacat Tetap Sebagian

Ibu jari tangan kanan 15
Ibu jari tangan Kiri 12
Telunjuk tangan kanan 9
Telunjuk tangan kiri /|
Salah satu jari lain tangan kanan 4
Salah satu jari lain tangan kiri 3
Ruas pertama telunjuk kanan 45
Ruas pertama telunjuk kiri a2is
Ruas pertama jari lain tangan kanan 2
Ruas pertama jari lain tangan kiri 1.5
Salah satu ibu jari kaki
Salah satu jari telunjuk kaki
Salah satu jari kaki lain
Cacat-Cacat Lainnya % x Upah

Terkelupasnya kulit kepala 10-30
Impotensi 30
Kaki memendek sebelah: kurang dari 5 cm 10

5-7.5 48 20

7,5 cm atau lebih 30
Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 6
10 desibel
Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibe 3
Kehilangan daun telinga sebelah 5
Kehilangan kedua belah daun telinga 10
Cacat hilangnya cuping hidung 30
Perforasi sekat rongga hidung 15
Kehilangan daya penciuman 10
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Cacat-Cacat Lainnya

% x Upah

Hilangnya kemampuan kerja phisik
51%—70%
26%—-50%
10 %—25%

Hilangnya kemampuan kerja mental tetap

Kehilangan sebagian fungsi penglihatan

Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%
Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda,
maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus
kehilangan efisiensi penglihatan:

(3 x % ef. peng. terbaik) + % ef. peng. terburuk.

Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%
Kehilangan penglihatan warna

Setiap kehilangan lapangan pandang 10%

40
20

70

10

2.

Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi
peserta Jamsostek vang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan
kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga, baik dalam
bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib
menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan

Cacat sebagian untuk selama-lamanya, “Tenaga kerja yang mengalam
kecelakaan kerja dalam hubungan kerja vang mengakibatkan tenaga kerja
tersebut mengalami cacat sebagian untuk selama-lamanya. Misalnya

sebaglan organ tubuhnya putus akibat mesin™.

Cacat total selama-lamanya, “Dalam kecelakaan ini tenaga kerja cacat total

atau sudah tidak dapat bekerja lagi™.

Cacat kekurangan fungsi, “Cacat kekurangan fungsi yang terjadi akibat
kecelakaan kerja berhak mendapatkan santunan cacat sesuai dengan tabel

persentase santunan tunjangan cacat™*

Jaminan Kematian

3

Darwan Prinst. hlm. 155,
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kematian yang diberikan adalah Rp7.5 juta terdiri atas Rp6 juta santunan
kematian dan Rpl.5 juta uang pemakaman (Berdasarkan ketentuan PP Nomor
64 Tahun 2005) dan santunan berkala.

Jaminan kematian diberikan kepada tenaga kerja yang meninggal dunia.
Santunan kematian diberikan langsung kepada keluarga yvang ditinggalkan
tenaga kerja, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992:

(1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan keluarganya
berhak atas jaminan kematian,
(2) Jamman kematian sebagaimana dimaksud dalam avat (1) mehiputr:

a. Biaya pemakaman;

b.  Santunan berupa uang,

Santunan kematian yang diberikan kepada keluarga vang ditinggalkan akan
digunakan untuk keperluan biaya pemakaman dan lain-lain. Keluarga yang
dimaksud dalam hal in1 adalah 1str1 atau suami, keturunan sedarah dar1 tenaga
kerja menurut garis lurus ke bawah dan ke atas, dihitung sampai derajat kedua,
termasuk anak yang disahkan. Apabila keturunan dalam garis lurus ke bawah
atau ke atas tidak ada, maka diambil garis ke samping dan mertua. Apabila
tenaga kerja tidak mempunyai ahli waris, hak atas jaminan kematian dibayarkan
kepada pihak yang mendapatkan surat wasiat dar1 tenaga kerja bersangkutan
atau perusahaan pemakaman.*

Jika pekerja vang meninggal adalah magang atau murid, atau mereka yang
memborong pekerjaan dan narapidana, bukan karena kecelakaan kerja maka
keluarga yang ditinggalkan berhak atas jaminan kematian. Biaya pemakaman
seperti diatur dalam Pasal 12 ayat (2) a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
meliputi:

I.  pembelian kain;

2. peti mayat;

3. kain kafan;

4. transportasi, dan lain-lain yang bersangkutan dengan tata cara pemakaman
sesual adat istiadat, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
serta kondisi daerah masing-masing tenaga kerja yang bersangkutan.

E=S

Darwan Prinst, op. cif.. hlm. 159,
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Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992,
urutan penerimaan yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian

aagai berikut:

1. janda atau duda;
2. anak;

3. orang tua;

4. cucu;

5. saudara kandung:
6. mertua.

Pekerja vang menminggal duma bukan akibat kecelakaan kerja akan meng-
akibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan
sosial ekonomi bagi keluarga vang ditinggalkan. Oleh karena 1tu, diperlukan
jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga, baik dalam bentuk
biaya pemakaman maupun saggnan berupa uang. Berdasarkan ketentuan Pasal
22 PP Nomor 64 Tahun 2005, jaminan kematian dibayar sekaligus kepada janda
atau duda atau anak, yang meliputi:

a. santunan kematian diberikan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

b. santunan berkala sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) diberikan
selama 24 (dua puluh empat) bulan;

¢. biaya pemakaman sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Apabila pekerja yang meninggal dunia disebabkan oleh kecelakaan atau
penyakit akibat kerja, tenaga kerja tersebut berhak mendapatkan jaminan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diberikan keluarga vang ditinggal-
kan. Pengusaha/keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan
mengirim form 4 kepada PT. Jamsostek (Persero) disertai bukti-bukti. yakni
1. kartu peserta;

2. surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian/kelurahan;
3. 1dentitas ahli waris (fotokop1 KTP/SIM dan kartu keluarga).

3. Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Sosial adalah program perlindungan yang bersifat dasar bagi
tenaga kerja vang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian
terhadap risiko-risiko sosial ekonomi. dan merupakan sarana penjamin arus
penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya
risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan
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tenaga kerja.

Risiko sosial ekonomi yang ditang@mgi oleh program tersebut terbatas
pada saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, har tua,
dan meninggal duma. Hal in1 mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya
penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyeleng-
garaan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.

Jaminan hari tua diberikan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia
55 (lima puluh lima) tahun. Jaminan hari tua dapat diberikan kepada tenaga
kerja yang putus hubungan kerja dengan minimal masa kepersertaan 5 (lima)
tahun terhitung dari masa pendaftaran. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1992, yaitu
(1) Jaminan hari tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkuasa atau sebagian

dan berkala, kepada tenaga kerja karena:

a. Telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun.

b. Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.

(2) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan
kepada janda atau duda atau anak yatim piatu.

Usia pensiun, vaitu 35 tahun atau cacat total tetap dapat mengakibatkan
terputusnya upah karena tidak mampu lagi bekerja. Akibat terputusnya upah
tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi pekerja dan mempengaruhi pekerja
sewaktu mereka masih bekerja. terutama bagi mereka vang penghasilannya
rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerima penghasilan yang
dibayar sekaligus atau berkala pada saat pekerja mencapai usia lima 55 (lima
puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tersebut.

Pembayarannya dilakukan sekaligus atau berkala atau sebagian dan
berkala pada pekerja, karena telah mencapai usia 55 (Iima puluh lima) tahun
atau cacat total tetap setelah ditetapkan dokter. Dalam hal pekerja meniggal
dunia, jaminan hari tua dibayarkan kcpaganda atau duda, atau anak yatim
piatu. Turan Program Jaminan Han Tua ditanggung Perusahaan = 3,7% dan
ditanggung Tenaga Kerja =2 %. Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar
akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang
terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:
- mencapal umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap;,
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- mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun
dengan masa tunggu 6 bulan;
- pergl ke luar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/ABRI.

Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan
formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan
Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli dan Kartu Identitas dir1 KTP/SIM (fotokopt).
Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total
dilampiri Surat Keterangan Dokter. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga
kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampirt dengan
pernyataan tidak bekerja lagi di Indonca, fotokop1 Paspor, dan fotokop1
VISA. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga l@ yvang meninggal dunia
sebelum usia 55 tahun dilampir1 Surat keterangan kematian dari rumah sakit/
kepolisian/kelurahan dan fotokopi kartu keluarga. Permintaan pembayaran JHT
bagi tenaga kerja vang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 tahun
telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 6 (enam)
bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampin
dengan fotokopi surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan dan surat
pernyataan belum bekerja lagi. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja
yvang menjadi Pegawai Neger1 Sipil/ABRI. Selambat-lambatnya 30 hari setelah
pengajuan tersebut PT Jamsostek (persero) melakukan pembayaran JHT.?

4. Jaminan Pemeliharaan Keschatan

Jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan
produktivitas pekerja, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya
dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Upaya
penyembuhan diperlukan setiap orang, maka sudah selayvaknya diupayakan
penanggulangan kemampuan masyarakat melalul program jaminan sosial
tenaga kerja.

Manfaat JPK bagi perusahaan, yakm perusahaan dapat memiliki tenaga
kerja yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif.

D1 samping itu, pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan
pekerja vang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif)
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penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Dengan demikian,
diharapkan tercapainya derajat kesehatan pekerja yang optimal sebagai potensi
vang produktif bagi pembangunan. Jaminan pemeliharaan kesehatan selain
untuk pekerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya. Jaminan pemeliharaan
kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja adalah untuk meningkatkan
produktivitas, sehingga dapat melaksanakan sebaik-batknva dan merupakan
upaya kesehatan di bidang pengembangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
menyebutkan:
(1) Tenaga kerja, suami atau 1str1, dan anak berhak memperoleh jaminan
pemeliharaan kesehatan.
(2) Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi:
rawat jalan tingkat pertama;
rawat jalan tingkat lanjutan:
rawat inap;
pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
penunjang diagnostik;

S e a6 oR

pelayanan khusus;
g. pertanyaan gawat darurat.
Untuk melaksanakan pemberian jamiman pemeliharaan keschatan badan
penyelenggara wajib memberikan kepada setiap anggota, yaitu
1. Kartu pemeliharaan kesehatan.
2. Keterangan yang diketahui peserta menangam paket pemeliharaan
kesehatan vang diselenggarakan.

Tenaga kerja yang berkeluarga sebagai peserta Jamsostek dalam
pemeliharaan kesehatan sebagai pelayanan kesehatan, berdasarkan ketentuan
Pasal 38 PP Nomor 83 Tahun 2000.

(1) Tenaga kerja atau suami atau istri atau anak dapat memiliki pelaksana

pelayanan kesehatan yang ditunjukkan oleh Badan penyelenggara.
(2) Dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh menteri, tenaga kerja atau
suami atau 1str1 atau anak dapat memperoleh pelayanan pemeliharaan
kesehatan di luar pelaksana pelayanan keschatan sebagaimana
dimaksud dalam avat (1).

(3) Untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), tenaga kerja atau suam atau 1str1 atau anak
harus menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan.
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Pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan tidak lain adalah

untuk menjaga kesehatan kerja. “Bahwa terhadap dilaksanakannya aturan-

ghuran mengenai kesehatan kerja, vang bertanggung jawab adalah majikan™®

Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh melalui program JPK:

L.

Pelayanan dari dokter umum dan dokter gigi
Dokter umum dan dokter gigi bisa Anda pilih sendiri sesuai dengan fasilitas
yvang ditunjuk sebagai dokter keluarga.

Obat-obatan dan penunjang diagnostik
Obat-obatan diberikan sesuai kebutuhan medis, dengan standar obat JPK
Jamsostek dan penunjang diagnostik sesuai ketentuan.

Pelayanan kesejahteraan ibu dan anak

Berupa pelayanan imunisasi dasar (BCG, DPT, Polio), pelayanan KB (IUD,
vasektomi, tubektomi, suntik)

Pelayanan dokter spesialis

Untuk ke dokter spesialis, Anda harus membawa surat rujukan dar1 dokter
PPK tingkat I yang ditunjuk.

Rawat map

Bila diperlukan rawat inap, JPK menyediakan fasilitas rumah sakit yang
telah ditunjuk. Dilayani pada kelas IT RS Pemerintah atau kelas III RS
Swasta. Rawat Inap diberikan selama 60 hari dalam satu tahun, termasuk
20 hari pelayanan pada ICU/ICCU.

Pelayanan persalinan

Berlaku untuk pelayanan persalinan pertama sampai persalinan ketiga saja.
bagi tenaga kerja berkeluara, JPK memberikan bantuan biaya persalinan
sebesar maksimum Rp400.000,00 per anak.

Pelayanan gawat darurat
Untuk mendapatkan pelayanan ini melalui fasilitas vang ditunjuk JPK
Jamsostek langsung, tanpa surat rujukan.

Pelayanan Khusus hanya diberikan kepada Tenaga Kerja dan diperoleh

melalui rujukan:

1

Penggantian kacamata
Untuk mendapat penggantian kacamata (kaca dan bingkar) maksimal

6
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sebesar Rp150.000,00.

Penggantian gig1 palsu

Untuk mendapat penggantian gigi palsu (vang asa dipasang/dilepas)
dengan bahan acrylic, maksimum sebesar Rp250.000,00.

Penggunaan mata palsu dan alat bantu dengar

Untuk penggunaan mata palsu dan alat bantu dengar, masing-masing
ﬁemperoleh penggantian maksimum sebesar Rp300.000,00.

Untuk penggunaan alat bantu tangan memperoleh penggantian maksimum

sebesar Rp350.000,00 dan pengguigpn alat bantu kaki memperoleh penggantian

maksimum sebesar Rp500.000,00. Selisih biaya sebagai akibat dari penggunaan

hak pelayanan di luar standar JPK Jamsostek, dibayar sendiri oleh peserta.

[uran JPK dibayar oleh perusahaan dengan perhitungan 3% dar1 upah

tenaga kerja (maks Rpl juta) untuk tenaga kerja lajang. 6% dari upah tenaga

kerja (maks Rpl juta) untuk tenaga kerja berkeluarga. Penvakit vang tidak

ditanggung dalam pelayanan kesehatan JPK Paket Dasar antara lamn:

Penyakit AIDS.

Penyakit kelamin;,

Penyakit kanker;

Cuci darah (haemodialisa);
Akibat alkohol/narkotika;
Pemeriksaan super spesialistik;
Kelainan Genetik.’

Dalam rangka pemberian pe]a}rum kesehatan bagi peserta JPK perlu

diketahui hak dan kewajiban peserta. Hak-hak peserta meliput:

Tenaga kerja beserta keluarga (suami/istr1 & max 3 anak) berhak mendapat-
kan pelayanan kesehatan tingkat I s.d. lanjutan serta pelayanan khusus
(hanya diberikan kepada Tenaga Kerja).

Memilih fasilitas kesehatan diutamakan sesuai dengan tempat tinggal
(domuisili).

Dalam keadaan emergensi (darurat), peserta dapat langsung meminta
pertolongan pada PPK (Pelaksana Pelayanan Kesehatan) vang ditunjuk
ataupun tidak.

Ihid
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Kewajiban-kewajiban peserta meliputi:

Memiliki KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk
mendapatkan pelayanan.

Apabila KPK belum selesai diterbitkan dapat mempergunakan formulir
Daftar Susunan Keluarga (Form 1b warna hijau) sebagai bukti KPK
sementara.

Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.
Melaporkan kepada PT Jamsostek (Persero) apabila KPK hilang untuk
mendapatkan penggantian kartu yang baru.

Adapun prosedur pelayanan bagi peserta JPK harus memperhatikan alur

pelavanan, pelaksana pelayanan dan prosedur pelayanan. Alur pelayanan

mel

L1
gmeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum;
pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter gigi:
tindakan medis (pembersihan luka, jahit, odontektomi, alveolektomi);
pemberian obat-obatan/resep obat sesuai dengan standar obat JPK (Doen,
generik);
pelayanan KB (IUB, kondom, pil, dan suntik);
pelayanan KIA termasuk pemeriksaan ibu hanmul, pemeriksaan bayi, anak
balita, dan pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT, campak, dan polio);

Pelaksana pelayanan meliputi Puskesmas, klinik, dan dokter swasta yang

ditunjuk (dokter keluarga). Prosedur pelayanan:

Peserta yang datang berobat harus membawa KPK dan mendaftarkan diri
dengan memperlihatkan KPK.

Peserta akan mendapatkan pelayanan dan akan diberikan resep obat yang
dapat diambil di ruang obat pada PPK tersebut.

Atas indikasi medis, peserta dapat dirujuk ke dokter spesialis atau Rumah
Sakit yang ditunjuk dengan memakai Surat Rujukan.

Surat Rujukan terdir1 atas 4 (empat) rangkap:

Lembar 1: dokter spesialis

Lembar 2: untuk pengambilan obat

Lembar 3: arsip peserta
Lembar 4: arsip PPK pengirim *

C.
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Seiring dengan semakin meningkatnya pengelolaan PT Jamsostek yang

mengalami keuntungan, perlu dipikirkan kebijakan internal PT Jamsostek

untuk mengembalikan keuntungan kepada masvarakat. Kebijakan internal

Jamsostek meliputi pemberian hasil pengembangan pembayaran JHT, DPKP,
PKBL. PUMP dan kontribusi bagi masyarakat.

Keuntungan PT Jamsostek dapat dilihat dalam Tabel 7.2 di bawah ini:

Dar1 neraca di atas, tampak bahwa untuk kepentingan peserta (vang
merupakan pihak yang membayar ran) kurang mendapat tempat. Sebagian
besar keuntungan PT Jamsostek diputar untuk mvestast dan bukan untuk
kepentingan peserta Jamsostek.

Dari di tabel di atas setelah ditelaah tampaknya kepentingan peserta
Tabel 7.2 Neraca Konsolidasi Per 31 Desember 2005 dan 2004
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO. HARTA 31-12-05 | 31-12-04 |NO. HARTA 31-12-05 | 31-12-04
Audited | Audited Audited | Audited
1. [ INVESTASI 5. | KEWAJIBAN KEPADA
Bank Investas| 2138 4,500 PESERTA
Deposito Barjangka 17 623 168/ 14.366 493 Hutang Klaim 15.538 14.107
Saham, Reksadana & Surat Hutang JHT 33,510,682 28.437 556
Berharga Lainnya 3,965,804 | 3.437.043 Cadangan Teknis 3161634 | 2677852
Obligasi & Surat Hutang Lainnya [15.622.029|14.096 028
R Jumlah Kewajiban Kpd Paserla  |35.687.854| 21,129,555
Tanah dan Praperti 568687 | 618.178
Investasi Lain B.026 8.026 6. | HUTANG LANCAR
Jumlah Investasi 57 829 850| 32 530 266 ) Frnpalt BEOMY. || A=
Beban YMH Dibayar 112498 | 83648
2. | HARTA LANCAR Pendapatan Diterima di Muka 6.735 9954
Kas dan Bank 51.717 68,980 Hutang Lain-lain 54717 37.266
Piutang |uran/Usaha 77en 85,980
Jumlah Hutang Lancar 231.040 301800
Pendapatan YMH Diterima 486,652 | 391,349
Piutang lain-lain 30.575 28843 | 7. | Kewa)lban Lainnya 15.148 2019
Aktiva Lancar Lainnya 12642 12.080 8. | HAK MINORITAS 4 4
Jumlah Harta Lancar 636.797 | 567.242 a. | MoDAL
3. | HARTA TETAP (Netto) 196.387 185.892 Modal ditempatkan/Disator 125.000 125.000
11257 1,405,661
4. | HARTALAIN 149.265 | 119.675 Gadangan osdangan “adegfi40a00
Saldo Laba (Rugi )Tahun Berjalan 629.623 421.084
Jumlah Modal 1.880.352| 1.951.725
JUMLAH KEWAJIBAN
JUMLAH HARTA [38.814.399| 33.403 075 DAN MODAL 38.814.399| 33403075

Sumber: www jamsostek. go.id
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Jamsostek kurang diperhatikan. Seharusnya peserta Jamsostek dapat
merasa puas dengan pemberian bunga atau pemberian hasil pemgembangan
pembayaran Jaminan Hari Tua. Dengan demikian melalui Surat Keputusan
Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/236/092005 memutuskan untuk
meningkatkan pemberian hasil pengembangan pembayaran Jaminan Hari Tua

Kontribusi kepada Masyarakat dan Pekerja Jamsostek

Sampai Dengan 31 Desember 2005
(dalam jutaan rupiah)

Tabel 7.3 Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

MNo. Keterangan Jumlah Unit Jumlah
{Juta Rupiah)
1. | Rumah susun sewa di Batam, Cikarang 909 | Kamar 62.303
dan Makasar
2. | Pinjaman Uang Muka Perumahan 41.875 | Tenaga Kerja 218.080
3. | Pinjaman Koperasi Pekerja 210 | Koperasi 27.257
4. | Pinjaman DMTK 149 | Kontraktor 4.188
5. | Pinjaman Provider Pelayanan Kesehatan 5 | Rumah Sakit 1.039
6. | Pusat Penanggulangan Kecelakaan Kerja 108 | Rumah Sakit 23565
( Traumatic Centre)
7. | Bantuan Rumah Sakit Pemerintah 281 | Rumah Sakit 26.603
8. | Bantuan BLK 22 | Unit 4.880
9. | Bantuan Pelatihan Tenaga Kerja 552 | Kegiatan 501
10. | Bantuan Beasiswa 29.291 | Tenaga Kerja 23.463
11.| Bantuan PHK 54 214 | Tenaga Kerja 11.851
12.| Pelayanan Kesehatan Cuma-Cuma 1.142 | Kegiatan 12.876

Sumber. wwwjamsostek. go.id
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Tabel 7.4 Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL)

MNo. Keterangan Jumlah Unit Jumlah
{Juta Rupiah)

1. | Program Kemitraan

— Jumlah Penyaluran 4,984 | Mitra Binaan 106.098

—  Provinsi/ Wilayah Binaan 30 | Provinsi

2. | Program Bina Lingkungan

= Jumlah Penyaluran 6.913 | UnitYKegiatan 17.811

Sumber: www jamsostek. go.id

dari 7% menjadi 8,5% berlaku mulai 01 Oktober 2005.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Penga-
wasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor
B.337/1 ).lPI"KfIXf()Smherlakukan kembali aturan pengambilan Jaminan Har1
Tua sebelum usia 55 tahun, apabila tenaga kerja tersebut mengalami pemutusan
hubungan kerja dan telah mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya
5 (lima) tahun dan telah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan terhitung sejak
tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.

Bentuk lain dari kontribusi kepada masyarakat berupa Dana Peningkatan
Kesejahteraan Peserta atau lebih dikenal sebagai DPKP merupakan dana yang
dihimpun dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta program
Jamsostek yang diambil dar1 sebagian dana hasil keuntungan PT Jamsostek
(Persero). Pelaksanaan program DPKP imi berlandaskan pada Surat Menteri
Keuangan No. S-521/MK.01/2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman
Umum Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP). Program-program

KP yang sudah dilaksanakan terdiri atas dua jenis. yaitu sebagai berikut.
1. DPKP Bergulir (Dikembalikan)
a. Investas: Jangka Panjang, seperti:
- Pembangunan Rumah Susun Sewa
- Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
b.  Pinjaman dana mencakup:
- Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP)
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- Pimjaman Koperasi Karyawan/Pekerja

2. DPKP Tidak Bergulir (Hibah)

a. Bidang Kesehatan, antara lain:
- Bantuan untuk renovasi RS/Poliklinik
- Bantuan mobil Ambulance kepada RS/Poliklinik
- Bantuan Peralatan Medis kepada RS/Poliklinik
- Pelayanan Kesehatan secara cuma-cuma

b. Bidang Pendidikan, seperti:
- Bea Siswa
- Pelatthan Tenaga Kerja
- Bantuan untuk Balai Latihan Kerja

a Bantuan Keuangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Program Kemitraan adalah salah satu program dari Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan yang lebih dikenal sebagai PKBL. Program kemitraan
ini merupakan kerja sama antara BUMN dengan usaha kecil yang bertujuan
untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri
melalul pemanfaatan dana dan bagian laba BUMN, sesuai dengan Keputusan
Menter1 BUMN No. Kep-236/MBU/2003. Kelompok Usaha Kecil i1 dapat
berbadan hukum seperti PT, Koperasi, CV, Fa atau tidak berbadan hukum atau
Perorangan. Adapun Jenis Program Kemitraan ini antara lain:

1. Pinjaman Biasa, yaitu pinjaman vang diberikan kepada Usaha Kecil atas
dasar untuk penambahan modal kerja dan bukan atas dasar pesanan dar
Rekanan Usaha Kecil.

2. Pinjaman Khusus, vaitu pinjaman yang diberikan kepada Usaha Kecil atas
dasar pesanan dari Rekanan Usaha Kecil.

Persyaratan Usaha Kecil adalah:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000.- (dua ratus juta
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memulik1 hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000.- (satu
miliar rupiah).

3. Milik Warga Negara Indonesia;

4. Berdin sendir1, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
vang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak
langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;

5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha vang tidak berbadan
hukum, atau badan usaha vang berbadan hukum, termasuk koperasi;
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6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai
potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) adalah salah satu program dari
Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang memberikan pinjaman
sebagian Uang Muka Perumahan kepada tenaga kerja peserta Jamsostek untuk
pemenuhan kebutuhan perumahan melalui fasilitas KPR dari perbankan.
Tujuan dar1 PUMP in1 adalah untuk membantu Tenaga Kerja peserta program
Jamsostek dalam rangka pemilikan rumah melalul KPR perbankan. PUMP mi1
akan diberikan kepada Tenaga Kerja vang telah memenuhi persyaratan dengan
Jumlah maksimal, yaitu sebesar Rp7.500.000,-/orang dan sewaktu-waktu dapat
ditingkatkan. Tingkat suku bunga yang dikenakan oleh PUMP sangat ringan,
vaitu sebesar 3% (tiga persen) pertahun, yang diberlakukan flat. Jangka waktu
PUMP maksimal 5 tahun dan tipe rumah yang mendapat dukungan PUMP
Jamsostek maksimal sampai dengan rumah sederhana (RS/T36).

Terdapat syarat guna terlaksananya PUMP bagi Perusahaan sebagai
penjamin, Tenaga Kerja dan Pengembang. Syarat bagi perusahaan sebagai
penjamin adalah sebagai berikut.

- Mempunyai komitmen terhadap kesejahteraan pekerja/karyawannya
termasuk dalam rangka pemilikan rumah.

- Telah terdaftar sebagai peserta program Jamsostek.

- Tertib administrasi kepesertaan program Jamsostek.

- Menerima tawaran dari Pengembang/Developer mengenai penjualan
rumah melalui KPR-Perbankan (atau mencari sendiri lokasi perumahan
dan Pengembang/Developernya).

- Menyeleksi serta merekomendasikan Tenaga Kerja yang mengajukan
PUMP ke PT Jamsostek (Persero).

- Menjamin pemotongan secara kolektif angsuran PUMP setiap bulan dengan
membuat Surat Pernyataan bermeterai (Formulir PUMK-3).

- Membayar angsuran PUMP sesuai jadwal pembayaran.

Syarat bagl tenaga kerja adalah sebagai berikut.

- Belum memiliki rumah sendiri.

- Telah terdaftar menjadi peserta Jamsostek minimal 1 tahun atau
direkomendasikan oleh Manajemen Perusahaan.

- Memiliki Kartu Peserta Jamsostek (KPJI)

- Mendapatkan rekomendasi dari perusahaan untuk pengajuan PUMP.
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Untuk 5 tahun pertama mampu membayar angsuran PUMP dan angsuran
KPR (dihitung dar1 penerimaan gaji bulanan dan pendapatan lamnya).
Bersedia dipotong gajinva oleh perusahaan untuk pembayaran angsuran
PUMP setiap bulan hingga lunas.

Setuju dan sepakat untuk membeli rumah vang ditawarkan oleh
Pengembang, baik lokasi rumah, tipe rumah, harga rumah, besarnyva vang
muka KPR, jangka waktu, maupun suku bunga KPR-nya.

Dinyatakan lulus seleksi oleh Bank pember1 KPR dengan bukt diterbitkan:
SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit) diberlakukan
bagi Pengembang anggota APERSI/KOPPERSI atau setelah Akad Kredit
diberlakukan bagi Pengembang anggota REI atau Perum Perumnas.
a-'aral bagi Pengembang adalah sebagai berikut.

Terdaftar sebagai anggota REI atau APERSI/KOPPERSI (Koperasi
Pengembangan Rumah Sederhana Indonesia) atau Perum PERUMNAS.
Mendapatkan rekomendasi dari REI atau APERSI/KOPPERSI setempat
(kecuali Perum PERUMNAS).

Telah memiliki lahan siap bangun dan mendapatkan izin prinsip dari
Instansi yang berwenang (lahan tidak bermasalah).

Mendapat dukungan dari Bank Pember1 KPR.

Melakukan penawaran rumah melalui Perusahaan peserta Jamsostek yang
dikoordinasikan dengan kantor cabang PT Jamsostek (Persero) dalam
rangka konfirmasi ketertiban administrasi kepesertaannya.

Prosedur Peminjaman Uang Muka Perumahan meliputi dua tahap, yaitu
Tahap proses awal

Pengembang/Developer menawarkan rumah kepada peserta Jamsostek
(sebelumnya dikoordinasikan dengan Kantor Cabang PT Jamsostek
setempat) untuk konfirmas: perusahaan-perusahaan mana saja yang layak
ditawarkan rumah. Atau Perusahaan/Koperasi Karyawan bersama tenaga
kerja mencarn sendiri lokasi perumahan dan Pengembang/Developernya.
Apabila Perusahaan/Koperasi Karyawan dan tenaga kerja sepakat atas
penawaran rumah oleh Pengembang, maka Perusahaan/Koperasi karyawan
membuat Surat Permohonan PUMP (untuk memastikan adanya PUMP dari
PT JAMSOSTEK) yang dilampiri antara lain:

a. Formulir PUMP-1.

b.  Formulir PUMP-2.
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¢.  Formulir PUMP-3.
Formulir PUMP-4.

e. Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan atau vang berwenang kepada
Koperasi Karyawan apabila yang mengajukan proposal PUMP dan
menandatangani Perjanjian PUMP adalah Koperasi Karyawan (dibuat
sendiri oleh Perusahaan) dan disesuaikan dengan ketentuan vang
berlaku di perusahaan. Khususnya perusahaan asing/PMA.

f.  Fotokopi KPJ, KTP, Kartu Keluarga.

3. Kantor Cabang PT Jamsostek meneliti persyaratan dan kelengkapan
proposal yang diajukan Perusahaan/Koperasi karyawan serta konfirmasi
ulang kepada Perusahaan/Koperasi Karyawan atas pengajuan permohonan
PUMP.

4. Apabila permohonan PUMP memenuhi persyaratan maka Kantor Cabang
PT Jamsostek wajib membuat Surat Persetujuan Prinsip-Formulir PUMP-5
kepada Perusahaan/Koperasi Pekerja yang intinya agar menyampaikan kopi
SP3K atau Bukti Akad Kredit apabila tenaga kerja yang mengajukan PUMP
dmyatakan lulus selekst KPR-Per-Bankan serta meminta keleng-kapan
data (apabila ada data yang perlu dilengkapi), dan apabila permohonan
PUMP dianggap tidak memenuhi persyaratan, maka Kantor Cabang PT
Jamsostek membuat surat jawaban penolakan.

B. Tahap Proses Pencairan PUMP

Setelah masing-masing tenaga kerja dinyatakan lulus seleksi KPR-Perbankan,
maka Perusahaan/Koperasi Karyawan menyampaikan kopi SP3K atau Bukti
Akad Kredit, kepada Kantor Cabang PT Jamsostek. Atas dasar penyampalan
kopt SP3K atau Bukti Akad Kredit oleh Perusahaan/Koperasi Karyawan,
maka Kantor Cabang PT Jamsostek melaporkan kepada Kantor Wilayah untuk
ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Penetapan PUMP-Formulir PUMP-6.
Kantor Wilayah membuat Surat Penetapan PUMP-Formulir PUMP-6 berikut
Lampiran penetapan tenaga kerja yang mendapat PUMP - Formulir 6a untuk
dikirim ke Kantor Cabang PT Jamsostek. Atas dasar Surat Penetapan PUMP,
maka Kantor Cabang PT Jamsostek membuat dan menandatangam Perjanjian
PUMP-Formulir PUMP-7 dengan Perusahaan/Koperasi Karyawan yang
dilampiri:

a. Lampiran I (Nama-nama tenaga kerja penerima PUMP)-Formulir PUMP
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Ta.
b. Lampiran II (jadwal angsuran) - Formulir PUMP 7b.
¢. Lampiran ITI (Daftar pemotongan angsuran PUMP)-Formulir PUMP 7e.

Atas dasar Perjanjian PUMP-Formulir PUMP-7 yang ditandatangamn
Kantor Cabang PT Jamsostek maka Kantor Wilayah melakukan transfer PUMP
ke Rekening Pengembang/Developer. Fotokopi bukti transfer pencairan PUMP
dikirim ke Kantor Cabang sebagai file bukti pencairan PUMP. Perusahaan/
Koperasi Karyawan membayar angsuran PUMP sesuai jadwal angsuran pada
Lampiran II Perjanjian PUMP ke Rekening DPKP Kantor Wilayah dan kopian
bukti angsuran (bukti transfer) wajib disampaikan ke Kantor Wilayah dan
Kantor Cabang PT Jamsostek setempat. Kantor Cabang PT Jamsostek wajib
membina dan memonitor kelancaran angsuran PUMP oleh Perusahaan/Koperasi
Karyawan dengan meminta kopian bukti transfer setiap bulan sampai lunas
(meskipun angsuran ditransfer ke rekening DPKP Kantor Wilayah atau Kantor
Pusat). Kantor Wilayah dan Kantor Cabang PT Jamsostek memelihara dan
menyimpan dokumen (File) berkas Program PUMP masing-masing debitur.

Pemerintah dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja pada
dasamya adalah suatu program yang diadakan oleh pemerintah dan bertujuan
untuk membantu pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja, program jaminan sosial
tenaga kerja sangat membantu dalam hal memberikan perlindungan dasar bagi
pekerja untuk mcngmi risiko-risiko vang timbul di dalam dan karena hubungan
kerja. Pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja merupakan hal yang
menjadi perlindungan, khususnya bagi kaum pekerja di suatu perusahaan.

Pihak yang berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan jaminan sosial
pekerja, vaitu Departemen Tenaga Kerja. Departemen tenaga kerja melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan vang berlaku. Untuk menjamin terlaksananya peraturan
ketenagakerjaan, maka perlu ada suatu sistem pengawasan guna mengawasi
pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan. Tugas tersebut adalah
menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal in1 Departemen Tenaga Kerja
untuk melaksanakannya.”

Untuk menjamin pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan perlu diadakan
pengawasan. Sampai saat ini pengawasan masih mendasarkan pada ketentuan
Edang-Undang Nomor 23 Tahun 1948. Berdasarkan ketentuan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948, adalah
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(1) Epeawasan perburuhan diadakan guna:

a. mengawasl berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan
perburuhan pada khususnya;

b. mengumpulkan bahan-bahan kekurangan tentang soal-soal hubungan
kerja keadaan perburuhan dalam arti vang seluas-luasnya guna
membuat undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan;

¢. menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya
dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

(2) Menter1 yvang disertal urusan perburuhan mengadakan laporan tahunan
tentang pekerjaan pengawasan perburuhan.

Pelaksanaan program Jamsostek pada perusahaan ini sangat membantu
terutama, vaitu dengan memberikan penyuluhan mengenai program jaminan
sosial tenaga kerja vang wajib dilaksanakan bagi perusahaan vang telah
memenuhi persyaratan, yakni sudah mempunyai tenaga kerja berjumlah lebih
dari 10 orang atau juga telah mengeluarkan uang untuk menggaji pekerjaannya
minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya. Jumlah ini
perlu mendapat perhatian agar segera direvisi.

Untuk menjamin terlaksananya peraturan ketenagakerjaan tentang jaminan
sosial lqgpga kerja, perlu adanya suatu sistem pengawasan pelaksanaan undang-
undang jaminan sosial tenaga Kerja. Pengawasan tersebut dilakukan oleh menten
tenaga kerja atau pegawai Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk olehnya.
Dalam hal ini vang berwenang melakukan penvidikan adalah pegawai
Departemen Tenaga Kerja dan polisi Negara Republik Indonesia. Pegawai
tenaga kml, berhak menyelidiki perusahaan vang tidak melaksanakan
program jaminan sosial tenaga kerja atau melaksanakan yang tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku dengan bantuan polisi negara. Apabila terbukti
perusahaan yang tidak menjalankan peraturan tentang perburuhan, sesuai
dengan peraturan yang berlaku, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan
sanks1 sesual dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan ketentuan
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, yaitu
(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 8 ayat (1),

9 _ Jhid, him. 143,
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ayat(3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1), dan Pasal
26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1)
untuk kedua kali atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh
kekuatan hukuman tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan
selama-lamanm (delapan) bulan.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
Sanksi yang diberikan kepada pengusaha vang melakukan pelanggaran
atau tidak menjalankan Undang-Undang Perburuhan tersebut dilakukan
secara tegas oleh Departemen Tenaga Kerja. Dengan adanya sanksi yang tegas
tersebut perusahaan akan melaksanakan kegiatan usahanya dan mempekerjakan
pekerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga produktivitas
pekerja lebih baik.

Pihak PT Jamsostek dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan jaminan
sosial tenaga kerja sebatas pada sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja
tidak melakukan pengawasan. Apabila ada pelanggaran, PT Jamsostek akan
melapor kepada penyidik dan Departemen Tenaga Kerja sebagar pengawas.
Permasa-lahan yvang dihadapi saat im1 berkaitan dengan penvelenggaraan
Jamsostek adalah adanya pro dan kontra tentang monwi penyelenggaraan
Jaminan sosial tenaga kerja yang berdasarkan ketentuan PP No. 36 Tahun 1995
tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jamsostek kepada Persero
PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Tepatkah hal 1tu?

Apabila didasarkan pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945, apakah penyeleng-
garamlamsostek bagi buruh swasta sudah tepat dikategorikan sebagai salah
satu cabang produksi vang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara, sehingga penyelenggaraannya harus dilakukan oleh badan usaha milik
negara (BUMN)? Tidak dapatkah penyelenggaraannya dilakukan oleh swasta
supaya tercipta persaingan yang sehat yang fair bagi kalangan pengusaha
asuransi?

Adanya monopoli oleh negara melalui Persero PT Astek akan berakibat
besar dan macam jaminan yang diberikan bagi buruh cenderung statis serta
kurang adanya peningkatan. Berbeda apabila penyelenggaraannya diserahkan
kepada majikan untuk mengadakan pemilihan ditkutkan kepada pihak asuransi,
yang mana pengelolaan dana jaminan sosial senantiasa mengacu pada ketentuan
vang berlaku, yakni PP No. 22 Tahun 2004 dengan pilihan portofolio investasi
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yang selain didasarkan pada prinsip ikuiditas dan rendah risiko berdasarkan
prinsip keamanan dan optimalisasi hasil. Hal i1 dapat dilihat pada Tabel 7.5
berikut.

Apabila kita telaah lebih lanjut. Kekayaan Persero PT Jamsostek 100%
berasal dari 1uran pekerja untuk penyelenggaraan Jamsostek (dalam bentuk
pengalihan risiko majikan kepﬁ PT Jamsostek).

Pada tahun 2004 disahkan PP No. 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan
Investasi Dana Program Jamsostek. Dalam peraturan itu kekayaan PT Jamsostek
dapat duinvestasikan dan tidak dinvestasikan. Yang dunvestasikan dapat dalam

Tabel 7.5 Pengelolaan Jamsostek

Instrumen yang Diperbolehkan Batasan Setiap Instrumen *) Batasan Setiap

Bilaale &)
T

Deposito 100% Maksimal 20%
per Barmk gmuom

F PR Bl
STl Uiy iNTydara

Suratttang Korporast S0% Matsmat S rperpemerbit—
Safam 50% faksimat 5% per emitem
—Penyertaantangsung 5% Maksimat-tiperpitak———
Propert HO% =
reksadana U 1 ol
Repo 10% Maksimal 2%

! it
Pef-CoUerPaft

Instrumen yang dilarang: Derivatives, investasi di luar negeri, komoditi, instrumen perdagangan

sﬂgan%upema?afnmﬁw:mwie & Pemegang Saham
umbper, jamsosiek. go.i =

@tuk:
a

deposito berjangka atau sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit
on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan
1 (satu) bulan:
saham yang tercatat di bursa efek;

¢. surat utang. vang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan peringkat
paling rendah atau yang setara pada saat penempatan:
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ﬂlil pernyataan reksadana;
Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut REPO, dengan jenis
jaminan terbatas pada:
1. surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
2. obligasi koperasi dengan peringkat paling rendah atau yang setara,
pada saat pembelian:
3. saham yang termasuk dalam kelompok L.Q 45
4. unit penyertaan reksadana.
f.  penyertaan langsung:

g. tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan.

Adapun jenis kekayaan bukan investasi terdir1 atas kas dan bank. prutang
uran, piutang mvestasi, dan piutang hasil investasi. Adalah tidak adil apabila
tidak dipikirkan pengembalian keuntungan atas pengelolaan yang telah
dilakukan oleh Pesero PT Astek kepada peserta Jamsostek. yaitu buruh. Selama
ini pemberian santunan atau jaminan sudah baku, vaitu didasarkan pada PP No.
64 Tahun 2005 saja. Bagaimana seandainya tindakan pengelolaan itu membawa
akibat kerugian atau terjadi pengalihan kekavaan yvang melanggar hukum atau
merugikan kepentingan peserta Jamsostek?"

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengelolaan jaminan sosial bagi pekerja yang dimonopoli oleh satu
badan hukum milik negara adalah bertentangan dengan semangat antimonopoli
vang telah ada sejak tahun 1999. Monopoli pengelolaan Jamsostek oleh negara
sangat perlu untuk direformasi.

Iuran Jamsostek seratus persen berasal dan pekerja. Sudah seharusnva
keuntungan prioritas utama harus untuk kesejahteraan pekerja. Sayangnya masih
Jauh dan kenyataan. Pengelolaan kekayaan PT Jamsostek sangat memungkinkan
untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Untuk itulah pasca reformasi ini, sangat dibutuhkan suatu keberanian untuk
merombak keberadaan monopoli pengelolaan Jamsostek oleh PT Jamsostek.

10 Asn Wijayanti, Reformasi Hukwm Ekonomi dalam Penyelenggaraan Jamsostek bagi Pekerja, Yustitia,
Vol 1, April 2007, hlm. 8.
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LATIHAN
Carlah artikel di mmternet mengenai pengelolaan dana jamsostek oleh PT
Jamsostek, selanjutnya diskusikanlah apakah pengelolaan 1tu sudah mencer-

minkan keadilan.
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BAs 8
= PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA (PHK)

1
A. PENGERTIAN PHK DAN CARA TERJADINYA gHK
Pemutusan hubungan kerja l:gasarkan ketentuan Pasal 1 angka (25) Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu
hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/
buruh dan pengusaha.

1. Pengertian PHK

Pemutusan hubungan ma i1 berdasarkan ketentuan Pasal 150 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 meliputi PHK yang terjadi di badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau
badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha
sosial dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan
orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalammntuk lain.

PHK berarti suatu keadaan di mana si buruh berhenti bekerja dari
majikannya. Hakikat PHK bagi buruh merupakan awal dar1 penderitaan,
maksudnya bagi buruh permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari
berakhirnya mempunyai pekerjaan. permulaan dari berakhirnya kemampuannya
membiayai keperluan hidup sehari-har baginya dan keluarganya. Pengusaha,
serikat pekerja, dan pemer@h harus mengusahakan agar jangan terjadi
pemutusan hubungan kerja (Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun
2003). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2 ) dan (3) Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kernja

tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib
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dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan
pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi
anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar
tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan
hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari
lembaga penyelesaian perselisthan hubungan industrial.

PHK harus dijadikan tindakan terakhir apabila ada perselisithan hubungan

industrial. Pengusaha dalam menghadapi para pekerja hendaknya:

a. Menganggap para pekerja sebagai partner yang akan membantunya untuk
menyukseskan tujuan usaha.

b. Memberikan imbalan yang layak terhadap jasa-jasa yang telah dikerahkan
oleh partnernya itu, berupa penghasilan yang layak dan jaminan-jaminan
sosial tertentu, agar dengan demikian pekerja tersebut dapat bekerja lebih
produktif (berdaya guna).

¢. Menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya.'

Oleh karena 1tu, para pekerja vang bekerja pada perusahaan tersebut harus
mengimbangi jalinan atau hubungan kerja dengan kerja nyata yang baik. penuh
kedisiplinan, dan tanggung jawab agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan
penuh keberhasilan bagi kepentingan pekerja itu sendiri. Segala hal yang kurang
wajar di dalam perusahaan tersebut akan diselesatkannya dengan musyawarah
dan mufakat seperti perselisthan vang terjadi dalam suatu keluarga besar.

Dengan demikian perusahaan tidak akan terganggu usaha produksinya
karena kedua belah pihak saling memperhatikan, saling menghargai. dan saling
berkegiatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Agar kedua belah pihak dapat
mewujudkan keberhasilan perusahaan perlu adanya kendali, dan kendali 1tu
berwujud ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Tanpa adanya
kendali, manusia sering terdorong oleh nafsu-nafsu yang menjadikannya berada
di luar batas kesadaran, akan melakukan saling peras-memeras (exploitation
des I'homme par [ 'home) atau yang kuat akan memakan yang lemah (homo
homini lupuis).?

1 Y'W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, Masalal PHK dan Pemogokan, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm.
129.

2 Y.W. Sunindhia dan Nm\lidi_\'anii, op. ¢if., him. 137.

3 G. Karasapoetra, dkk, Hukum Perburahan, Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, Armico,
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Jadi, baik pember1 pekerja maupun yang diber1 pekerjaan harus terkendali

atau harus menundukkan diri pada segala ketentuan dan peraturan yang berlaku,

harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan masing-masing sesuai

dengan tugas dan wewenangnya, hingga keserasian dan keselarasan akan selalu

terwasmd .’

PHK pada dasarnya harus ada 1zin, kecuali dalam hal tertentu berdasarkan

ketentuan Pasal 154 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu

a.
b.

pekerja dalam masa percobaan, bila disyaratkan secara tertulis sebelumnya;
pekerja mengajukan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri
tanpa ada indikas1 adanya tekanan/intimidasi dar1 pengusaha, berakhirnya
hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama
kali;

pekerja mencapai usia pensiun:

pekerja meninggal dunia.

Batasan pemberian izin PHK digantungkan pada alasannya, yaitu izin tidak

dapat diberikan atau karena alasan yang dilarang. Berdasarkan ketentuan Pasal
153 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, apabila

a.

pekerja berhalangan masuk karena sakit menurut keterangan dokter selama
waktu 12 bulan secara terus-menerus:

pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi
kewajiban terhadap negara;

pekerja menjalankan 1badah yang diperintahkan agama;

pekerja menikah:

pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui
bayinya;

pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja
lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian
kerja atau PKB;

pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja,
pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja. atau di dalam
jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang
di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB:

£

Bandung, 1983, him. 13,
Ihid., hlm. 29.
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pekerja mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan
pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

1. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan

jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

J. pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau
sakit karena hubungan kerja vang menurut surat keterangan dokter akibat
kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat
keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya dapat dipastikan.

2. Cara Terjadinya PHK

Pada dasarnya cara terjadinya PHK ada 4 macam yaitu PHK demi hukum,
PHK oleh buruh. PHK oleh majikan dan PHK atas dasar putusan pengadilan.

a. PHK Demi Hukum

PHK demi hukum terjadi karena alasan batas waktu masa kerja yang disepakati

telah habis atau apabila buruh meninggal duma. Berda Sﬂrml ketentuan Pasal 61

avat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Perjanjian kerja berakhir apabila:

a. pekerja meninggal dunia;

b. berakhirnva jangka waktu perjanjian kerja;

¢. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga
penyelesaian perselisthan hubungan industrial yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; atau

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian
kerja. peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1603 e Burgerlijk Wetboek, pengertian
waktu tertentu yang menentukan berakhirnya suatu hubungan kerja ditetapkan
dalam perjanjian, atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta
kebiasaan.

b. PHK oleh Buruh

PHK oleh buruh dapat terjadi apabila buruh mengundurkan diri atau telah
terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan buruh minta di PHK.
Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun
2003, atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari
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pengusaha, berakhimya hublwan kerja sesua1 dengan perjanjian kerja waktu
tertentu untuk pertama kali. Pengunduran diri buruh dapat dianggap terjadi
apabila buruh mangkir paling sedikit dalam waktu 5 hari kerja berturut-turut
dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara tertulis, tetapi pekerja tidak
dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang No. 13 Tahun
2003, Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan
kerja kepada lembaga penvelesalan perselisthan hubungan mdustrial dalam
hal wusaha melakukan perbuatan sebagai berikut.

a.  Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh.

b.  Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3

(tiga) bulan berturut-turut atau lebih.

Tidak melakukan kewajiban vang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang

diperjanjikan.

f.  Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan,
dan Kkesusilaan pekerja/buruh, sedangkan pekerjaan tersebut tidak
dicantumkan pada perjanjian kerja.

¢. PHK oleh Majikan

PHK oleh majikan dapat terjadi karena alasan apabila buruh tidak lulus masa
percobaan, apabila majikan mengalami kerugian sehingga menutup usaha, atau
apabila buruh melakukan kesalahan. I.amanya masa percobaan maksimal adalah
3 bulan, dengan syarat adanya masa percobaan dinyatakan dengan tegas oleh
majikan pada saat hubungan kerja dimulai, apabila tidak maka dianggap tidak
ada masa percobaan. Ketentuan lainnya apabila majikan menerapkan adanya
traming maka masa percobaan tidak boleh dilakukan.

Pengusaha tidak perlu melakukan PHK karena sesuai dengan Pasal 154
Undang-Undang No.13 Tahun 2003, yaitu penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:

a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersya-
ratkan secara tertulis sebelumnya;
b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis
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atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/itinudasi darn
pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja
waktu tertentu untuk pertama kali;

¢. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau
peraturan perundang-undangan; atau

d. pekerja/buruh meninggal duna.
Pemutusan hubungan kerja vang tidak layak, antara lain

a. Jika antara lain tidak menyebutkan alasannva; atau

b. jpka alasannya PHK 1tu dicari-car1 (prafexr) atau alasannya palsu;
Jika akibat pemberhentian 1tu bagi pekerja/buruh adalah lebih berat dari-
pada keuntungan pemberhentian 1tu bagi majikan; atau

d. jika buruh diperhentikan bertentangan dengan ketentuan dalam undang-
undangmu kebiasaan mengenai susunan staf atau aturan ranglijs (seniority
riles), dan tidak ada alasan penting untuk tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan 1tu.*
Sanksi atau hukuman bagi pemutusan hubungan kerja yang tidak beralasan,

vaitu

a. Pemutusan tersebut adalah batal dan pekerja yang bersangkutan harus
ditempatkan kembali pada kedudukan semula.

b. Pembayaran ganti rugi kepada pekerja tersebut. Dalam hal i1 pekerja

berhak memilih antara penempatan kembali atau mendapatkan ganti rugi.*

Majikan yang mengalami kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 163—Pasal

165 Undal Jndang No. 13 Tahun 2003 dapat mem-PHK buruhnya apabila:

PHK massal karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus-

menerus disertal dengan bukti keuangan yang telah diaudit oleh akuntan

publik paling sedikit 2 tahun terakhir. atau keadaan memaksa (force

majeur).

PHK massal karena perusahaan tutup karena alasan perusahan melakukan
s1ensi;

PHK karena perubahan status atau perubahan kepemilikan perusahaan

sebaglan atau seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dengan syarat-

syarat kerja baru yang sama dengan syarat-syarat kerja lama dan pekerja

49
(. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila, Sinar Grafindo, Jakarta,
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@k bersedia melakukan hubungan kerja;

4. PHK karena perubahan status atau perubahan pemilikan perusahaan
sebagian atau seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dengan pengusaha
tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya dengan alasan apa pun.

Sesungguhnya pihak pengusaha enggan untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja, karena pekerja vang telah ada dapat dikatakan sebagai pekerja
vang telah mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan kerja di perusahaannya,
walaupun baru satu atau dua bulan, pembinaan terhadap mereka tinggal sekadar
untuk lebith memantapkan produktivitas kerjanya. Memberhentikan pekerja/
buruh yang telah bekerja beberapa bulan di perusahaannya hanya dilakukan
karena Keterpaksaan. maksudnyva buruh yang bersangkutan walaupun telah
sering dimasihati, diber1 peringatan, tetap tidak mau mengubah sikap dan
perilakunya yang kurang baik, sehingga selalu membuat kesal pengusaha dan
merugikan perusahaan. Hanya dalam melakukan pemutusan hubungan kerja
karena keterpaksaan ini, pengusaha vang baik akan tetap memperhatikan
ketentuan perundang-undangan atau hukum yang berlak

Adapun alasan-alasan yang dapat membenarkan suatu pemutusan hubungan
kerja oleh majikan/pengusaha atas dir1 pekerja, yaitu
. Alasan Ekonomis

a.  Menurutnya hasil produksi yang dapat pula disebabkan oleh beberapa
faktor misalnya:

1) merosotnya kapasitas produksi perusahaan yang bersangkutan;

2) menurunnya permintaan masyarakat atas hasil produksi
perusahaan vang bersangkutan;

3) menurunnya persediaan bahan dasar;

4) tidak lakunya hasil produksi yang lebih dahulu dilemparkan ke
pasaran dan sebagamya. yang semua ini secara langsung maupun
tidak langsung mengakibatkan kerugian.

Merosotnya penghasilan perusahaan, yang secara langsung meng-

akibatkan kerugian pula.

F’EP‘

Merosotnya kemampuﬂerusahaan tersebut membayar upah atau gag
atau imbalan kerja lain dalam keadaan yang sama dengan sebelumnya.
d.  Dilaksanakan rasionalisasi atau penyederhanaan vang berarti
pengurangan karyawan dalam jumlah besar dalam perusahaan
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2.

bersangkutan.®

Alasan lain yang bersumber dari keadaan yang luar biasa, misalnya:

a. karena keadaan perang vang tidak memungkinkan diteruskannya
hubungan kerja:

b. karena bencana alam yang menghancurkan tempat kerja dan
sebagainya;

G

karena perusahaan lain yang menjadi penyelenggara pekerjaan yang
bersangkutan termvata tidak mampu lagi meneruskan pengadaan
lapangan pekerjaan selama i ada. Adapun perusahaan atau majikan
vang secara langsung mempekerjakan para karvawan selama im
hanvalah merupakan kuasa yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan yvang lamn vang menjadi penyelenggara atau pengada
mangan pekerjaan tersebut;

d.  karena meninggalnya majikan dan tidak ada ahli waris yang mampu
melanjutkan hubungan kerja dengan karvawan yang bersangkutan.’

Selanjutnya PHK oleh rn] ikan dapat terjadi karena adanya kesalahan dar

buruh. Kesalahan buruh ada dua macam, yaitu kesalahan ringan dan kesalahan

ber

at. Kesalahan ringan tidak diatur dalam hldﬂng-Undﬂng No. 13 Tahun 2003

dan Kepmenaker No.Kep- 150/Men/2000, tetap: diatur dalam Pasal 18 ayat (1)
mmenakcr No. Per-4 /Men/1986, vaitu

d.

b.

Setelah tiga kah berturut-turut pekernja tetap menolak untuk menaati perintah
atau penugasan yang layak sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja,
KKB atau peraturan perusahaan;

Dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan
demikian, sehingga ia tidak dapat menjalankan pekerjaan yang diberikan
kepadanya;

Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba di bidang tugas
yang ada;

Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan kerja
bersama, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja.

Selanjutnya ikan dapat mem-PHK buruhnya apabila buruh melakukan

kesalahan berat. Hal 11 diatur dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No.

7

Jakarta, 1987, hlm, 15,

. Sunindhia dan Ninik Widivanti, ap. eit., him, 23.

8 _ htip:www hukumonline. cony'detail asp?id=16995& cl=Berita, “Sulitnya Membuktikan PHEK Akibat

Aktivitas di Serikat Pekerja™,
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Tahun 2003, yaitu

d.

penipuan, pencurian, dan penggelapan barang/uang milik pengusaha atau
milik teman sekerja atau milik teman pengusaha, atau

memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan, sehingga merugikan
perusahaan atau kepentingan negara, atau

mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat
bius atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau perangsang lainnya
yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di tempat kerja dan di
tempat-tempat yang ditetapkan perusahaan, atau

melakukan perbuatan asusila, atau melakukan perjudian di tempat kernja,
atau

menyerang, menganiaya, mengancam atau mcngilmlidasi atau menipu
pengusaha atau teman sekerja di lingkungan kerja, atau

membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan 57 | perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
atau

dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan dalam
keadaan bahggga barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi
perusahaan, atau

dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan teman
sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja, atau
membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang scharusnya
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, atau

melakukan perbuatan lammnya di lingkungan perusahaan yang diancam
pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Kesalahan berat itu berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) harus

didukung dengan bukti:

a.
b.

C.

pekerja/buruh tertangkap tangan:

ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau

bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak vang berwenang
di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya
dua orang saksi.
Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

menimbulkan celah hukum yang dapat disalahgunakan oleh pengusaha. Tiga
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bukt1 yang menjadi syarat adanya kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja
bersifat alternatif bukan kumulatif. Kata “atau” yang terdapat dalam Pasal 158
ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 seharusnya diganti dengan
kata “dan”. Ditinjau dari legal concept arti “dan” jauh berbeda akibat hukumnya
dengan arti dar1 “atau”. Pengusaha vang tidak senang dengan pekerja karena
alasan yang tidak dapat dibenarkan, (alasan pribadi misalnya pengusaha ditolak
cintanya oleh pekerja) maka pengusaha dapat dengan mudah mcngatmmategi
untuk menutupi kecurangannya hanya dengan menggunakan bukti vang tersebut
dalam Pasal 158 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 saja.

d. PHK karena Putusan Pengadilan

Cara terjadinya PHK yang terakhir adalah karena adanya putusan pengadilan.
Cara yang keempat ini sebenarnya merupakan akibat dari adanya sengketa
antara buruh dan majikan yang berlanjut sampai ke proses peradilan. Datangnya
perkara dapat dari buruh atau dapat dari majikan.

Pada umumnya ada empat macam cara terjadinya PHK, yaitu PHK demu
hukum, PHK yang datangnya dar1 pithak buruh, PHK yang datangnya dar pithak
majikan, dan PHK karena putusan pengadilan. Scbunamyara terjadinya PHK
cukup ada tiga macam, dengan mengabaikan PHK akibat putusan pengadilan,
karena PHK sebagai akibat putusan pcngadinl munculnya sebagai akibat dan
adanya sengketa antara buruh dan majikan mengenai perselisihan hubungan
industrial. Bentuknya dapat melalu1 gugat ganti rugi ke Pengadilan Neger
apabila diduga ada perbuatan yang melanggar hukum dari salah satu pihak atau
dapat melalui Pengadilan Hubungan industrial.

B. FILINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI-PHK

Perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja yang terpenting adalah
menyangkut kebenaran status pekerja dalam hubungan kerja serta kebenaran
msan PHK. Alasan vang dipakar dasar untuk menjatuhkan PHK yang dapat
dibagi dalam dua kelompok, yaitu alasan yang duzinkan dan alasan yang
tidak duzinkan untuk di-PHK. Yang perlu mendapat perhatian adalah adanya
ketentuan apabila pekerja tertangkap tangan melakukan kesalahan besar dapat
di-PHK tanpa izin. Hal im adalah bertentangan dengan hak asasi manusia,
khususnya asas praduga tak bersalah. Seseorang dikatakan telah terbukti
melakukan perbuatan pidana apabila secara tegas telah diputuskan oleh hakim.
Apabila pekerja yang terdapat tertangkap tangan melakukan kesalahan besar
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1tu hanya merupakan hasil rekayasa pengusaha, apa boleh bumkan berakibat
pekerja justru tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003. Adanya kebenaran alasan PHK untuk menjaga kemurnian
alasan penjatuhan PHK dari rekayasa majikan. Mengingat kebenaran alasan
sangat berpengaruh terhadap hak vang nantinva dapat diterima oleh buruh
pasca 1zin PHK turun.

Kebenaran alasan vang berasal dari cara terjadinya PHK vang datangnya
nri buruh dapat digolongkan menjadi dua, yaitu karena alasan buruh
mengundurkan dir1 atau karena adanya alasan mendesak yang mengakibatkan
buruh tidak dapat melanjutkan hubungan kerjanva. Alasan mengundurkan din
dar1 buruh harus benar karena jangan sampai terdapat kebohongan di dalam
alasan tersebut. Pengunduran dir1 1tu harus benar-benar murni atas imsiatif
buruh sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Pihak lain di sini dapat dari
majikan atau dari pihak ketiga.

Dalam praktik alasan mengundurkan diri banvak dipakai oleh personalia
atau HRD suatu perusahaan tentang keluarnya seorang buruh dari hubungan
kerja. Meskipun sebenarnya pengunduran dir1 1tu hanya rekayasa majikan
supaya hak vang diperoleh buruh lebih kecil danipada yang seharusnva.
Kenyataan dalam praktiknva sebenarnya PHK tersebut atas misiatif majikan,
tetapi direkayasa menjadi PHK karena pengunduran dirt buruh.

Alasan mengundurkan dir1 dar1 pithak buruh secara sukarela harus benar-
benar ditelusuri kebenarannya. Hal ini untuk melindungi buruh dari tindakan
sewenang-wenang dari majikan. Adanya alasan mendesak dari buruh untuk
mohon di-PHK juga untuk melindungi buruh. Buruh hanya mempunyai tenaga
vang melekat pada dirinya untuk diberikan kepada majikan dalam bentuk
melakukan pekerjaan, tenaga itulah satu-satunya harapannya untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidup dengan mendapat upah. Apabila terdapat buruh
vang tiba-tiba mengajukan adanya alasan mendesak untuk dilakukan PHK dapat
diartikan keadaan dirt buruh sudah dalam tahap membahayakan jiwanya, hal
ini perlu untuk dilindungi.

Kebenaran alasan vang berasal dari majikan dapat dikategorikan dalam
dua hal, yaitu adanya penutupan perusahaan atau adanya kesalahan buruh.
Selain itu, kebenaran alasan dapat juga ditelusuri dalam hal yvang berhubungan
dengan aktivitas pekerja di Serikat Pekerja/Buruh. Dalam kasus perselisihan
yang terjadi antara Kompas dengan Bambang (wartawannya).
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Tidak mudah membuktikarmakah PHK atau mutasi disebabkan oleh

aktivitas buruh di Serikat Pekerja. Apakah ada kaitan aktivitas di Serikat Pekerja
dengan terjadinya PHK. Untuk membuktikannya, dapat dipakai saksi. surat
(kalau ada), atau bisa juga dipakai rentetan peristiwa, hubungan sebab akibat.
Dalam jawabannya, Bambang menolak keras dalil Kompas vang menyatakan
mutasi dirinva tidak berhubungan dengan aktivitasnva sebagai Pengurus
Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK). D1 Pengadilan Negen Jakarta Pusat
Bambang juga mengajukan gugatan union busting, atau pemberangusan serikat
pekerja.®

Kasus 1tu bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 huruf a Undang-Undang
No. 21 Tahun 2000, yvaitu siapa pun dilarang menghalang-halangi atau memaksa
pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau
tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau
menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh
dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,
menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi.

Di lain pihak, penutupan perusahaan karena adanya kerugian yang didenta
oleh majikan terus-menerus harus dibuktikan kebenarannya. Jangan sampai 1tu
hanya kebohongan atau kelicikan majikan untuk membuka usaha baru setelah
usaha yang lamanva dinyvatakan pailit dan semua buruhnya telah di-PHEK.
Adanya bukti kerugian harus melalui proses audit dari akuntan publik paling
sedikit selama dua tahun terakhir berturut-turut.

Perkembangan selanjutnya penutupan usaha i diperluas meliputi pula
penutupan usaha karena adanya force majeur (misalnya tempat usaha terkena
bencana alam yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan hubungan kerja).
Selain itu, ada perluasan pengertian kerugian dengan adanya efisiensi, sehingga
akan ada pengurangan buruh yang di-PHK atau adanya perubahan status atau
perubahan kepemilikan atau adanya perubahan lokasi tempat kerja. Apabila
terjadi hal i1, pihak majikan harus bersikap terbuka dengan memberikan
informasi vang benar, supava tidak terjadi perbuatan vang mengarah kepada
pengrusakan dari pihak buruh.

PHK massal berdasarkan surat edaran dart Menaker No. SE-907/MEN/
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PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan PHK Massal, disebutkan bahwa

apabila dalam hal suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa
pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja haruslah
merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

. ngurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat

manajer dan direktur;
2.  mengurangi shift;
3.  membatasi/menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam Kerja:
4. mengurangi hari kerja;
5. melburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara

waktu;

6. tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja vang sudah habis masa
kontraknya;
7. memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi svarat.

Ketentuan di atas merupakan pengulangan dari Surat Menaker No. 295/
M/IV/1985 tanggal 10 April 1989 tentang Penanganan Penyelesaian Masalah
PHK Pasal | angka 2 disebutkan ada empat tahap vang dapat dilakukan untuk
menangani PHK massal, yaitu
Tahap [: Penyelamatan melalu pemingkatan usaha, efisiensi, dan penghematan-
penghematan antara lain dengan:
mengurangi shift;
membatasi/menghapus kerja lembur;
mengurangi jam kerja;
gryningkatkan usaha dengan peningkatan efisiensi dan penghematan:
meliburkan karyawan secara bergilir/merumahkan karyawan untuk
sementara waktu.

Tahap II Persiapan PHK
a. mengajukan 1zin prinsip PHK disertai hasil audit keuangan dari akuntan

o e

publik ke Menaker melalui suatu organisasi;

b. ada 1zin prinsip, selanjutnya dilakukan pengunduran diri secara sukarela
dengan penawaran kompensasi yang menarik.

Tahap III: Proses PHK

Dilaksanakan upaya penyelesaian secara Bipartid, Tripartid, P4D. P4P atau
ke Menaker.

Tahap IV: Penyaluran dan Penampungan
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Pendaftaran kepada bursa kesempatan kerja dan diusahakan kesempatan kerja
baru/dipersiapkan keterampilannya melalui latithan kerja sebelum mencari
lapangan kerja baru.

Secara yuridis, kedudukan Surat Menaker No. 295/ M/IV/1985 tanggal
10 April 1989 tentang Penanganan Penyelesaian Masalah PHK adalah lebih
tinggi daripada Surat edaran dari Menaker No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004
tentang Pencegahan PHK Massal. Surat Menaker mempunyai kekuatan hukum
keluar, artinyva dapat diterapkan ke umum Karena vang mengeluarkan adalah
pejabat vang berwenang dan dalam bentuk yang benar. Adapun surat edaran
hanya bersifat imbauvan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar.
Jadi. dengan adanva surat edaran darn Menaker No. SE-907/MEN/PHI-
PPHI/X/2004 tentang Pencegahan PHK Massal tidak dapat diartikan bahwa
Surat Menaker No. 295/M/IV/1985 tanggal 10 April 1989 tentang Penanganan
I’enwesaian Masalah PHK telah tidak berlaku.

Kebenaran alasan yang berasal dari majikan dengan dasar adanya kesalahan
buruh harus benar-benar ditelusuri. termasuk dalam kategori kesalahan ringan
atau kesalahan besar. Dalam praktik apabila buruh melakukan kesalahan
ringan misalnya tidak cakap melakukan pekerjaan maka pihak mapkan
meredaksionalkan alasan tersebut menjadi buruh telah melakukan suatu
kecerobohan, sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian.

Hal mlah yang mengakibatkan banyak terjadi PHK atas dasar adanya
kesalahan berat. Penggolongan suatu kesalahan tgguh dalam ringan atau berat
sangat berdampak pada perolehan hak pasca PHK,, oleh karena itu harus jelas dan
dapat diterima kedua pihak akan adanya kebenaran sehingga tidak merugikan
buruh. Kebenaran status buruh. Status buruh yang dimaksud meliputi adanya
kepastian mengenai tanggal mulai masuk kerja, komponen upah terakhir,
dan kedudukan atau jabatan buruh di dalzm}crusahaan. Hal i1 berpengaruh
terhadap hak buruh dalam mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa
kerja, serta ganti Kerugian dalam pengobatan dan perumahan.

Kebenaran status buruh/pekerja pada kedudukannya dalam hubungan
kerja, perlu dicermati. Akhir-akhir ini di masyarakat berkembang hubungan
kerja ]‘l@l didasarkan pada kontrak kerja yang tidak sah. Kontrak kerja yang
disebut perjanjian kerja untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 59
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nogh§ Tahun 2003 tidak dapat diadakan
untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan hanya dapat dibuat untuk pekerjaan
tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
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dalam waktu tertentu, yaitu

a. pekerjaan yang sekali selesal atau yang sementara sifatnya:

b. pekerjaan vang diperkirakan penyelesaiannva dalam waktu vang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

¢. pekerjaan vang bersifat musiman; atau

d.  pekerjaan vang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
produk tambahan yang masih@lam percobaan atau penjajakan.

Apabila status pekerja dalam hubungan kerja didasarkan pada perjanjian
kerja waktu tertentu vang tidak sah maka akibat hukumnya pekerja 1tu harus
dianggap sebagai pekerja tetap.

D1 l'@pihak, mengenal komponen upah, berdasarkan Surat Edaran
Menaker No. SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah
dan Pendapatan Upah, upah dibagi dalam dua kelompok, vaitu upah dan
pendapatan nonupah. Komponen upah meliputi upah pokok, tunjangan tetap,
dan tunjangan tidak tetap. Adapun komponen pendapatan nonupah terdiri atas
kompc— fasilitas, bonus, dan Tunjangan Hari Raya (THR). Yang dimaksud
dengan fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/natura vang diberikan
perusahaan karena hal-hal vang bersifat khusus/peningkatan kesejahteraan
pekerja. Adapun bonus adalah hasil keuntungan perusahaan/adanya hasil karena
melebihi target produksi atau adanya peningkatan produktivitas,

C. HAK-HAK BURUH YANG DI-PHK

Dari aturan-aturan hukum di atas, menimbulkan adan}mak—hak buruh yang
berkaitan dengan PHK. Hak-hak buruh itu meliputi uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja (uang jasa). uang ganti rugi perumahan dan pengobatan,
serta uang pisah.

Hak buruh 1tu timbul dar1 keterkaitan antara status buruh, upah buruh dan
alasan PHK yang berbentuk:
1.  Apakah buruh berhak atas pesangon, nang penghargaan masa kerja, dan

ganti rugi perumahan dan pengobatan?
2. Apabila berhak, berapakah besarnya.

Berkaitan dengan hal di atas, besarnya uang pesangon berdasarkan
ketentuan Pasal 156 avat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ditetapkan
paling sedikit sebagai berikut:
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masa Kerja kurang dari satu tahun,1 bulan upah;

masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun. 3 bulan upah;
masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
masa kerja 6 tahun atau lebih, tetap1 kurang dar1 7 tahun, 7 bulan upah:
masa Kkerja 7 tahun atau lebih, tetapr kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah:
masa kerja 8 tahun lebih, 9 bulan upah.

Besarnya uang penghargaan masa kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156

ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ditetapkan sebagai berikut:

masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
masa kerja 15 tahun atau lebih, tetap1 kurang dar1 18 tahun, 6 bulan upah;
masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
masa kerja 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;
masa Kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan upah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang

. 13 Tahun 2003, ganti kerugian meliputi:

cutl tahunan vang belum diambil dan belum gugur;

biaya atsmngkns pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat
di mana pekerja buruh diterima bekerja;

penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%
dari uang pesangon atau vang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi
syarat;

hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau pkb. (catatan dar1 penulis: misalnya unang pisah bagi pekerja yang
di- PHK karena melakukan kesalahan besar).

Dari ketentuan di atas dapat diketahu1 bahwa hak-hak pekerja apabila

dikaitkan dengan alasan PHK berdasarkan Undang-Undang No. 13 Th. 2003
adalah sebagai berikut.

D.

UPAYA HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI-PHK

Apabila ternyata pekerja tidak mendapatkan haknya sebelum terbentuknya

lembaga penyelesalan perselisthan hubungﬁlndustrial, berdasarkan ketentuan
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Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 lembaga yang dimaksud adalah Pengadilan
Hubungan Industrial maka dapat dilakukan upaya administratif atau upaya

perdata.

Tabel 8.1 Hak-hak pekerja yang di PHK dikaitkan dengan alasan PHK

ALASAN PESA- | PENGHAR- GANTI RUGI KETERANGAN
NGON | GAAN MASA | PERUMAHAN,
KERJA PERAWATAN
DAN
PENGOBATAN
PHK DEMI HUKUM
Masa kontrak kerja habis
Tidak lulus masa parcobaan
Meninggal dunia 2x 1% 1x Ps. 166
PHK OLEH BURUH
Mengundurkan diri 1x Ps. 162 ayat (1) dan
2y (ditambah wang
s
Alasan mendesak 1% ix ix Ps. 169 ayat (2)
(apabila tuduhan
peker- |a tidak terbukt
dinyata- takan aleh
lam
PPHI maka tidak berhak uang pesangan
dan
UPME)
Pensiun Zx 1x 1x
(pekarja dikutkan
prog-
ram pensiun tidak
men- dapal uang
pesangan, jika dilkutkan
tatapi
ettty ket ity
dibayarkan
pengusana, P& 167
ayat (1)
—PHIK-OLEH-MAIHOAN
Kesalahan buruh fingan 1x 1x 1x Ps.161/3
Kaesalahan buruh berat 1x 1x Ps. 180/7
Perusahaan wiup pailit 1% 1% 1% Ps. 165
Force majeur % 1% 1x Ps, 164/1
Ada efisiensi 2 1x [ Ps. 164/3
Perubahan staius, milik, lokasi, buruh menolak 1% 1% ix Ps. 1831
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Upaya hukum melalu upaya administratif, penyelesaiannya dapat melalui:
upaya Bipartid yang dilakukan antara pekerja dan pengusaha sebagai pihak yang
terikat dalam hubungan kerja. Apabila perundingan itu mencapai kesepakatan
maka hasil persetujuan itu mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi, apabila
perundingan tidak mencapai kesepakatan maka dapat minta anjuran ke Dinas
Tenaga Kerja setempat.

Apabila anjuran dari Dinas Tenaga Kerja tidak diterima oleh salah satu
atau kedua belah pithak maka dapat diajukan ke P4D atau ke P4P. Hal m
dapat diteruskan ke Menter1 Tenaga Kerja guna memohon veto. Veto Menaker
didasarkan pada pertimbangan keamanan dan stabilitas nasional. Apabila di
antara putusan P4D atau P4P sudah dapat diterima oleh kedua belah pihak dan
mempunyal kekuatan hukum yang tetap maka dapat dimintakan fiat eksekusi
ke Pengadilan Negeri, supaya putusan itu dapat dijalankan.

D1 samping 1tu, upaya hukum secara perdata, dapat dilakukan oleh pekerja,
apabila putusan pengusaha dalam menjatuhkan PHK karena efisiensi tidak
dapat dibenarkan. Dalam arti belum dilakukan langkah awal untuk menghindari
efisiensi jumlah tenaga kerja. Secara perdata, pekerja dapat mengajukan gugat
ganti rugl ke Pengadilan Neger1 berdasarkan Pasal 1365 BW, vaitu “Tiap
perbuatan melanggar hukum yvang membawa kerugian kepada seorang lam,
mewajibkan orang vang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut™.

Sejak adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisthan Hubungan Industrial (PPHI), yang disahkan pada tanggal 4 Januari
2003 (LN. Tahun 2004, No. 6, TLN. No. 4356), upaya hukum bagi pekerja yang
mengalami perselisthan hubungan industrial akan dilakukan secara bipartid,
mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau ke pengadilan hubungan industrial.

Bipartid, yaitu musyawarah antara pekerja dan pcnmiha. Apabila tidak
tercapal kesepakatan dengan cara bipartid maka pihak-pihak dapat memilih
penyelesalan secara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Apabila pihak-pihak
memilih mediasi atau konsiliasi dan tidak tercapai kesepakatan, dapat membawa
perkaranya ke pengadilan hubungan industrial. Apabila pihak-pihak memilih
arbitrase maka kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian yang merupakan
keputusan arbitrase dan harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Apabila isi keputusan tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka dapat
dimohonkan pembatalannya kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya
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30 han kerja sejak ditetapkannya putusan arbiter. Permohonan pembatalan

dilakukan apabila mengandung unsur-unsur berdasarkan ketentuan Pasal 52

ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, yaitu

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan
dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen vang bersifat menentukan,

vang disembunyikan oleh pihak lawan;

putusan diambil dar1 tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak

dalam pemeriksaan perselisithan;

d.  putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial; atau

o

e. putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, masa
berlakunya adalah satu tahun sejak diundangkan. Ketentuan ini diundangkan
pada tanggal 14 Januari 2004. Jadi, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial ini akan menggantikan kedudukan P4D atau P4P sejak tanggal 14
Januari 2005.

KESIMPULAN

Regulasi mengenai pemutusan hubungan kerja di masa pasca reformasi sudah
baik. Savangnya masih terdapat dengan pengaturan tentang kontrak kerja,
outsourcing dengan pekerja tetap.

Kenyataan di masvarakat, terjadi suatu keadaan pengusaha lebih suka
menerapkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu melalui mekanisme kontrak
kerja atau outsourcing. Pengawasan pemerintah terhadap kenyataan im hampir
tidak dilaksanakan. Secara bertahap terjadi perubahan status dari pekerja tetap
menjadi pekerja tidak tetap. Kenyataan 1tu dilakukan oleh pengusaha semata-
mata untuk menghindarkan dir1 dar1 adanya kewajiban tertentu jika melakukan
pemutusan hubungan kerja bagi pekerja tetap.

Keadaan imi harus segera dihentikan. Reformasi pengaturan PHK harus
disertai pula dengan reformasi regulasi tentang kontrak kerja dan outsourcing.
Semua ketentuan yang ada harus selaras tidak ada vang saling bertentangan.

LATIHAN
Sugeng telah bekerja di PT Angina Mamiri selama sebelas tahun 8 bulan lebih
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3 har1. Suatu han1 Sugeng di-PHK. Hitunglah hak-haknya apabila alasannya
adalah:

Perusahaan mengalami efisiensi!

Perusahaan pailit!

Sugeng telah melakukan pencurian di perusahaan!

Sugeng mengundurkan diri!

Sugeng terlalu aktif di kepengurusan serikat pekerja di tempat 1a bekerja!
Sugeng melakukan umroh ke tanah suci!

AN o
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e ¥ <l PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL

A. PENGERTIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Hubungan Industrial pada dasarnva merupakan suatu hubungan hukum
yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja. Adakalanya hubungan itu
mengalami suatu perselisthan. Perselisihan itu dapat terjadi pada siapa pun
vang sedang melakukan hubungan hukum.

Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama 1ni dikenal dapat
terjadi mengenai hak vang telah ditetapkan. atau mengenai keadaan ketenaga-
kerjaan yang belum ditetapkan, baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusa-
haan, perjanjian kerja bersama. maupun peraturan perundang-undangan.

Perselisthan m)ungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan
hubungan kerja. Hal ini terjadi karena hubungan antara pekerja/buruh dan
pengusaha merupakan hubungan vang didasari oleh kesepakatan para pihak
untuk mengikatkan dir1 dalam suatu hubungan kerja. Apabila salah satu pihak
tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, sulit
bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh
karena itu, perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk
menentukan bentuk penyelesaian. sehingga Pengadilan Hubungan Industrial
vang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 akan dapat menyelesaikan
kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu
pihak.

Sejalan dengan era keterbukaan dan demokratisasi dalam dunia industrn
vang diwujudkan dengan adanya kebebasan untuk berserikat bagi pekerja/
buruh, maka jumlah serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan tidak dapat
dibatasi. Persaingan di antara serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan
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i1 dapat mengakibatkan perselisthan di antara serikat pekerja/serikat buruh
yang pada umumnya berkaitan dengan masalah keanggotaan dan keterwakilan
di dﬁn perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama.

Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak
vang berselisith sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua
belah pihak. Seperti penvelesaian Bipartit dapat dilakukan melalui musyawarah
mufakat oleh para pthak tanpa dicampuri oleh pthak manapun. Sebagai upaya
untuk memberikan pelayanan masyarakat Khususnya kepada pekerja/buruh dan
pengusaha, pemerintah berkewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisihan
hubungan industnal tersebut. Upaya fasihitas: dilakukan dengan menyediakan
tenaga mediator yang bertugas untuk mempertemukan kepentingan kedua belah
pihak vang berselisth.

Dengan adanya era demokratisasi di segala bidang, perlu diakomodasi
keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

melalui konsiliasi atau arbitrase.

Hasil temuan Komisi E DPRD Kab. Bandung, vang diperoleh dari data di
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (IDisnakertrans) Kab. Bandung selama
tahun 2002 tercatat kasus PHI sebanyak 371 buah atau hampir tiap hari ada
kasus PHI antara pekerja dan majikannva' Kasus PHI terbanvak (77 kasus)
terjadi pada Agustus 2002 d1 PT Pulau Mas Texindo berkaitan dengan masalah
PHK massal untuk 60 pekerjanya. Rinciannya pada Januari terjadi 34 kasus
PHI, Februari 26 kasus, Maret 38 kasus, April 47 kasus, Mei 69 kasus, Juni
26 kasus, Juli 27 kasus, Agustus 77 kasus, September 7 kasus, Oktober 18
kasus, November 7 kasus, dan Desember 5 kasus. Hampir 90% kasus-kasus
PHI yang diadukan oleh pekerja ke Disnakertrans Kab. Bandung didominasi
belum sepenuhnya hak-hak normatif pekerja diberikan oleh pihak pengusaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004
tentang Pengadilan Hubungan Industrial, vang dimaksud dengan Perselisihan
Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibat-kan
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/
buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai
hak, perselisthan kepentingan, perselisthan pemutusan hubungan kerja, dan
perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

1 “PHI Didominasi Kasus Normatif . Pikiran Rakyar, 15 Januari 2003,
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? JENIS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, jemis
Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

d.

b.
C.
d

perselisihan hak:;

perselisihan kepentingan;

perselisihan pemutusan hubungan kerja: dan

perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu peru-
sahaan.

Dar ketentuan tersebut, dapat diketahur bahwa bentuk Perselisithan

Hubungan Industrial ada empat, yaitu sebagai berikut.

l.

Perselisthan hak adalah perselisthan vang timbul karena tidak dipenuhinya
hak. akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perselisthan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan
kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/
atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja,
atau peraturan perusahaan. atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan
mia yvang dilakukan oleh salah satu pihak.

Perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara
serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya
dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai
keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, undang-undang ini mengatur

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh:
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perbedaan @apat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan
vang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian
kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;

kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melak-
sanakan ketentuan normatif vang telah diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-
undangan;

pengakhiran hubungan kerja;
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4. perbedaan pendapat antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu

perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Dengan cakupan materi perselisihﬂmbungan industrial sebagaimana

dimaksud di atas, penjelasan umum UU No. 2 Tahun 2004 menjabarkan lebih

lanjut bahwa perselisthan hubungan industrial pada pokoknya adalah sebagai
berikut.

l.

Pengaturan penyelesalan perselisthan hubungan industrial yang terjadi
baik di perusahaan swasta maupun perusahaan di lingkungan Badan Usaha
Milik Negara.

Pihak yang beperkara adalah pekerja/buruh secara perseorangan maupun
organisasi serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha atau organisasi
pengusaha. Pihak vang beperkara dapat juga terjadi antara serikat pekerja/
serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain dalam satu
perusahaan.

Setiap perselisihan hubungan industrial pada awalnya diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang berselisih (bipartit).
Dalam hal perundingan oleh para pihak vang berselisih (bipartit) gagal,
maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya
pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
Perselisihan kepentingan, Perselisthan Pemutusan Hubungan Kerja atau
Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh vang telah dicatat pada
mnstansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat diselesai-
kan melalui konsiliasi atas kesepakatan kedua belah pihak. sedangkan
penvelesaian perselisthan melalur arbitrase atas kesepakatan kedua belah
pihak hanya perselisthan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/
serikat buruh. Apabila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak untuk
menyelesaikan perselisihannya melalui konsiliasi atau arbitrase, maka
sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu
melalui mediasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari menumpuknya
perkara perselisthan hubungan industrial di pengadilan.

Perselisthan Hak yang telah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan melalui konsiliasi atau
arbitrase, namun sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial
terlebih dahulu melalui mediasi.
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10.

11.

Dalam hal Medias1 atau Konsihias1 tidak mencapar kesepakatan yang
dituangkan dalam perjanjian bersama. maka salah satu pihak dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui arbitrase dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak dapat diajukan gugatan ke
Pengadilan Hubungan Industrial karena putusan arbitrase bersifat akhir
dan tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat diajukan pembatalan ke
Mahkamah Agung.

Pengadilan Hubungan Industrial berada pada lingkungan peradilan umum
dan dibentuk pada Pengadilan Negeri secara bertahap dan pada Mahkamah
Agung.

Untuk menjamin penyelesalan vang cepat, tepat, adil, dan murah, penyele-
saian perselisthan hubungan industrial melalu Pengadilan Hubungan
Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses
dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan
upava banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan
perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung dimintakan kasasi
ke Mahkamah Agung. Adapun putusan Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri vang menyangkut perselisihan kepentingan dan
perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat di-
mintakan kasast ke Mahkamah Agung,.

Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili
perselisthan hubungan industrial dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang
beranggotakan 3 (tiga) orang, yakni seorang Hakim Pengadilan Negeri
dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Ioc yang pengangkatannya diusulkan oleh
organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/organisasi buruh.

12. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai

13-
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perselisthan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh
dalam satu perusahaan tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah
Agung.

Untuk menegakkan hukum ditetapkan sanksi, sehingga dapat merupakan
alat paksa yang lebih kuat agar ketentuan undang-undang ini ditaati.

Dari pembagian perselisihan menjadi beberapa klasifikasi di atas, maka
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tcrdapat@;ulitan tersendir1 pada implementas: UU PPHI 11, yaitu harus dimulai

dengan pengetahuan dalam membedakan jenis perselisihan. Pengetahuan ini

menjadi penting dengan mengingat bahwa perbedaan perselisthan tersebut akan
berdampak pada jenis lembaga penyelesai perselisthan yang akan ditempuh
oleh para pihak yang berselisih®.

Iman Soepomo. menyebutkan jenis perselisthan perburuhan dibedakan
antara perselisihan hak (rechisgeschil) dan perselisihan kepentingan (belangen-
geschil. Menurut H.M. Laica Marzuki, terdapat dua macam karakteristik
perselisthan vang mewarnai kasus-kasus perburuhan, yakm
(1) Kasus perselisithan hak (rechtsgeschil, conflict of right) vang berpaut dengan

tidak adanya persesuaian yang demikian itu, memtikberatkan aspek hukum

(rechtsmatigheid) dar1 permasalahan, utamanya menvangkut pencenderaan

janji (wanprestasi) terhadap perjanjian kerja, suatu pelanggaran peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan.

(2) Kasus pm]isihan kepentingan (belangeschillen, conflict of interest) yang
berpaut dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat-syarat
kerja dan/atau keadaan perburuhan, utamanya menyangkut perbaikan
ekonomis serta akomodasi kehidupan para pekerja. Perselisthan sedemikian
menitikberatkan aspek doelmatigheid permasalahan.*

Berkaitan dengan adanya dua pendapat itu, maka jenis perselisihan
hubungan industrial huruf ¢ dan huruf d, sebenarnva sudah lcmlsuk di dalam
rumusan perselisthan hak. Menurut Aloysius Uwiyono, dalam perselisthan hak,
hukumnya yang dilanggar, tidak dilaksanakan atau ditafsirkan secara berbeda®.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 terlalu berlebihan di dalam merumuskan
jenis perselisihan hubungan industrial. Menurut Twining: ... @ common approach
today is to focus not on law as such but on methods of handling disputes.
Definitional questions are side-stepped and attention concercrated on the
institutions and ftechniques for resolving conflict. (Umumnya pendekatan saat
1 tidak terpusat pada hukum saja, tetapi pada cara-cara menangam berbagai
perselisthan. Sehubungan dengan hal itu, beberapa persoalan yang tidak terelak-

Wirawan, www pikiran rakyai.com, " Apa yang dimaksud dengan Pengadilan Hubungan Industrial™
Iman Soepomo, 1985, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, hlm. 97.

LS ]

4 HM. Laica Marzuki. Mengenal Karakteristik Kasus-Kasus Perburuhan, Varia Peradilan No. 133,
YA HI, Jakarta, Oktober 1996, hlm. 151.

5 Aloysius Uwiyono, Hak Mogok di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hokum Universitas Indonesia, Jakarta,
2001, him. 217.

6 Lord Lloyd of Hamstead & M.D.A. Freeman, Llovd"s Introduction to Jurisprudence, Steven & Sons
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kan untuk dikaj dan perlu mendapat perhatian khusus adalah mengenai institusi
dan cara-cara memecahkan perselisihan tersebut.®

Menurut Laica Marzuki, suatu kasus perselisthan industrial tidak selalu
berpaut dengan perselisihan tentang tidak dipenuhinya perjanjian kerja. Tidak
sedikit kasus perselisihan industrial yang justru tidak lagi menghendaki
pemenuhan perjanjian yang disepakati. Salah satu pihak pada umumnya pihak
pekerja menghendaki agar perjanjian yang telah dijalin diadakan perubahan,
karena dipandang tidak lagi menjamin standardisasi kehidupan keluarga
mereka.”

Karakteristik perselisihan hak, pada intinya perselisihan hak normatif atau
hak atas hukum dalam hubungan kerja, yakni perselisthan yang menitikberatkan
aspek hukum (rechismatigheid), sebagai akibat terjadinya pelanggaran/tidak
dipenuhinya hak, perbedaan perlakuan atau penafsiran terhadap peraturan
perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian
kerja bma, sedangkan karakteristik perselisihan kepentingan berkaitan
dengan syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan, yang menitikberatkan
pada kebijaksanaan (doelmatigheid) permasalahan, di luar aspek hukum.®

Dari pendapat Iman Soepomo, Laica Marzuki, Alousius Uwivono, dapat
diketahui bahwa PHI hanya berwenang untuk mengadili perselisihan hak
saja. Mustahil dapat menyelesaikan perselisihan kepentingan. Perselisthan
kepentingan hanya dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi. yaitu mediasi,
konsiliasi atau arbitrase. Ketiga lembaga itu akan menyelesaikan dengan
mencari win-win solution dalam bentuk kebijaksanaan. Apabila perselisihan
kepentingan di- selesaikan melalui jalur PHI, hakim PHI akan menggunakan
aturan hukum dengan menomorduakan kebijaksanaan yang dicapai melalui
win-win solution.

Ltd, London, 1985, him. 874,

7 Laica Marzuki, op. cit.

8  Wijayanto Setiawan, Pengadilan Perburuhan di Indonesia, Ringkasan Disertasi, Program Pasca Sarjana
a'urnilzm Adrlangga Surabaya, 2006, hlm, 19,

9  Regulasi Perselisihan Perburuhan Diharapkan Lebih Cepat, Murah, Adil, www. mediaindo.co.id, tanggal
I Desember 2006,
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C. PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat mlksanakan melalui
pengadilan hubungan industrial atau di luar pengadilan hubungan industrial.

1. Bipartit

Sebelum perselisithan diajukan kepada lembaga penyelesar perselisithan,
setiap perselisthan wapnb diupayakan penyelesalannya secara bipartit, yaitu
musyawarah antara pekerja dan pengusaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun
2004, perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial. Upaya bipartit diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal
7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.

Perselisthan hubungan industrial wajb diupavakan penvelesaiannya
terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai
mufakat. Penyelesalan perselisthan melalui bipartit harus diselesaikan paling
lama 30 (tiga puluh) har1 kerja sejak la]mil dimulainya perundingan. Apabila
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) han salah satu pihak menolak untuk
berunding atau telah dilakukan perundingan, tetapi tidak mencapai kesepakatan,
maka perundingan bipartit dianggap gagal.

Apabila perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak
mencatatkan perselisithannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya
penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Apabila bukti-bukti
tidak dilampirkan maka mstansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-
kerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu
7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas.
Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan
kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi
ataumelalu arbitrase. Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyele-
saian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari Kerja, instansi
vang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian
persdsihan kepada mediator.

Setia rundingan bipartid harus dibuat risalah vang ditandatangam oleh
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para pihak. Risalah perundingan sekurang-kurangnya memuat:
nama lengkap dan alamat para pihak;

tanggal dan tempat perundingan;

pokok masalah atau alasan perselisihan;

pendapat para pihak;

kesimpulan atau hasil perundingan;

o Ao g

tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.

Apabila perundingan dapat mencapai kesepakatan penvelesaian, maka
dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian
Bersama 1tu mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para
pihak. Perjanjian Bersama itu wajib didaftarkan oleh para pthak yang melakukan
perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di
wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama. Perjanjian Bersama
yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama.

Apabila Perjanjian Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak,
maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Neger1 di wilayah Perjanjian
Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi. Dalam hal pemohon
eksekusi berdomisili di luar Pengadilan Neger tempat pendaftaran Perjanjian
Bersama maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi
melalu1 Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Neger1 di wilayah
domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi.

2. Mediasi
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004,

medias1 Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyele-
satan perselisthan hak, perselisthan kepentingan, perselisthan pemutusan
hubungan kerja. dan perselisthan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya
dalam satu perusahaan melalui musyawarah vang ditengahi oleh seorang atau
lebith mediator yang netral. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004, Mediator Hubungan Industrial vang selanjutnya
disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah vang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang
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ditetapkan oleh Menter1 untuk bertugas melakukan medias1 dan mempunyai
kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih
untuk menyelesaikan persemmn hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja, dan perselisthan antarserikat pekerja/serikat buruh
hanya dalam satu perusahaan.

Upaya mediasi diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004, Penyelesaian perselisthan melalur mediasi dilakukan
oleh mediator yang berada di setiap kantor mstansi vang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Dalam waktu selambat-lambatnya
7 (tujuh) har kenja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisithan
mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan
segera mengadakan sidang mediasi. Mediator dapat memanggil saksi atau saksi
ahli untuk hadir dalam sidang mediasi guna diminta dan didengar keterangannya.
Saksi1 atau saksi ahli yang memenuhi panggilan berhak menerima penggantian
biava perjalanan dan akomodasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan
Menteri (Pasal 10 dan 11).

Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesalan perselisthan hubungan
mdustrial melalul mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangam
oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Neger di wilayah hukum pihak-pihak
mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaf-
taran. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalu mediasi. maka:

a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah
disampaikan kepada para pihak;

¢. para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada
mediator yang 1sinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran
tertulis:

d.  pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ dianggap menolak anjuran tertulis;

e. dalam hal para pthak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para
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pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-
pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukt
pendaftaran. (Pasal 13)

[Lembaga mediasi in1 pada dasarnya hampir sama dengan lembaga
perantaraan yang dilaksanakan oleh pegawai perantara disnaker sebagaimana
yang telah kita kenal. Petugas yang melakukan mediasi adalah mediator yang
merupakan pegawai dinas tenaga kerja yang akan memberikan anjuran tertulis
kepada para pihak yang berselisih.

Perbedaannya adalah jika sebelumnya setiap perselisthan wajib melalu
proses perantaraan (mediasi) terlebih dahulu, maka berdasarkan UU PHI in1
(selain perselisihan hak), pihak disnaker terlebih dahulu menawarkan kepada
para pihak untuk dapat memilih konsiliasi atau arbitrase (tidak langsung
melakukan mediasi). Jika para pihak tidak menetapkan pilithan melalui konsiliasi
atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari. maka penyelesaian kasus akan
dilimpahkan kepada mediator. Adapun terhadap perselisihan hak, maka setelah
menerima pencatatan hasil bipartit, disnaker wajib meneruskan penyelesaian
perselisthan kepada mediator. Hal im dikarenakan pengadilan hubungan
industrial hanva dapat menerima gugatan perselisthan hak vang telah melalu
proses mediasi. Setelah menerima pelimpahan perselisthan, maka mediator
wajib menyelesaikan tugasnya selambatnya 30 (tiga puluh) han kerja terhitung
sejak menerima pelimpahan perselisihan. Jika penyelesaian melalur mediasi
tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada
pengadilan hubungan industrial.

3. Konsiliasi

Lembaga penyelesaian perselisthan yang berwenang untuk menjadi penengah
dalam perselisithan kepentingan. perselisthan PHK. dan perselisithan antar-
Serikat Pekerja.

Yang bertugas sebagai penengah adalah konsiliator, yaitu orang yang
memenuhi syarat-syarat sesuai ketetapan menter: dan wajib memberikan anjuran
tertulis kepada para pihak vang berselisih. Jika proses konsiliasi tidak mencapai
kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

hubungan industrial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 2 Tahun

2004, Konsilias1 Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah
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penyelesaian perselisthan kepentingan, perselisthan pemutusan hubungan kerja
atau perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusa-
haan melalui musyawarah yvang ditengahi oleh seordggg atau lebih konsiliator
vang netral. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.
2 Tahun 2004, Konsiliator Hubungan Industrial vang selanjutnya disebut
konsiliator adalah seorang atau lebih vang memenuhi syarat-syarat sebagai
konsiliator ditetapkan oleh Menter1, yang bertugas melakukan konsiliasi dan
wajib mem-berikan anjuran tertulis Kepada para pihak yang berselisth untuk
menyelesaikan perselisthan kepentingan, perselisithan pemutusan hubungan
kerja atau perselisthan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan.

Konsiliasi diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang
No. 2 Tahun 2004. Penyelesaian perselisthan melalui konsiliasi dilakukan oleh
konsiliator yang terdaftar pada kantor mstansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Penvelesaian perselisihan kepentingan,
perselisithan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antarserikat pekerja/
serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui konsiliasi dilakukan oleh
konsiliator yang wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.
Penyelesalan oleh konsiliator dilaksanakan setelah para pithak mengajukan
permintaan penyelesalan secara tertulis kepada konsihator yang ditunjuk dan
disepakati oleh para pihak. Para pihak dapat mengetahui nama konsihator
vang akan dipilih dan disepakati dar1 daftar nama konsiliator yang dipasang
dan diumumkan pada kantor instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan setempat.

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima
permintaan penyelesaian perselisithan secara tertulis, konsiliator harus sudah
mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya
pada har kerja kedelapan harus sudah dilakukan sidang konsiliasi pertama.
Konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang
konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya. Saksi atau saksi ahli
yvang memenuh panggilan berhak menerima penggantian biaya perjalanan dan
akomodasi vang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menter:.

Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui konsiliasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang
ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di
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Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negern di wilayah hukum

pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti

pendaftaran. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial melalui konsiliasi, maka:

a. konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;

b.  anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) har kerja sejak sidang konsiliasi pertama harus
sudah disampaikan kepada para pihak:

¢. para pithak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada
konsihator yang 1sinya menyetujul atau menolak anjuran tertulis dalam
waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima
anjuran tertulis;

d.  pihak vang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ dianggap menolak anjuran tertulis;

e. dalam hal para pthak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud
pada huruf a. dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) han kerja sejak
anjuran tertulis disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu
para pthak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah pihak-
pithak menga-dakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti
pendaftaran.

Perjanjian Bersama yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran dan
merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama. Perjanjian
Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pthak. maka pihak vang dirugikan
dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat
penetapan eksekusi. Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah
hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat
pendaftaran Perjanjian Bersama, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan
permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Neger1 di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan
I-]ubungagndustrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan
eksekusi ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pthak
atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan
Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat dengan membuat
gugatan. Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya
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30 (tiga puluh) har kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian
perselisihan.

4. Arbitrase

Lembaga yang berwenang untuk menjadi wasit dalam perselisihan kepentingan,
perselisihan antar-Serikat Pekerja. Yang bertugas menjadi wasit adalah arbiter.
Para arbiter ini dapat dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter
yanﬁilclapkan oleh mentert.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 2 Tahun
2004, Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase
adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisithan antar
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan
Hubungan Industrial melalu kesepakatan tertulis dan para pihak vang berselisih
untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya
mengikat para pihak dan bersifat final. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka
16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Arbiter Hubungan Industrial vang
selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para
pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk
memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan
antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan
penyelesaiannya melalu arbitrase yang putusannya mengikat para pthak dan
bersifat final.

Arbitrase diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang
No. 2 Tahun 2004. Penyvelesalan perselisthan hubungan industrial melalu
arbitrase meliputi perselisthan kepentingan dan perselisthan antarserikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Arbiter yang berwenang
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial harus arbiter yang telah
ditetapkan oleh Menter1. Wilayah kerja arbiter meliputi seluruh wilayah negara
Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisthan hubungan industrial melalui arbiter dilakukan
atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih. Kesepakatan para pihak
vang berselisih dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase,
dibuat rangkap 3 (tiga) dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) yang
mempunyai kekuatan hukum yang sama, memuat:
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a. nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang
berselisih;

b.  pokok-pokok persoalan yvang menjadi perselisihan dan vang diserahkan
kepada arbitrase untuk diselesaikan dan diambil putusan;

¢. jumlah arbiter yang disepakati;

d.  pernyataan para pihak vang berselisih untuk tunduk dan menjalankan
keputusan arbitrase;

¢. tempat. tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak
ﬂng berselisih.

Arbiter yang bersedia untuk ditunjuk membuat perjanjian penunjukan
arbiter dengan para pihak yang berselisih sekurang-kurangnya memuat hal-hal
sebagai berikut:

a. nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih
dan arbiter;

b.  pokok-pokok persoalan vang menjadi perselisihan dan vang diserahkan
kepada arbiter untuk diselesaikan dan diambil keputusan:

¢. biaya arbitrase dan honorarium arbiter;

d. pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan
keputusan arbitrase;

e. tempat, tanggal pembuatan surat perjanpian, dan tanda tangan para pihak
yang berselisih dan arbiter;

[, pernyataan arbiter atau para arbiter untuk tidak melampau kewenangannya
dalam penyelesaian perkara vang ditanganinya:

g. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan salah satu pihak yang berselisih.

Dalam hal arbiter telah menerima penunjukan dan menandatangani
surat perjanjian maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali
atas persetujuan para pihak. Dalam hal permohonan penarikan dir1 tidak
mendapat persetujuan para pthak. arbiter harus mengajukan permohonan pada
Pengadilan Hubungan Industrial untuk dibebaskan dari tugas sebagai arbiter
dengan mengajukan alasan yang dapat diterima. Dalam hal arbiter tunggal
mengundurkan dir1 atau meninggal dunia, para pihak harus menunjuk arbiter
pengganti yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak berdasarkan perjanjian arbitrase
dapat diajukan tuntutan ingkar kepada Pengadilan Negeri apabila cukup alasan
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dan cukup bukti autentik yang menmmbulkan keraguan bahwa arbiter akan
melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil
putusan. Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula diajukan apabila
terbukti adanya hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengan salah satu pihak
atau kuasanya. Putusan Pengadilan Negeri mengenai tuntutan ingkar tidak dapat
diajukan perlawanan.

Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan surat
perjanjian penunjukan arbiter. Pemeriksaan perselisthan hubungan industrial
oleh arbiter atau majehs arbiter dilakukan secara tertutup kecuali para pihak
vang berselisth menghendaki lan.

Dalam sidang arbitrase, para pihak vang berselisih dapat diwakili oleh
kuasanya dengan surat kuasa khusus. Apabila pada hari sidang para pthak vang
berselisih atau kuasanya tanpa suatu alasan yang sah tidak hadir, walaupun telah
dipanggil secara patut, maka arbiter atau majelis arbiter dapat membatalkan
perjanjian penunjukan arbiter dan tugas arbiter atau majelis arbiter dianggap
selesal. Apabila pada hari sidang pertama dan sidang-sidang selanjutnya salah
satu pithak atau kuasanya tanpa suatu alasan yang sah tidak hadir walaupun untuk
itu telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbiter dapat memeriksa
perkara dan menjatuhkan putusannva tanpa kehadiran salah satu pihak atau
kuasanva.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter harus diawali
dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Apabila
perdamaian tercapai, arbiter atau majelis arbiter wajib membuat Akta
Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau
majelis arbiter. Akta Perdamaian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Neger1 di wilayah arbiter mengadakan perdamaian. Akta
Perdamaian yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dar1 Akta Perdamaian. Apabila Akta Perdamaian
tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak vang dirugikan dapat
mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Neger1 di wilayah Akta Perdamaian didaftar untuk mendapat
penetapan eksekusi. Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah
hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat
pendaftaran Akta Perdamaian, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan
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permohonan eksekus1 melalu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Neger1 di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri vang berkompeten melaksanakan
eksekusi.

Apabila upaya perdamaian gagal, arbiter atau majelis arbiter meneruskan
sidang arbitrase. Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase
dibuat berita acara pemeriksaan oleh arbiter atau majelis arbiter. Putusan
arbitrase memuat:

a.  kepala putusan yang berbunyi “Dem Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa™;

nama lengkap dan alamat arbiter atau majelis arbiter;

o

nama lengkap dan alamat para pihak;

d. hal-hal yang termuat dalam surat perjanjian yang diajukan oleh para pihak
yang berselisih;

e. ikhtisar dari tuntutan, jawaban, dan penjelasan lebih lanjut para pihak
yang berselisih;

f  pertimbangan vang menjadi dasar putusan;

g. pokok putusan;

h. tempat dan tanggal putusan;

1. mulai berlakunya putusan;

J.  tanda tangan arbiter atau majelis arbiter.

Tidak ditandatanganinya putusan arbiter oleh salah seorang arbiter dengan
alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya
putusan. Dalam putusan, ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja harus sudah dilaksanakan. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum
vang mengikat para pihak vang berselisth dan merupakan putusan yang
bersifat akhir dan tetap. Putusan arbitrase didaftarkan di Pengadilan Hubungan
Industnal pada Pengadilan Neger1 di wilayah arbiter menetapkan putusan. Apabila
putusan tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan
dapat mengajukan permohonan fiat eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Neger1 yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
pihak terhadap siapa putusan itu harus dijalankan, agar putusan diperintahkan
untuk dyjalankan. Terhadap putusan arbitrase, salah satu pthak dapat mengajukan
permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya putusan arbiter, apabila
putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
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a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan
dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen vang bersifat menentukan,
vang disembunyikan oleh pihak lawan;

¢. putusan diambil dari tipu muslihat vang dilakukan oleh salah satu pihak
dalam pemeriksaan perselisithan;

d. putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial;

putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Agung menetapkan akibat
dar1 pembatalan, baik seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Mahkamah
Agung memutuskan permohonan pembatalan dalam wakitu selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) har kerja terhitung sejak menerima permohonan pembatalan.
Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui
arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Arbiter
atau majelis arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apa pun
atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung

untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbiter, kecuali dapat
dibuktikan adanya iktikad tidak baik dari tindakan tersebut.

5. Pengadilan Hubungan Industrial

Lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus semua jenis
perselisihan. Hakim vang memeriksa dan memutus perselisihan tersebut
terdiri atas hakim lembaga peradilan dan hakim Ad Hoc. Pada pengadilan ini,
serikat pekerja dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum

mewakili anggotanya.

Untuk pertama kalinva pengadilan hubungan industrial akan dibentuk pada
setiap pengadilan neger1 yang berada di setiap 1bu kota provinsi yang daerah
hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Adapun di kabupaten/kota
terutama vang padat industri, berdasarkan keputusan presiden harus segera
dibentuk pengadilan hubungan industrial pada pengadilan neger1 setempat.

Berkaitan dengan prediksi waktu proses pemeriksaan, perlu penulis
mformasikan bahwa pengadilan perburuhan adalah sebagai berikut.
* Tingkat pertama untuk perselisthan hak dan perselisthan PHK, sehingga
para pithak masih dapat mengajukan kasas1 ke Mahkamah Agung,
2. Tingkat pertama dan terakhir (final) untuk perselisihan kepentingan dan
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perselisihan aﬂscrikat pekerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004,
Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan
memutus:

a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

¢. di tingkat pertama mengenai perselisithan pemutusan hubungan kerja;,

d.  ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antarserikat pekerja/

serikat buruh dalam satu perusahaan.

Pengkajian mengenai objek PHI berdasarkan Undang-Undang No. 2
Tahun 2004, tentunya harus dikaitkan dengan /egal concept yang ada dalam
ilmu hukum. Jenis perselisihan hubungan industrial, dikenal dalam pengertian
kompetensi di dalam legal concept. Kompetensi adalah kewenangan. Kajian
mengenai kompetensi PHI dar sudut ontologi berarti mempertanyakan apakah
kompetensi PHI merupakan sesuatu yang ada. Sesuatu vang ada merupakan
sesuatu yang sudah benar apabila ditinjau dari legal concep,

Kompetensi pengadilan hubungan industrial adalah perselisihan hak,
perselisthan kepentingan. perselisihan pemutusan hubungan kerja. dan
perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
Keempat jenis perselisithan hubungan industrial yang terdapat di dalam
ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, jika dikaji lebih jauh ternvata
tidak sesuai dengan rumusan perselisihan perburuhan vang dikenal secara umum
di dalam legal concept.

PHI adalah bentuk pengadilan khusus dari Pengadilan Negeri. Kompetensi
Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 adalah
perkara perdata dan perkara pidana. Terhadap perkara perdata yang masuk ke
Pengadilan Neger1, hakim hanya memutuskan sesuar dengan yang dituntut
oleh penggugat. Tidak boleh memberikan putusan lebih dari vang dituntut.
Perselisihan hubungan industrial adalah bagian dari perkara ketenagakerjaan.
Ketenagagerjaan merupakan cabang dari bidang 1lmu perdata. Prinsip dari norma
hukum Perdata adalah bersifat mengatur, dalam arti hukum pihak-pihak bebas
untuk membuat suatu aturan yang tertuang dalam klausul perjanjian asalkan
tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan kesopanan
vang ada di masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mungkin
hakim PHI menyelesaikan sengketa yang merupakan perkara doelmatigheid?!
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Tentunya Hakim PHI lebih tepat jika hanya menangani perkara yang
rechtsmatigheid saja. Untuk perkara rechtsmatigheid yang berupa perselisihan
kepen-tingan hendaknya dikeluarkan dari kompetensi PHI selanjutnya untuk
diberikan kepada lembaga arbitrase saja.

Pengertian Hakim adalah Hakim Karier Pengadilan Neger1 yang ditugasi
pada Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang
No. 2 Tahun 2004). Pengertian Hakim Ad-Hoc adalah Hakim Ad-Hoce pada
Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoe pada Mahkamah Agung
vang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi
pengusaha (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004). Pengertian
Hakim Kasasi adalah Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah
Agung yang mwcnang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap
perselisthan hubungan industrial (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 2
Tahun 2004).

Hakim yang memeriksa dan memutus perselisihan berdasarkan ketentuan
Pasal %at (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, terdiri atas 1 (satu) orang
Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc sebagai Anggota
Majelis. Adanya hakim karier dan Hakim Ad-fHoc merupakan perwujudan
dar1 upaya penvelesalan tripartid. Ada tiga unsur vang terwakili, vaitu unsur
pengusaha dan unsur pekerja vang diwakili Hakim Ad-Hoc serta unsur negara
vang diwakili oleh hakim karier. Menurut Jane Hodges, hakim yang menangani
adalah hakim khusus PHI. Jadi, hakim akan lebih fokus, berbeda dengan di
pengadilan umum di mana satu hakim dapat menangani berbagai jenis kasus
vang sangat banyak dalam satu waktu.’

Kejelian hakim PHI menempatkan perselisthan hubungan industrial yang
akan diselesaikan di awal pemeriksaan sangat dibutuhkan. Hal 1 diperlukan
untuk mencari dasar hukum bagi perkara yang sedang ditangam merupakan
rechtsmatigheid atau doelmatigheid. Apabila perselisithan yang akan ditangani
merupakan perselisthan hak maka hakim PHI dapat segera memeriksa,
mengadili, dan memutus perselisihan itu. Sebaliknya apabila sejak awal diketahui
bahwa perselisithan 1tu merupakan perselisthan kepentingan vang merupakan
perwujudan dari perkara doelmatigheid. secepat mungkin diberitahukan
kepada pihak vang berselisih untuk menyvelesaikan perselisihannya ke lembaga

10 Kompas, 28 Juni 2002.
L1 www bipnewsroom.info., 28-01-2006.
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arbitrase.

Misalnya, kasus PT Maspion yang berencana mengubah status pekerja tetap
menjadi tenaga kontrak harus diselesaikan melalui pendekatan rechtsmatigheid.
Larangan outsourching bagi pekerjaan yang bersifat tetap, apalagi mengubah
status pekerja lama, harus dijadikan dasar bagi hakim PHI dalam menyelesaikan
masalah. PT Maspion yang mempekerjakan buruh outsourcing vang pada
hakikatnya merupakan tenaga kontrak."

Termasuk perselisihan apakah permasalahan yang muncul akibat adanya
TKI? Pada tahun 2006 ditargetkan perolehan devisa dari pengiriman TKI
sebesar 57 milliar dolar AS". Sayangnya sumbangan vang sangat besar tidak
diringi dengan perlindungan hukum yang besar pula.'? Materi pembinaan
TKI pada masa prapenempatan tidak sesuai dengan peningkatan kualitas
TKI". Hasil penelitian vang diterbitkan Depnakertrans menunjukkan bahwa
sistem online pelayanan penempatan tenaga kerja ke luar neger1 belum efektif
dikarenakan lemahnya koordinasi antarpihak yang terkait." Kemungkinan
muncul perselisihan dari adanya TKI. Apabila perselisihan itu terjadi antara TKI
dengan perusahaan pengerah TKI, mengenal hal-hal yang disebutkan dalam
perjanjian maka termasuk perselisthan hak. Jika di luar yang telah diperjanjikan
maka lebih baik melalui jalur arbitrase.

Perumus Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 sepertinya menghendaki hakim
PHI dapat menyelesaikan perkara yang merupakan perselisthan hak, sekaligus
juga perselisihan kepentingan. Sayangnva legal concept dari rechtsmatigheid
atau doelmatigheid belum diterapkan pada saat merumuskan kompetens: PHIL
Sebagai ius constituendum (hukum yang dicita-citakan), memang dimungkinkan
Pengadilan Hubungan industrial memeriksa, mengadili, dan memutus
perselisihan hak dan kepentingan, apabila hakim PHI sudah mempunyai kualitas

global yang menguasai masalah ketenagakerjaan mternasional. Peningkatan

12 Asn Wijayanti, 2002, Perjanjian Kerja sebagai perlindungan hukum di bidang reproduksi bagi TKI:
Studi kasus di Malaysia, Humanika, jurnal akreditasi: 134/Dikti/Kep/2001, volume 6 Nomor 1 Juli
2002, him. 143,

13 Asri Wijavanti, Kendali Alokasi sebagai Bentuk Perlindungan Hulam bagi TKT, Yustika, jumal akreditasi:
02/Dikti/Kep/2002, Vol. 7 No. 1 Juli 2004, him. 74.

14__www nakertrans.go.id , loc. cit.

15 www.mediaindo.co.id, op. cit,
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kualitas majelis hakim pada Pl-m"mgat diperlukan.

Menurut Alan Boulton," hakim yang bertugas menangani PHI harus
memahami standar perburuhan internasional agar bisa menjadikannya sebagai
acuan dan pembanding dalam menangani kasus-kasus perburuhan. Pengetahuan
tentang standar perburuhan internasional akan membantu hakim perburuhan
dalam memahami undang-undang ketenagakerjaan nasional secara kontekstual
dan menerapkannya. Pengetahuan 1tu sangat penting karena dalam penyelesalan
perselisthan melalu pengadilan hubungan industrial hakim tidak hanva
menjalan-kan kekuatan yudisial, tetapr juga kekuatan arbitrase. Misal sistem
vang berlaku di India, yang menggunakan antara lain mediasi, penvelesaian
alternatif di luar pengadilan, pengadilan adat, membentuk kemitraan atau
mempekerjakan kembali hakim-hakim yang telah pensiun. Metode 1tu terbilang
sukses karena sebelumnya sekitar 30 ribu kasus perselisihan di India belum
terselesaikan dalam 10 tahun.” katanya.

Menurut Hodges, metode vang diterapkan oleh Denmark, di mana sistem
peradilan khusus PHI disederhanakan formatnya, sehingga terkesan lebih
mformal. Jadi, ketika menjalankan perannya sebagai arbiter, standar perburuhan
mternasional bisa memberi para hakim tuntunan tentang bagaimana seharusnya
perselisthan 1tu diselesaikan secara adil.

KESIMPULAN

Pengadilan hubungan industrial yang diatur berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004,
setelah dikaji lebih jauh ternyata masih tidak sesuai dengan konsep dan teori
hukum vang berlaku pada umumnya. Harus ada keberanian untuk melakukan
pengkajian ulang UU No. 2 Tahun 2004. Jems perselihan hubungan industrial
vang dirumuskan dalam UU No. 2 Tahun 2004 harus dikaji ulang.

Perubahan sistem penyelesalan dari konsep hukum publik ke hukum privat
harus ditkuti dengan perubahan regulasi ketenagakerjaan yang lainnya. Untuk
itulah ke depan pada masa pasca reformasi ini, sangat dibutuhkan kearifan
dari pemerintah dan pembuat peraturan perundang-undangan. Salah satunya
dengan pembuatan naskah akademis dalam setiap proses pembuatan peraturan
perundang-undangan.
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